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ABSTRAK

KAPASITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Reneli
reneli68sef@amail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Kapasitas lembaga menunjukkan kemampuan organisasi atau sistem untuk
menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efekiif, efisien dan terus
menerus menjadi titik tolak keberhasilan sebuah lembaga sehingga bagaimana
kepasitas sebuah lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi demi
mencapai tujuan lembaga sangat penting untuk diketahui. Berawal dari sebuah
kapasitas yang baik maka lembaga mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPBD KOBAR) dalam penanggulangan
kebakaran lahan dan hutan serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat
kapasitas BPBD Kobar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Desain
Penelitian yang digunakan ' adalah penelitian kualitatif. yang mendeskripsikan
bagaimana fungsi-fungsi organisasi dalam penanggulangan bencana dijalankan, fokus
penelitian terletak pada tahapan penanggulangan bencana yaitu pencegahdn dan
kesiapsiagaan, penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Faktor pendukung dan penghambat menjadi fokus penjabaran lainnya dalam
mendeskripsikan kapasitas BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara terstruktur pada sebelas informan inti dan tiga belas
infroman pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas BPBD Kobar
berada pada level cukup yang berarti bahwa penyelenggaraan manajerial sebagian
telah dilaksanan secara sistematis, dan penyelenggaraan penanggulangan sampai pada
taraf koordinasi yang terstruktur, dalam kerangka kebijakan yang belum menyuruh.
Faktor-faktor yang mampu mendukung kapasitas adalah kesamaan nilai dan budaya,
komitmen bersama dan kepemimpinan yang kondusif. Sedangkan yang menjadi
faktor penghambat adalah keterbatasan sumberdaya dan belum adanya tataran baku
teknis dan SOP dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari hasil
penelitian tersebut diharapkan BPBD Kobar mampu meningkatkan kapasitasnya
dengan mengatasi faktor penghambat kapasitas melalui kerjasama dan peningkatan
kompetensi.

Kata Kunei : Kapasitas, Penanggulangan Bencana, Kebakaran Lahan dan Hutan, BPBD,
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ABSTRACT

THE CAPACITY OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
(BPBD) KOTAWARINGIN BARAT REGENCY
IN FOREST AND LAND FIRE PREVENTION

Reneli
reneli68se@gmail.com

Graduated Studies Program
Indonesia Open University

The institutional capacity shows the ability of the organization or system to
perform its functions properly, effectively, and continuously become the starting point
of an institution’s success so that the capacity of an institution in performing its main
tasks and functions in order to achieve the goals of the institution is very important to
know. Starting from a good capacity then the institution is able to perform its function
well. This study aims to assess the capacity of Regional Disaster Management
Agency (BPBD) of Kotawaringin Barat Regency in the prevention of forest and land
fires as well to examine the supporting factors and capacity inhibitors of Regional
Disaster Management Agency (BPBD) of Kotawaringin Barat Regency in forest and
land fires prevention. The research design used qualitative research that describes
how organizational functions in disaster management is executed, the focus of
research lies on the stages of disaster management that is prevention and
preparedness, emergency handling and post-disaster rehabilitation and reconstruction.
The supporting and inhibiting factors become the other focus of description in
describing the capacity of Regional Disaster Management Agency of (BPBD)
Kotawaringin Barat Regency. The data collection is done by structure interviews on
eleven core informants and thirteen supporting informants. The results of the study
indicate that the capacity of Regional Disaster Management Agency (BPBD) of
Kotawaringin Barat Regency is at a sufficient level meaning that some managerial
management has been systematically implemented, and the implementation of the
countermeasures up to coordination within the framework of incomplete policies.
Factors that are capable of supporting capacity are shared values and culture, shared
commitment and conducive leadership. While the inhibiting factor is the limited
resources and the absence of standard technical level and SOP in the implementation
of disaster management. From the results of the study is expected Regional Disaster
Management Agency (BPBD) of Kotawaringin Barat Regency able to increase its
capacity by overcoming the capacity inhibiting factors through cooperation and
improvement,

KeyWords: Capacity, Disaster Management, Forest and Land Fires, BPBD,
Kotawaringin Barat Regency
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. Visi dan Misi BPBD Kotawaringin Barat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
memiliki visi “terwujudnya masyarakat kabupaten kotawaringn Barat yang
wasapada dan tangguh terhadap bencana dan untuk membantu pencapaian misi
tersebut terdapat tiga misi yang ditetapkan bersama :

I. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko
bencana
2. Mewujudkan penangguiangan bencana yang handal dan terampil
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu.
terkoodinir, menyeluruh dan berbasis masyarakat.
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kotawaringin Barat

BPBD merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung
tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat dan secara
fungsional dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dipimpin
oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan fungsi BPBD KOTAWARINGIN BARAT berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012, adalah sebagai

berikut:

Tugas Akhir Program Master (TAPM)
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Tugas Pokok

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat nomor 3 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata

kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

mempunyai tugas :

a.

Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi
serta rekonstruksi secara adil dan setara;

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap
bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana;

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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2.1.2  Fungsi

Sesuai Pasal 5 Peraturar; ij:aerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 3 tahun
2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas BPBD mempunyai

fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.
Ketika difabarkan secara rinci dalam uraian tugas, BPBD mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi déngan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh;
¢. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan dibidang
penanggulangan bencana;
d. Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan
bencana;
e. Peningkatan komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam
upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi [ain dalam rangka

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,
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3. Struktur Organisasi BPBD Kotawaringin Barat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun
2012, Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat terdiri dari :
a. Kepala
Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
b. Unsur Pengarah
Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota. Ketua Unsur Pengarah dijabat
oleh Kepala BPBD, sedang Anggota Unsur Pengarah terdiri dari berasal dari
Badan/Dinas terkait (5 orang) dan unsur profesional/ahli dibidang
penanggulangan bencana (4 orang).
c. Unsur Pelaksana |
Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari. Susunan
Unsur Pelaksana terdiri dari :
A. Kepala Pelaksana
B. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan, Penyusunan dan Pengendalian Program
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yaﬁg membawahi :
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1) Seksi Pencegahan
2) Seksi Kesiapsiagaan
D. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi :
1) Seksi Tanggap Darurat
2) Seksi Logistik
E. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi :
1) Seksi Rehabilitas
2) Seksi Rekonstruksi

F. Kelompok Jabatan Fungsional
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
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BIDANG PENCEGAHAN DAN BIDANG KEDARURATAN BODANG REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTK REKONSTRUKS!
|  SEKSiPENCEGAHAN }— SEKS! KEDARURATAN — SEKSIREHABILITAS!
|| SEKSIKESIAPSIAGAAN L SEKSILOGISTK L SEKSIREKONSTRUKS!
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat
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4. Tugas Pokok dan Fmigsi Sekretariat dan Bidang di BPBD Kotawaringin

Barat

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD memiliki 1 sekretariat dan
3 bidang teknis, yang dibajabarkan sebagai berikut :
A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

1) pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan
kebijakan di linékuﬁgan BPBD;

2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan
perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

3) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

4) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

5) pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;

6) pengoordinasian dalam penyusunan {aporan penanggulangan bencana.

Secara garis besar tugas sekretariat adalah menyelenggarakan kegiatan penyusunan
program, pengelolaan pena:tausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi

kepegawaian. Dalam melaksanakan fungsi, Sekretariat mempunyai tugas :
a. Merencanakan program di Sekretariat sesuai dengan rencana program BPBD
dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan

BPBD;
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. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPBD berdasarkan ketentuan
dan peraturan yang berlaku;

. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD sebagai pertanggungjawaban
Kepala BPBD kepada Bupati;

. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Stafnya di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat
terlaksana dengan baik dan lancar;

. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Staf di l_ingkungan
Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlalu agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan
perumnusan di lingkungan BPBD agar semua tugas dapat terlaksana dengan
baik dan lancar;

. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum
dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga—
serta hubungan masyarakat dan protokol;

. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan
bencana berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku;
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Mengevaluasi kegiatan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan
rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan
kegiatan;

Membuat laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada pimpinan
sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai  bahan
pertanggungjawaban;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di_berikan oleh Kepala Pelaksana
sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang 1 atau Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada <prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;

pemantavan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat.

Secara umum bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki tugas

melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan
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pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman
bencana. Dalam melaksanakan fungsi, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

mempunyai tugas :

a. Merencanakan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan
rencana program BPBD dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas di lingkungan BPBD;

b. Merumuskan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan

yang berlaku;

¢. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan Stafnya di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan fungsinya masing-masing agar
semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;

d. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan Staf di lingkungan Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi

dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

f. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta

pemberdayaan masyarakat;
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g. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan

terhadap potensi bencana;

h. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan

peringatan dini terjadinya bencana;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pencegzhan dan
Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk
pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

C. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang 2 atau Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi
dan dukungan logistik.

Secara umum, tugas bidang kedaruratan dan logitsik adalah melaksanakan koordinasi,

. pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan

fagilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan
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dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Dalam melaksanakan fungsi Bidang

Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:

a. Merencanakan program Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan
rencana program BPBD dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas di lingkungan BPBD;

b. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik-berdasarkan ketentuan -

dan peraturan yang berlaku;

¢. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bidang
Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua

tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;

d. Memberi petunjuk kepada staf di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik
sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat,penyelamatan dan evakuasi, penanganan pengungsi dan

dukungan logistik;

]

Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan oprasional dan

penanganan pemadam kebakaran;
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g. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan

pengungsi dan dukungan logistik;

?n

Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kedaruratan dan iogistik
sesual dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban
dan rencana yang akan datang;

. Bidang Rehabilitzsi dan Rekonstruksi

Bidang 3 atau Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1) perumusan kebijakan di bidang penanggu]ﬁngan bencana dan pasca bencana;

2) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan
pasca bencana;

3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;

4) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana.

Seacara umum bidang rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki tugas pokok

melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi kerusakan akibat bencana. Dalam melaksanakan fungsi Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

a. Merencanakan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan
rencana program BPBD dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas di lingkungan BPBD;
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. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana

berdasarkan ketentuan dan pératuran yang berlaku;

. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan Stafnya di lingkungan Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan fungsinya masing-masing agar

semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;

. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan Staf di lingkungan Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan dan prosedur yang beriaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan

bencana dan pasca bencana berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevatuasi

kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;

. Mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

kegiatan pemulihan sosial ekonomis;

. Mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
dunia usaha dan masyarakat;

Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di

bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
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j. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rehablitasi dan
Rekonstruksi sesnai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

B. Hasil Temuan Lapangan

. Kapasitas Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat

Kapasitas umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, berpedoman metode OCPAT (Organizational Capacity and
Performance Assessment Tools) berdasarkan 6 komponen yaitu orientasi
organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program,
keberlanjutan, dan kinerja organisasi.
Berdasarkan hasil wawancara dan telaahan dokumen, deskripsi kapasitas
berdasarkan enam (6) komponen penilaian dan dua puluh dua (22) sub

komponen penilaian dijabarkan sebagai berikut :

. Komponen Orientasi Organisasi

Komponen Penilaian Orientasi Organisasi, dibetuk dari 4 sub komponen yaitu :

1) Filosofi Organisasi
Secara umum dalam penanggulangan bencana, terdapat 4 filosofi yang
sampai saat ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana, yaitu

Tugas Akhir Program Master (TAPM]




43381.pdf
76

- Filosofi Pertama, menjauhkan masyarakat dari ancaman bencana, Filosofi
kedua adalah menjauhkan bencana dari masyarakat melatui up;lya pengurangan
ﬁsiko bencana, yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Filosofi ketiga, adalah harmoni bersama bahaya atau ancaman (living harmony
with risk). Dalam kondisi ini, masyarakat harus mengenal karakter dan sifat-sifat
alam. Mengenali sifat-sifat alam ini dimulai dengan memahami proses
dinamikgnya, waktu kejadiannya dan dampak yang ditimbulkan. Manusia diberi
akan dan pikiran untuk bisa mengatasi dan mengadaptasi kondisi alam di
sekitarnya.

Filosofi keempat, lebih mendorong kearifan lokal dan berbagai upaya kombinasi
dua filosofi sebelumnya, yaitu bagaimana masyarakat bisa hidup selaras dan
bersahabat dengan ancaman bencana. Dengan demikian, apabila bencana itu
terjadi, masyarakat sudah tahu dan paham benar apa yang mesti dilakukan untuk
menghindari risiko bencana tersebut. Filosofi penanggulangan bencana tersebut
bersumber dari Bpk Samsul Ma’arif Kepala BNPB periode 2010-2015 dalam

rencana strategis BNPB.

Pada BPBD KOTAWARINGIN BARAT, visi dan misi tujuan organisasi,seperti

yang dijabarkan pada kondisi umum BPBD Kotawaringin Barat, yaitu :

“terwujudnya masyarakat Kabupaten Kotawaringn Barat yang waspada dan
tangguh terhadap bencana”
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Dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat :

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko
bencana

2. Mewujudkan penanggulangan bencana yang handal dan terampil

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu.

terkoodinir, menyeluruh dan berbasis masyarakat.

BPBD dibentuk dengan tujuan untuk mendukung tugas Bupati di bidang
penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati

Para perumus visi dan misi ini adalah para penentu kebijakan pemerintah daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tim perumus organisasi dan tata laksana
pemerintahan pada tahun 2012 sehingga melahirkan Perda No. 3 tahun 2012 tentang
Pembantukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, Selama BPBD dibentuk hingga saat ini belum

pernah dilakukan perubahan visi dan misi.

2) Isu-Isu strategis
Pada perencanaan strategis instansi yang menjadi isu strategis bagi
BPBD KOTAWARINGIN BARAT adalah :
a. Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana sebagai acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan;
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b. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk
mengurangi risiko bencana;
c. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar dapat bertindak
secara cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana;
d. Kesiapan logistik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak
bencana;
e. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan tanggap
darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
f. Peningkatan kelembagaan BPBD melalui pembentukan Unsur Pengarah
Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang-angan yang berlaku.
Dalam program lima tahunan, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi,
Sasaran strategis yang menjadi target Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
1) Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Aparatur,
2) Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana,
3) Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Dengan indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah :
1) Prosentase Desa/Kelurahan Siaga Bencana
2) Prosentase Penanganan Kejadian Bencana,
3) Prosentase Lokasi Kejadian Bencana yang telah Dirchabilitasi dan
Direkonstruksi dengan harapan prosentase jumlah pada tahun berikutnya

harus lebih tinggi dari tahun berjalan.
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3) Nilai —Nilai dan Penerape-mnya

Sesuai dengan amanat Undang—Uruiang No.24 tahun 2007, Penanggulangan bencana
berasaskan, kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian
hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan prinsip-prinsip :

Cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil
guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan

nonproletisi.
Penanggulangan bencana bertujuan :

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

2. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh;

4. menghargai budaya lokal;

5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

4) Peran atau Posisi Strategis Organisasi terhadap Isu-isu strategis
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Terdapat 2 (dua) point kunci.yang menjadi isu utama yang terkait dengan
penyelenggaradn penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam
lima tahun ke depan yaitu:

1) Peningkatan kesiapsiagaan mengadapi bencana;

2) Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana;

Dengan. upaya dan target program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana, membuat prediksi dan
pencegahan dini;

b. Pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi daerah, prioritas
pencegahan karhutla;

c. Penambahan personil yang terlatih dan tanggap darurat dalam antisipasi dan
mengatasi bencana;

d. Pengalokasian dana tanggap darurat, melakukan tindakan preventif terhadap
potensi bencana, melakukan tindakan represif serta protektif yang bersifat
konservatif pasca kejadian luar biasa (KLB);

Sehingga BPBD KOTAWARINGIN BARAT selama periode 2017 — 2022
memiliki enam point fokus kerja yang diselaraskan dan dihamonisasi dengan fokus
kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu :

a. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;

b. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;

¢. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
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d. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
¢. Good governance; dan
f. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.
Dijelaskan kendala dari BPBD adalah lembaga ini lembaga yang statusnya masih
mengambang seperti dijelaskan oleh sekretaris BPBD dalam wawancara sebagai
berikut :
“di satu 'sisi‘ secara regulasi dan kelembégaan mhsih diperdebatkan

sampai di tingkat pusat, jadi apakah dia ini masuk dibawah kementrian
dalam negeri, apakah dia masuk dibawah BNPB” (08 Agustus 2017)

Dalam struktur tata pemerintahan, BPBD berada di bawah Kementrian dalam
negeri, namun berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPBD adalah bagian dari
delegasi BNPB di daerah, dimana diperlihatkan bahwa aturan-aturan
pelaksanaan kegiatan, visi misi, asas-asas organisasi, struktur, tugas dan fungsi,
bagian-bagian organisasi banyak mengadopsi dari aturan yang dikeluarkan

BNPB.

b. Komponen Tata Kepengurusan
Tata kepengurusan organisasi merujuk pada pembagian kekuasaan/wewenang,
dan tugas-tugas pelaksanaan kerja, mekanisme pengambilan keputusan dan

transaparansi lembaga serta akuntabilitas.

Berdasarkan dari 3 sub komponen penilaian tata pengurusan dan hasil wawancara

pada 3 responden ditemukan bahwa :

1) Pembagian kekuasaan/kewenangan, fungsi dan tugas pokok
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Kekuasaan/ kewenangan dibagi habis perbidang pekerjaan yang termuat pada
struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dirumuskan
dan dijalankan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Dijabarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dalam wawancaranya sebagai berikut :
“penempatan pembagian wewenang diatur sebagaimana berdasarkan
surat Keputusan Bupati dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sampai dengan setingkat kasi,pejabat paling tinggi

wewenang dibagi habis sesuai dengan tupoksi sesuai aturan Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2012” (9 September 2017)

Pembagian kekuasaan dan wewenang merujuk pada tugas pokok dan
fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan mengacu pada tata urutan
pengelolaan bencana mulai dari tahap pencegahan dan kesiapsiagaan pada
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tahap penanganan darurat pada bidang
kedaruratan dan logistik, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kendala yang dihadapi dalam pembagian wewenang untuk menjalankan tugas
pokok dan fungsi adalah keterbatasan kompetensi personil berdasarkan pada
pernyataan Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Barat tentang kondisi
sumberdaya manusia di instansinya, terutama dalam kemampuan manajerial,
sehingga ada sebuah kegiatan yang seharusnya menjadi tugas salah satu bidang,
dilimpahkan atau dikerjakan oleh bidang lainnya karena sumberdaya manusia

pada bidang tersebut tidak dapat mengerjakan bagian yang seharusnya menjadi
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porsi tugasnya. Hal tersebut juga didapatkan saat peneliti menelaah

penanggungjawab pelaksana teknis kegiatan di instansi.

Mekanisme pengambilan keputusan

Keputusan pada BPBD berada di tangan Kepala Pelaksana BPBD, seperti
disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam
wawancaranya sebagai berikut :

“dalam susunan birokrasi otomatis pengambilan keputusan dilaksanakan
oleh kapala dinas, di bagian pelaksana BPBD dilaksanakan oleh kepala
pelaksana.. kewenangan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan harian
tentunya kepala pelaksanalah menjadi kewenangan untuk keputusan
internal dan fungsi kordinasi” (4 Agustus 2017)

Namun, berbeda dengan saat terjadi penanganan darurat dan kondisi tanggap

bencana, maka sesuai dengan yang disampaikan Kepala Pelaksana BPBD bahwa

(11

saat tanggap darurat bencana sesuai dengan arahan Bupati maka
terdapat Insiden komando, komandan lapangan inilah yang akan
menentukan putusan-putusan di lapangan “ (09 September 2017)

Dalam pengambilan keputusan tentunya sangat dimungkinkan terjadinya
dominasi, saat ditanyakankan tentang dominasi pengambilan keputusan dan
mekanismenya Kepala Seksi Rehabilitasi dalam wawancaranya sebagai berikut :

saya tidak melihat adanya dominasi karena seringkali kita melakukan
rapat-rapat atau meeting untuk mengambil keputusan dalam
melaksanakan sesuatu, pengambilan keputusan final diserahkan pada
masing-masing bidang setelah mendengar dan menerima masukan dari
bidang lain secara garis komando memang ada para pihak yang
ditugaskan sebagai pengﬁmbil keputusan di lapangan tapi untuk
kebijakan tetap dikembalikan kepada kepala dinas, kepada kepala
pelaksana” (04 September 2017)
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3) Mekanisme transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat dalam kepengurusan

lembaga publik, dalam pengelolaan kepengurusan pendanaan hal ini bagian yang

tidak terpisahkan dari penilaian. Pada BPBD Kotawaringin Barat sistern

pelaporan dan publikasi laporan bersifat terbatas termasuk bagian pengelolaan

SKPD.

Meckanisme perancanaan di BPBD seperti dikemukakan Kepala Subbagian

Perencanaan, bahwa :

a.

Tugas pokok perencanaan yaitu meliputi beberapa hal yang mendasar
yaitu dalam kurun waktu 5 tahun tentunya ada Renstra dibuat sebagai
penjabaran RPJMD Kabupaten itu untuk perencanaan lima {ahun
kemudian dalam satu tahun yang biasa dikenal dengan Renja yaitu
rencana kerja biasanya renja disusun pada akhir tahun yaitu sekitar
bulan September tahun ini dan itu direncanakan untuk tahun
berikutnya.

Pada akhir tahun menjadi rencana kerja anggaran setelah anggaran
disetujui, dan akan disetujui oleh DPRD, dan juga oleh BPKAD
dulunya DPKD, maka disusunlah DPA, setelah RKA disetujui,

DPA disahkan oleh DPRD setelah kita menerima DPA baru kita
melaksanakan kegiatan2 tahunan dan membuat rencana kegiatan fisik
yang memerlukan pelelangan dengan menggunakan sistem informasi
pengadaan barang umum.

Kemudian dalam pelaksanaan DPA pada tahun tersebut, setiap bulan
dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan pelaporan fisik dan
keuangan

Biasanya laporan RFK dilaporkan kepada bappeda melalui online baik
itu kegiatan yang di danai APBD maupun bantuan dari pusat

Setelah kegiatan berakhir maka tugas dari subbag perencanaan yaitu
penyiapan bahan dalam penyusunan laporan kinerja (LAKIP) yang
dibuat pada akhir tahun anggaran” (04 Agustus 2017)

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sistem perencanaan

program dan kerja BPBD mengacu pada aturan baku sistem pemerintahan dimana

pengelolaan kepengurusan instansi harus transparan dan terukur.
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Progran dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD setiap tahunnya disosialisasikan
pada masyarakat, dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana, dengan
mengahadirkan para stakeholder, baik itu masyarakat dalam perwakilan relawannya,

pelajar, LSM dan pihak swasta.

¢. Komponen Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi adalah proses manajemen pada pengelolaan sumber daya
termasuk sumber daya manusia, informasi, keuangan, peralatan dan logistik,
pengelolaan kantor hingga mekanisme pengelolaan konflik (khususnya konflik
internal). Pada penilaian manajemen organisasi, penilaian ditekankan pada lima (5)

subkomponen berikut :

1} Manajemen Sumberdaya Manusia

Hal-hal berikut adalah yang disampaikan sekretaris BPBD Kotawaringin
Barat dan Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan (UKP) terkait
dengan pertanyaan tentang prosedur dan sistem manajemen kepegawaian, proses
penempatan staf, komposisi staf, skema pengembangan SDM, evaluasi kinerja
staff. Menurut Kasubbag UKP dalam wawancara sebagai berikut :

Belum ada sistem dan prosedur manajemen SDM lembaga yang baku
dan terimplementasi, untuk saat ini staff belum sesuai dengan
kompetensinya, dan belum sesuai kebutuhan di tiap bagian.

Untuk mekanisme pengembangan SDM yang baku belum dimiliki.
Untuk evaluasi kinetja staff dilakukan pada setiap akhir tahun dan
prosesnya dilakukan.

Kepala bidang untuk mengevaluasi semua staff. yang melakukan adalah
pimpinan kita disini sebagai kepala pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan pada akhir tahun, berdasarkan SKP
perorangan yang target kinetja dibuat pada tahun sebelumnya” (15
Agustus 2017)
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Sedangkan menurut Sekretaris BPBD Kotawaringin Barat :

“Kalau kita menyimak manajemen sumberdaya manusia langkah awal
adalah rekrutmen, rekrutmen adalah penerimaan, ya kalo kita yang 14
orang kemaren di 2014 itu langsung ditunjuk.

selanjutnya penambahan personil staf mungkin pada pengisian
lowongan-lowongan seperti itu. Pada 2015 sudah lengkap secara
struktural dan untuk 2016 memang kita ada pengurangan, ada yang
pensiun, dan ada yang meningga! dunia, daripada pengurangan SDM.
Untuk sistem kepegawaian memang kita masih kekurangan dari pada
SDM secara teknis untuk melaksanakan manajemen kepegawaian kita
tapi untuk internal ke dalam kita masih dibantu oleh personil teknis di
bidang secara bersama-sama ~untuk melaksanakan manajemen
kepegawaian kita. Memang disana-sini ada satu pola kegiatan yang
masih belum bisa diterapkan kemaren kita untuk meminta supaya sebagai
evaluasi kinerja kita semua staf itu kita membuka untuk membuat buku
catatan kerja, membuat buku catatan kerja ini yang sampat hari ini belum
bisa diterapkan. Tapi secara umum Alhamdulillah melaksanakan tupoksi
kita selaku pelaksana daripada BPBD sudah terlaksana dengan baik” (08
Agustus 2017)

Sejak pemadam kebakaran berpisah dari BPBD di awal tahun 2017 terjadi

Pengurangan personil BPBD dari berjumlah 58 orang menjadi 31 orang, rincian

pegawai BPBD disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

Tabel 4.1 Data Pegawai BPBD Berdasarkan Status Kepegawaian

dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Jumnlah Status Jenis Kelamin
NO Unit Kerja )
Pegawai PNS PHL Laki-laki | Perempuan

1 | KepalaPelaksana BPBD T 1 1 1

2 Sekretariat 11 9 2 7 4
Bidang Pencegaban dan

3 gren 4 4 2 2
Kesiasiagaan

4 Bidang kedaruratan dan Logistik 7 7 6 1
Bidang Rehabilitasi dan

5 | CieeneReneHiE 8 7 1 6 2
Rekonstruksi

6 Jabatan Fungsional
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Jumlah 31 28 3 22 9

~ Sumber Lakip BPBD Kotawaringin Barat Tahun 2016

Tingkat pendidikan umum, menjadi latar belakang yang mempengaruhi kemampuan

menyelesaikan masalah atau problematika dalam bekerja, rata-rata staf di BPBD

memilik tingkat pendidikan yang cukup. Proporsi pegawai/staff pada BPBD

berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Data Pegawai Negeri Sipil (diluar PHL) Berdasarkan Tingkat
Pendidikin pada Tahun 2017

No. Unit Retja Jumlah Tingkat Pendidikan
PNS 82 S1 | D4 | D3 | SLTA | SLTP SD

1 Kepala Pelaksana BPBD 1 1
2 Sekretariat 9 2 i 6
3 Bidang Pencegahan dan Kesiasiagaan 4 4
4 Bidang kedaruratan dan Logistik 7 3 4
5 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 7 1 1 1 4
6 Jabatan Fmésional 0

Juamlah 2 10 2 14

Sumber Lakip BPBD Kotawaringin Barat Tahun 2016
2) Manajemen Informasi

Manajemen informasi, merupakan tata kelola informasi pada instansi yang
mencakup bagaimana informasi diterima dipilih diproses dan disebarkan, atau
dalam bentuk lain informasi juga merupakan keterkaitan komunikasi antar para
pihak yang terjalin dalam rangka mencapai tujuan organisasi. BPBD belum
memiliki manajemen pengelolaan baku terkait informasi, baik informasi tersebut
berupa informasi kebencanaan maupun informasi umum administrasi pelayanan

publik, namun dalam praktek keschariannya penerimaan, pengelolaan dan
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Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa penentu keputusan pelaksanaan kerja
penanganan bencana berada di tangan kepala pelaksana, namun wewenang
pengecekan lapangan berada pada ketua tim piket harian sebagai penerima
informasi awal, ketua tim piket harian selanjutnya akan menyampaikan hasil

pengecekan lapangan kepada kepala pelaksana BPBD Kotawaringin Barat.

Tentang sistem informasi dijelaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin
Barat dalam jabaran berikut:

Manajemen informasi ini adalah sebuah bagian yang sangat penting
karena BPBD tidak mungkin memantau keseluruhan kondsi yang ada di
lapangan dengan luasan Kabupaten yang cukup luas, ada beberapa
kecamatan, 6 kecamatan 93 desa,jadi mau tidak mau kita mengandalkan
bagaimana proses informasi yang disampaikan dari tingkat lapangan,
dan ketika informasi itu sampai, kita sesegeranya mengecek informasi itu
melalui tim TRC atau mengecek itu melalui relawan ataupun tingkat
kecamatan atau pun desa. Ketika kita memastikan bahwa kondsinya
betul2 kita harus melakukan tindakan segera kita akan melakukan
tindakan koordinasi di tingkat kabupaten untuk menentukan langkah-
langkah dalam rangka penanganan, jadi informasi ini adalah bagian yang
sangat vital dalam mempersiapkan proses penanganan di lapangan dan
juga termasuk upaya kita untuk melakukan tindakan penanganan” (09
September 2017)

Sedangkan Sekretaris BPBD menjabarkan tentang Manajemen Informasi seperti

berikut
“memasuki tahun 2015 BPBD termasuk salah satu kelembagaan yang
diberi apresiasi, diberikan peghargaan oleh Kepala Daerah dimana pola
sistem informasi, kebencanaan itu sudah kita bangun sedini mungkin,
kami memang sudah komitmen kemaren apabila terjadi bencana
dimanapun akan terjadi bencana KDIH Bupati. Itu sebelum beliau
menerima informasi dari media atau dari masyarakat, kita sudah
menyampaikan itu ke beliau. Jadi itu sudah kita bangun, dan dulu kita
itu, bahasanya itu “termasuk SKPD yang aneh — jadi maksud yang aneh
itu kecepatan informasi kita kepada Kepala Daerah itu sangat baik, jadi
tahun 2015 itu kita sudah diapresiasi oleh Bupati bahwa BPBD itu salah
satu lembaga yang memang cukup cepat memberikan informasi. Untuk
informasi ekternal kita sudah kita laksanakan sejak tahun 2015 kita
sudah cukup baik tapi memang perlu ditingkatkan. Dan itu dilegalisasi
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dengan MOU atau dengan kesepakatan bersama semua komponen yang
ada di masyarakat’ (08 Agustus 2017)

pernyataan ini menunjukkan belum terdapat aturan baku dan perjanjian tertulis
terkait bagaimana prosedur tetap pengelolaan informasi baik internal maupun
eksternal secara bersama-sama. Informasi yang masuk langsung ditanggapi cepat
oleh tim TRC dan langsung dilakukan pengecekan lapangan. Sesuai dengan
skema alur informasi yang telah dijelaskan prosedurnya

3) Manajemen Keuangan
Hal-hal berikut dikemukakan oleh Subbagian keuangan dalam

wawancaranya pada tanggal 15 Agustus 2017 atas pertanyaan-pertanyaan dalam
wawancara tentang aturan baku manajemen keuangan, perencanaan anggaran,
meknisme  control, informasi akses informasi  keuangan, dan
pertanggungjawaban, termasuk  pembuatan laporan  keuangan dan
penyusunannya :

“Aturan baku menyangkut manajemen keuangan yaitu peraturan Bupati
Kotawaringin Barat no.33 tahun 2013 tentang mekanisme pembayaran
atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat. Peraturan tersebut kami aplikasikan secara konsisten,
dalam perencanaan anggaran organisasi dilakukan dengan melibatkan
Pengguna Anggaran, semua Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna
Anggaran, bagian Perencanaan Keuangan dan Bagian Umum,
Kepegawaian dan Perlengkapan. Mekanisme kontro! keuangan yaitu
setiap semester dan akhir tahun anggaran, masing-masing pelaksana
kegiatan menyusun hasil evaluasi pelaksanaan dan disusun dan laporan
semester dan laporan akhir tahun disampaikan ke Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, laporan disusun oleh pembuat laporan
keuangan dan penatausahaan keuangan, dalam hal ini dijadwal oleh
Kasubbag Keuangan. Informasi kevangan dapat diakses oleh pihak-pihak
yang memiliki wewenang yaitu pihak badan pengelola keuangan dan asset
daerah serta bagian keuangan SKPD yang bersangkutan. Mekanisme
pertanggungjawaban keuangan dilakukan dengan cara sebagai berikut (a)
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelaraskan akuntansi dan
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transaksi keuangan, asset, utang, dan pembiayaan yang berada dalam
tanggungjawab (b) Laporan disampaikan ke Bupati lewat DPKAD (c)
Laporan-laporan isinya pertanggungjawaban ada laporan realisasi
anggaran, neraca laporan arus kas, dan CALK pakai standar akuntansi
pemerintah (d) Laporan keuangan disusun oleh pembuat laporan keuangan
SKPD dengan ditambah LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK.
(e)Aturan yang dipakai biasanya PP No.71 tahun 2010 di Pemda
Kotawaringin Barat menggunakan SIMBADA. Penyusunan laporan
keuangan tidak dikerjakan sendiri tapi sama-sama dengan bagian umum,
pengurus barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTKnya diperiksa dan
ditandatangani oleh Kalak sebelum disampaikan” (15 Agustus 2017)

Keseluruhan manajemen pengelolaan dana pada BPBD KOTAWARINGIN
BARAT mengacu pada aturan yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yang sebelum adalah Dinas Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah. Aturan yang diterapkan mengacu pada PP no.58 Tahun 2005.

4) Manajemen Peralatan dan Logistik

BPBD memiliki beberapa peralatan operasional, pada saat satuan Damkar
masih dalam satu instansi di BPBD sebelum tahun 2017, peralatan Damkar
cukup banyak dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sarana prasarana
penanggulangan bencana, namun sejak awal tahun 2017, peralétan dan
perlengkapan yang dimiliki BPBD Kotawaringin Barat yang secara operasional

menjadi alat penanggutangan bencana diluar alat inventaris kantor disajikan pada

Tabel 4.3
Tabel 4.3 Data Peralatan Operasional BPBD Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2017
Jenis Aset Jamlah Kondisi
No. enis Ase nmia Baik Rusak
1 Kendaraan Operasional Jabatan Roda 4 1 1
2 Kendaraan Operasional Jabatan Roda 2 6 6
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3 Megaphone 2 2
4 Camera Film 2 2
5 Handy Cam 1 1
P Kendaraan Opeasional Lapangan Roda 6 1 1

(Truck Serbaguna)
7 Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4 1 1

{Mabil Rescue}
8 Kendaraan Operasioal Lapangan Roda 2 4 4

( Motor Trail)
9 Speed Boat 1 i
10 | Alat Pemadam Portable 3 3
11 | Alat Pembantu Pemadam Kebakaran 2 2
12 | Handy Talky 25 22 3
13 | Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain 1 1
14 | Tenda Posko 1 1
15 | Tenda Pengungsi 2 2
16 | Tenda Keluarga 7 6 1
17 | Solar Handle Lamp 7 7
18 | Velbed 35 30 5
19 | Genset 1,2 KVA 2 2
20 | Genset5,5KVA 1 1
21 | Senter Rescue HID 5 5
22 | Chainsaw 3 3
23 |Rig 5 5
24 | SSB 3 3
25 | WIP 1 i
26 | Perahu Poly Ethyliene (PE) 2 2
27 | Mesin Perahu Kap 9,8 PK 2 2
28 | Perahu Karet 1 1
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29

Mesin Perahu Kap 13 PK 1 1

Sumber ; LAKIP Kotawaringin Barat Tahun 2016

Terdapat dua (2) pembedaan dalam pengelolaan peralatan dan logistik pada

BPBD Kotawaringin Barat, yaitu :

a) Pengelolaan peralatan dan logistik harian, artinya merupakan pengelolaan

b)

barang dan peralatan kantor secara umum dalam penyelenggaraan aktifitas
harian instansi yang dibawahi sekretariat dan subbagian umum
perlengkapan dan kepegawaian mulai dari perencanaan, pengelolaan
hingga pengawasan dan pelaporan.  Pengelolaan peralatan dan
perlengkapan kantor sebagai aset daerﬁh menggunakan SIMBADA —
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, yang terhubung dengan
Aset dan Neraca Instansi.

Pengelolaan peralatan dan logistik kebencanaan, pengelolaan ini
merupakan pengelolaan peralatan dan logistik yang berhubungan dengan
penanggulangan kebencanaan terkait penanganan darurat pada saat
kondisi tanggap bencana, pengelolaan manajemennya dibawahi oleh
bidang kedaruratan dan logistik seksi peralatan dan logistik, peralatan
pada bidang ini selain diadakan oleh pemerintah daerah melalui anggaran
instansi, terdapat pula yang bersifat hibah, pinjam dan hak guna pakai

yang diserahkan dari BPBD Provinsi dan BNPB

Secara internal pengelolaan peralatan dan logistik pada instansi belum

tersusun secara baik dan belum memiliki dokumen baku Prosedur Standar
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Operasional pengelolaan baik itu dalam penataan, peminjaman, pendistribusian,
perawatan hingga pengawasan dan pelaporan. Namun, dalam praktek keseharian
hat tersebut sudah dilakukan, dinyatakan oleh kepala seksi logistik dalam

wawancara sebagai berikut :

“kami melakukan pengelolaan logistik mengacu pada PP no. 21 dan 22
tahun 2008 tentang penyelenggaraan bencana dan tentang pendanaan dan
pengelolaan bantuan bencana dengan melaksanakan penyusunan
perencanaan, pendistribusian pemantauan evaluasi dan laporan” (3
Agustus 2017)

Sedangkan menurut Kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam wawancara
sebagai berikut :
‘Kalau manajemen logistik kita jalankan sesuai dengan bencana,
bencana apa yang kita lihat dilapangan apakah itu bencana kebakaran
atau bencana banjir nah itu nanti kita tetapkan kita buat laporannya baru
nanti kita jalankan apa yang perlu dilapangan contohnya apakah itu
berupa makanan atau pakaian itu yang bisa kita lihat dulu terus kita
petakan dulu diperlukan apa di tempat kejadian itu’ (03 Agustus 2017)
Namun dalam praktekaya, surat-surat peminjaman, surat pertanggungjawaban
pemakaian, stock alat keluar dan masuk, stock opname logistik korban bencana
dilakukan administrasinya secara rutin.
Penegasan bahwa logistik didistribusikan berdasarkan jenis dan kebutuhan
korban bencana serta dikelola oleh salah satu seksi dalam struktur BPBD
dijelaskan oleh Kepala pelaksana BPBD Kotawaringin Barat sebagai berikut:
“Salah satu bidang di BPBD yaitu bidang peralatan dan logistik, bidang
kedaruratan dan logistik, jadi salah kasinya ada dua, satu kasi peralatan
dan logistik dan yang satunya kasi kedaruratan jadi pelaksanan tugas
sebagaimana tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh bidang, dalam

pelaksanaan di lapangan itu dilaksanakan oleh SKPD secara
keseluruhan. Baik itu di skala manajemen atasnya di tingkat pemerintah
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daerah sampai kepada di tingkat SKPD, ataupun di tingkat unit kerja
yaitu BPBD. Untuk manajemen perlatan dan logistik kita
didukung ketika di dalam institusi mengalami ketetbatasan kita
didukung sarana dan prasarana ataupun logistik baik itu di tingkat
masyakat di tingkat korporate, maupun di tingkat instansi vertikal dan
daerah, ketika kita masih mengalami keterbatasan dan disupport, kita
juga disupport pihak Provinsi, oleh Gubernur dan juga oleh BPBD
tingkat Propinsi dan juga SKPD terkait tingkat Provinsi, dan juga dinas
sosial,kemudian di tingkat pusat kita didukung sepenuhnya oleh BNPB
baik itu dukungan peralatan maupun logistik,yang di dukung secara
langsung melalui bidang kedaruratan dan juga logistik” (09 September
2017)

Penjabaran yang dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD tersebut menunjukkan
bahwa penggunaan peralatan dan logistik ekternal atau di lapangan terkait
dengan kondisi tanggap darurat bencana, tidak dilakukan sendiri, terdapat
pengerahan sumber daya dan mobilisasi dari para pihak terkait.
Disampaikan pula oleh Kepala Seksi Rehabilitasi bahwa “

“secara umum, garis besar dari pengelolaan logistik di kantor kita ini

rata-rata pengerahan sumberdaya peralatan dan manusia otomatis terjadi
pada saat ada kejadian bencana” (04 Agustus 2017)

BPBD Kotawaringin Barat pada saat kejadian bencana dan kondisi darurat
secara otomatis juga menerima barang batuan dari pihak ketiga selain juga
menerima barang bantuan stok BPBD Provinsi dan BNPB sebagai instansi yang

menyalurkan barang bantuan bagi korban bencana.

5) Manajemen Kantor

Manajemen kantor merujuk pada pengelolaan kantor, pemanfaatan

sumberdaya organisasi, manajemen kantor secara administrasi dikelola oleh
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Sekretariat dan secara teknis dikelola oleh bidang-bidang berdasarkan pada tugas

fungsi masing-masing.

Disampaikan oleh kasubbag umum kepegawaian dan perlengkapan bahwa
‘Iya, kita memiliki manajemen kantor yang konsisten dijalankan sesuai
tugas pokok dan fungsi, untuk bagian penanggulangan bencana ini ada
yang mengelola untuk keuangan ada bidang keuangan, Penanggulangan
Bencana untuk kedaruratan ada di bidang dua, bidang dua itu ada

kedaruratan dan logistik, adapun untuk kesiapsiagaan ada di bidang 1 dan
untuk menilai tingkat kerusakan, ada di bidang 3” (15 Agustus 2017)

Penyelenggaraan tugas dan fungsi hingga wewenang, masing-masing bidang
dijalankan secara konsisten, hal tersebut terikat pada aturan baku uraian tugas
masing-masing bidang dan masing-masing personil. Kendala yang muncul
terjadi jika kelebihan beban kerja pada salah satu bidang, sedangkan bidang

tersebut kekurangan personil.

6) Mekanisme pengelolaan dan/atau penyelesaian konflik

Secara internal, BPBD Kotawaringin Barat sangat minim konflik, artinya
para staff hingga pimpinan mampu bekerja secara selaras dan harmonis, terlihat
dalam penénganan bencana di lapangan, sistem satu komando menjadi dasar
dalam pelaksanaan tugas lapangan.
Disampaikan oleh Kasubbag UKP bahwa :

“Untuk penyelesaian konflik secara internal kami menyelesaikan secara
kekeluargaan, kita panggil staff yang bermasalah dan kita lakukan
penyelesaian secara kekeluargaan™ (15 Agustus 2017)
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Berbeda dengan konflik intemal, secara eksternal terkait dengan fungsi
koordinasi, seringkali ego sektoral instansi mampu meimbulkan konflik
kepentingan, terutama saat pembagian kerja di lapangan.

Secara baku, model penanganan konflik belum dibuat oleh BPBD baik itu
standar prosedur penanganan maupun standar kebijakan penyelesaian konflik.
Disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bahwa
penanganan konflik dilakukan berjenjang

‘penanganan konflik internal BPBD ini harus dimulai dengan kepala
kantornya dalam hal ini kepala pelaksana nah kepala pelaksana inilah
menjadi sebagai mediator maupun sebagai inisiator dalam bagaimana
konflik internal bisa diatasi, kepala pelaksana bisa menjadi penengah,
penyelesaian konflik dilakukan berjenjang bila konfliknya setingkat staf
berarti penengah setingkat kasi, jika konflik terjadi di tingkat kasi ya
mencoba kepala bidang kuncinya jadi jika kepala bidang bisa meredam
konflik tidak perlu sampai ke kepala pelaksana, dan seterusnya ...” (04

Agustus 2017)

. Komponen Manajemen Program

BPBD adalah instansi pemerintahan yang masuk dalam urusan
pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat, terkait dengan pelaksanaan anggaran program dan kegiatan, sesuai
dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang dijabarkan hasilnya dalam
dokumen Laporan Kinerja Instansi, program yang dijalankan BPBD sejak

Tahun 2015 -2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Tahun 2017
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
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Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan kapﬁsitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program Tanggap Darurat Pasca Bencana

Program Tanggap Darurat

. Pregram tahun 2016

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian‘ kinerja dan
keuangan

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program tanggap darurat pasca bencana

Program tanggap darurat

. Program tahun 2015

program pelayanan administrasi perkantoran
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

program peningkatan disiplin aparatur
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d. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

e. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

f. program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

g. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

h. program tanggap darurat pasca bencana

i. program tanggap darurat

Penilaian komponen manajemen program, dibentuk dari tiga (3) sub komponen

yaitu

1) Pendekatan Pengelolaan Program
Program kerja BPBD tidak terlepas dari visi, misi, tugas pokok, fungsi dalam
penanggulangan bencana, program dikelola bidang perencanaan program sub
bagian perencanaan program instansi,

“Dalam kurun waktu 5 tahun tentunya ada Renstra dibuat sebagai
penjabaran RPJMD kabupaten itu untuk perencanaan lima tahun
kemudian dalam satu tahun yang biasa dikenal dengan Renja yaitu
rencana kerja biasanya renja disusun pada akhir tahun yaitu sekitar bulan
September tahun ini dan itu direncanakan untuk tahun berikutnya

Pada akhir tahun menjadi rencana kerja anggaran setelah anggaran
disetujui, dan akan disetujui oleh DPRD, dan juga oleh BPKAD dulunya
DPKD, maka disusunlah DPA, setelah RKA disetujui. DPA disahkan
oleh DPRD setelah kita menerima DPA baru kita melaksanakan
kegiatan-kegiatan tahunan dan membuat rencana kegiatan fisik yang
memerlukan pelelangan dengan menggunakan sistem informasi
pengadaan barang umum. Kemudian dalam pelaksanaan DPA pada
tahun tersebut, setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan
pelaporan fisik dan keuangan Biasanya laporan RFK dilaporkan kepada
bappeda melalui online baik itu kegiatan yang didanai APBD maupun
bantuan dari pusat. Setelah kegiatan berakhir maka tugas dari subbag
perencanaan yaitu penyiapan bahan dalam penyusunan laporan kinerja
(LAKIP) yang dibuat pada akhir tahun anggaran” (04 Agustus 2017)
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Dalam implementasi dan monitoring, semuanya didasarkan pada
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang dibuat dan realisasi fisik
dilaksanakan berdasarkan patokan program satuan kerja sekretariat dan bidang
yang dibuat masing-masing dan dilaporkan.

Evaluasi program dilakukan pada semesteran dan akhir tahun anggaran
sebelum menyusun prognosis anggaran, pembuatan Laporan Tahunan dan
LAKIP.

Pada BPBD Kotawaringin Barat, kegiatan-kegiatan tersebut belum
memiliki pedoman pelaksanaan sténdar setaraf SOP, namun dalam prakteknya
sudah dilakukan, BPBD menerapkan proses manajemen berjenjang (secara
struktural) dimulai dari level pimpinan paling bawah yaitu kepala seksi
dilanjutkan dengan kepala bidang dan sampai pada kepala pelaksana yang
menjadi kepanjangan tangan dari Kepala Badan.

Dalam pengelolaan program semua berawal dari Rencana strategis,
kemudian pada Rencana Kerja tahunan dan dokumen pelaksanaan kegiatan yang
berbasis pada anggaran. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program
dan kegiatan dilaksanakan secara regular melalui laporan realisasi fisik dan
keuangan untuk masing-masing kegiatan, dan hasil evaluasi tersebut digunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan program dan kegiatan lanjutan
pada tahun-tahun berikutnya.

2) Pelibatan Penerima Manfaat
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Masyarakat adalah sasaran utama dalam setiap program dan kegiatan
yang direncanakan dan dilaksanakan oleh BPBD Kotawaringin Barat, dalam
pertanyaan yang diberikan apakah ada keterlibatan aktif masyarakat, keterlibatan
pihak ketiga dalam penyusunan program dan pelaksanaan program, dijelaskan
oleh Kasubbag Perencanaan Program berikut :

Dalam penyusunan program masyarakat terlibat, dalam hal ini
keterlibatan masyarakat adalah dalam menyusun proposal atau usulan
kegtatan yang disampaikan dalam forum musrenbang desa musrenbang
Kecamatan dan berlanjut sampai ke musrenbang kabupaten.
Menyangkut peran aktif masyarakat yaitu untuk kegiatan fisik atau
infrastruktur masyarakat tidak terlibat secara aktif, keterlibatan
masyarakat secara aktif terjadi.pada kegiatan non fisik yaitu berupa
peningkatan kapasitas yaitu berupa pelatihan, sosiaisasi serta penanganan
kejadian atau aksi penanggulangan kejadian bencana masyarakat ikut
terlibat secara aktif. Sedangkan keterlibatan instansi swasta atau dunia
usaha dalam program kegiatan organisasi adalah dalam peningkatan
kapasitas, kerjasama dilakukan ketika ada kegiatan pelatihan yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau dunia usaha biasanya mereka
meminta kepada BPBD untuk mengirimkan salah satu aparaturnya untuk
menjadi narasumber, sedangkan untuk kejadian apabila terjadi sesuatu di
lapangan pihak swasta juga terlibat aktif contohnya dalam
penanggulangan kebakaran, kerjasama tersebut biasanya di dahulut
dengan sesuatu kerjasama operasional yang terjadi yang dilakukan oleh
perusahaan tersebut dengan BPBD” (04 Agustus 2017)

Pernyataan dukungan atas apa yang disampaikan oleh Kasubbag Perencanaan
Program dan dijelaskan pula oleh Kepala Seksi Rehabilitasi bahwa

“Kalo keterlibatan (masyarakat) dalam penyusunan program selama ini
karena kita bentuknya adalah birokrasi yang sifatnya masih menerima
dan melakukan perencanaan berdasarkan visi dan misi Bupati, kita hanya
bisa mengusulkan dan menerima apa-apa yang diinginkan masyarakat
melalui musrenbang, itu pun hanya sebagian dari aspirasi yang bisa
diimpelementasikan di lapangan. Termasuk usulan projek kegiatan di
desa-desa hanya bisa dilanjutkan usulannya ke Bupati, karena sebagai
instansi pelaksana, kebijakan menggelola proyek yang diusulkan tidak
berada di tangan BPBD” (04 Agustus 2017)
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Program kerja BPBD banyak terkait dengan instansi atau dinas badan lain,
dikarenakan bencana dan kebencanaan baik dalam wurusan prabencana,
penanganan darurat hingga pascabencana terkait dengan banyak bidang, dan
menjadi tanggung jawab bersama.

Hal yang terpenting juga dalam mengelola administrasi adalah pengawasan.
Berkaitan dengan evaluasi dan monitoring program disampaikan oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bahwa

“bagaimana program perencanaan itu bisa dilaksanakan sehingga
program itu bisa berjalan nah apabila program itu sudah berjalan
tentunya masing-masing personil dalam bidang itu harus mampu
memonitoring kembali mengevaluasi kembali program yang sudah
menjadi tujuan atau langkah pelaksanaan mereka dalam setiap
programnya, nah jadi semua itu ada A ke B B ke A gitu bahasanya jadi
sinkronisasi program kalau program itu dari dasar ada lini A jadi dia
harus mencapai ke B. B dan A itu dikombinasikan menjadi acuan bahwa
program itu akan berkelanjutan jadi tanggung jawab satu bidang jadi
semua itu merasa memiliki apa yang menjadi program dan apa yang
menjadi tanggung jawab ini proses evaluasi, tersebut itu adalah menilai
kembali tercapai tidaknya program yang menjadi kesepakatan di bidang
nah. dalam hal level berikutnya program ini sinkronisasi dengan menuju
visi misi dan tujuan SKPD” (04 Agustus 2017)

3) Pengembangan proses Pembelajaran/Ruang Pembelajaran

Ruang pembelajaran atau proses pembelajaran, pada sub komponen
ini, tinjauan yang dimaksud adalah apakah organisasi mampu membentuk
program-program baru dan kegiatan-kegiatan terobosan hasil dari

pembelajaran selama berkegiatan dan berkarir di organisasi/lembaga.
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Disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD KOTAWARINGIN BARAT

bahwa :

“ Sesuai tupoksi semuanya berjalan dengan maksimal, karena ini kantor
baru terus kita diberi ruang untuk melakukan berbagai hal, mempelajari
hal-hal baru, jadi memberikan semangat juga bagi para pejabat yang
ada, baik di tingkat atas, menengah maupun di tingkat bawah untuk
berkreasi, membangun tupoksi yang ada, membangun hubungan kerja
baik di skala internal maupun dengan pihak luar termasuk dengan
masyarakat. Kemudian kinerja bidang-bidang terkait sampai saat ini
sangat bagus walaupun terbatas seperti yang disampaikan di awal
kapasitas kita untuk pelatihan kompetensi juga terbatas namun
semangat dan kemampuan untuk belajar, peningkatan kemampuan itu
dilakukan oleh masing-masing. Kita tetap melakukan peningkatan
kapasitas secara internal, walaupun tidak ada pelatihan tidak ada diklat
dan lain sebagainya. Peningkatan kapasitas internal adalah melalu
proses pembelajaran yang dilakukan baik itu oleh personil yang
menjabat di bidangnya maupun juga maupun melalui binaan atau
dukungan dari pimpiinan di tingkat atas seperti bagaimana penanganan
di lapangan, ya kita melakukan kondisi di lapangan itu berdasarkan
kemampuan masing-masing dan saling mendukung agar pelaksanaan di
lapangan itu bisa terlaksana dengan baik” (09 September 2017)

e. Komponen Berkelanjutan
Berkelanjutan dalam lembaga atau organisasi merujuk pada 3 hal :
1. Lembaga atau organisasi yang senantiasa ada — tidak mati/ bangkrut, kolaps,
2. Program dan Kegiatan yang kontonyu dijalankan sesuai dengan target dan
rencana, dijalankan secara berkesinambungan
3. Pengembangan Inovasi atas pengetahuan, teknologi dan keahlian
sumberdaya manusia di dalamnya dilaksanakan terus.

Komponen Keberlanjutan, dibentuk dari tiga (3) sub komponen yaitu :
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1) Fundraising/mobilisasi sumberdaya

Mobilisasi diartikan sebagai penggunaan serentak, bersama-sama sarana
dan prasarana yang telah dipersiapkan. Mobilisasi sumber daya dalam
penguatan kapasitas organisasi menunjukkan perluasan sumber-sumber daya,
peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kapasitas dalam pengelolaan
sumberdaya yang dimiliki organisasi. Mobilisasi sumberdaya adalah upaya
memastikan tercukupinya sumber daya organisasi dalam pengembangan,
pelaksanaan dan keberlanjutan pencapaian visi dan Misi.

Mobilisasi menunjukkan tingkat kebebasan penggunaan, jika mobilisasi
sumberdaya dalam organisasi, menunjukkan kebebasan para anggota organisasi
untuk memanfaatkan penggunaan sumberdaya semaksimal mungkin dalam
memenuhi kebutuhannya akan itu. Mobilisasi merupakan proses yang dimulai
dengan mengidentifikasi sumberdaya utama organisasi.

Kasi Rehabilitasi menjelaskan bahwa :

“Sementara yang bisa dimobilisasi adalah peralatan dan logistik yang
dimiliki BPBD, terkait dengan pengerahan logistik dan peralatan dari
luar masih dikoordinasi oleh Kalak BPBD, karena bukan bagian dan
wewenang dari kita agak sulit melakukan mobilisasi logistik dari pihak
lain. Namun secara internal mekanismenya sudah dijelaskan tadi- jika
terjadi kondisi kebakaran atau kondisi kebencanaan secara khusus
maka kita akan langsung menurunkan peralatan dan logistik. Lalu
belum ada mekanisme khusus untuk memobilisasinya terutama jika
peralatan dan personilnya terkait dengan instansi lain yang ada hanya
posko terpadu dengan para staf yang melaksanakan penjagaan secara
bergantian” (04 Agustus 2017)

BPBD Kotawaringin Barat belum memiliki strategi khusus dalam melaksanakan

mobilisasi, namun mobilisasi yang diterapkan, cukup berhasil di lapangan karena
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pengerahan sumberdaya mampu mencukupi kebutuhan di lapangan. Dimana
para personil penanganan bencana secara tanggap berkumpul dan aktif

mengerahkan kemampuannya untuk menanggulangi kejadian bencana.

2) Regenerasi dan Kaderisasi

Regenerasi dan Kaderisasi merupakan inti keberlanjutan organisasi,
Regenerasi adalah melakukan pembaruan generasi dari yang lama ke yang baru,
sedangkan kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon pengganti. kaderisasi
adalah keperluvan mutlak untuk membangun struktur kerja yang mandiri dan
berkelanjutan. Kaderisasi diperlukan untuk melakukan regenerasi. Kaderisasi
merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu.
Penjabaran tentang regenerasi dan kaderisasi yang berkaitan dengan strategi
regenerasi personil, pendistibusian keahlian, penyeberluasan pengetahuan, faktor
yang menjadi pendukung dan penghambat serta sejauhmana keberhasilan
strategi dijakankan di BPBD Kotawaringin Barat, disampaikan oleh Kepala
Pelaksana BPBD Kotawaringin Barat bahwa :

“Pada saat ini kita masih belum melakukan pendidikan khusus yang
terkait dengan keahlian walaupun ada sempat beberapa yang kita kirim
ke Jakarta dalam pelatihan ke BNPB untuk tenaga TRC setelah itu
praktis kita sampai pada saat ini masih belum ada melakukan
peningkantan kapasitas, kita tetap melakukan peningkatan kapasitas
secara internal. Walaupun tidak ada pelatihan tidak ada diklat dan lain
sebagainya. Peningkatan kapasitas internal adalah melalui proses
pembelajaran yang dilakukan baik itu oleh personil yang menjabat di
bidangnya maupun juga maupun melalui binaan atau dukungan dari
pimpinan di tingkat atas seperti bagaimana penanganan di lapangan. Ya
kita melakukan pembagian tugas sesuai kondisi di lapangan itu
berdasarkan kemampuan masing dan saling mendukung agar pelaksanaan
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di lapangan itu bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian catatan
juga bahwa untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi ini tetap akan
kita lakukan peningkatan ke depan sesuai dengan kemampuan
anggaran,karepa setiap ada upaya untuk peningkatan kapasitas itu
dibarengi dengan dukungan anggaran, itu yang terkadang menjadi
kendala dalam rangka peningkatan kapasitas. Untuk kaderisasi, di
lapangan kita tidak sendirt, walaupun mungkin kantor secara institusi
jumlah pegawai kita terbatas namun di lapangan kita bisa membangun
dukungan lewat relawan yang kita bangun di setiap Desa maupun
Kecamatan jadi jika ada kejadian kita didukung oleh relawan baik itu di
tingkat Desa Kelurahan ataupun Kecamatan, jadi jumlah yang ada itu
masih mampu untuk kita menangani kebencanazn di lapangan®. (09
September 2017)

Dikarenakan instansi BPBD Kotawaringin Barat masih sangat muda, secara
operasional kegiatan dimulai sejak tahun 2014, maka kaderisasi dan regenerasi
pada lembaga ini terbilang minim. Seperti yang disampaikan oleh Kepala

Pelaksana Badan Penanggulangan Béncana Daerah, bahwa :

“saat ini kita kekurangan tenaga ahli yang ada di bidang seperti
Manajemen Peralatan dan Logistik kita harusnya belajar bagimana
memanaje itu , kemudian bagaimana membuat standar pemeliharan
ataupun penyimpanan di gudang, ya jd demikian juga untnk peralatan
prosesnya mulai penyimpanan pemeliharaan sampai ke pcnggunaan dan
kembali lagi itu juga peru dipelajari, kemudian juga untuk kegiatan lain
seperti standar keahlian sampai pada saat ini kita masih belum
melakukan pendidikan khusus yang terkait dg keahlian walaupun ada
sempat beberapa yang kita kirim ke Jakarta dalam pelatihan ke BNPB utk
tenaga TRC setelah itu praktis kita sampai pada saat ini masih belum ada
melakukan peningkatan kapasitas.” (09 Sepetember 2017)

3) Kepercayaan dan Legitimasi Publik
Tingkat Kepercayaan tethadap lembaga pemerintah dipengaruhi oleh

anggapan masyarakat atas kinerja pemerintah, yang artinya apakah lembaga
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dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil, mampu melindungi masyarakat dari
risiko-risiko yang membahayakan dan memberikan pelayanan pada publik
secara efektif.

Beberapa pertanyaan dalam poin kepercayaan dan legitimasi publik
menjabarkan tentang komunikasi dan interaksi dengan masyarakat luas, proses
pelaksanaannya, tingkat keberhasilannya dan perubahan persepsi publik setelah
terjadi interaksi dan komunikasi.

Dalam wawancara bersama Kasbubbag UKP disampaikan :

“Alhamdulillah kepercayaan masyarakat pada BPBD sangat tinggi
dengan adanya setiap ada masalah, ada kejadian orang hilang ataupun
orang tengpelam masyarakat langsung menelpon BPBD untuk meminta
pertolongan, dan pohon tumbang, masyarakat juga meminta kita untuk
memotong pohen yang tumbang di jalan, Itulah tingkat kepercayaan
masyarakat dan masyarakat mau BPBD bisa membantu dalam
penanggulangan bencana” (15 Agustus 2017)

Pernyataan lainnya tentang interaksi dan komunikasi disampaikan oleh Kasi
Rehabilitasi bahwa

“Selama ini belum ada mekanisme khsusus untuk mengembangkan
interaksi dan komunikasi dengan public. Umumnya kita belum memiliki
orang-orang tertentu sebagai sumber informasi atas kejadian bencana.
Jadi kita selama ini belum membuat jejaring komunikasi resmi semacam
forum komunikasi yang jelas baku dan regular, sehingga cara
komunikasinya bagian dari yang acak” (04 Agustus 2017)

Saat ditanyakan tentang keberhasilan komunikasi disampaikan pula bahwa :

“Karena termasuk instifusi/instansi publik yang cukup cepat geraknya
dan tanggap atas segala kejadian, selama ini mekanisme ini cukup
berhasil karena biasanya jika ada kejadian bencana BPBD selalu lekas
datang dan masyarakat selalu merasa kita ada. Tingkat keberhasilannya
saya anggap cukup terutama jika dilihat dari kepercayaan masyarakat
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pada kita, artinya apa apa saja pun masyarakat melaporkan ke BPBD, dan
ada saja informasi yang diterima oleh BPBD tentang bencana. Lalu jika
terjadi perubahan persepsi publik buat tahun belakangan ini bisa dilihat
BPBD menjadi memiliki nama yang jauh lebih baik, karena selalu ada di
depan saat kejadian bencana”. (04 Agustus 2017)

Ketiga pernyataan di atas saling mendukung bagaimana persepsi publik tentang
BPBD yang sangat baik, hal tersebut dikuatkan pula oleh masyarakat sekitar
wilayah terdampak bencana yang diwawancarai, bahkan instansi lain pun
meiiyampaikan hal yang sama terkait hal tersebut,

Dijelaskan oleh pihak Manggala Agni DAOPS III Kalimantan Tengak di
Pangkalan Bun bahwa “

“Fungsi BPBD terutama di Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan
dengan sangat baik, sebagai fungsi koordinator berjalan dengan baik,
dimana kami tim teknis di lapangan tim pemadam lapangan benar-benar
merasa terorganisir dengan segala sesuatu yang sudah disusun dan
direncanakan teman-teman BPBD, termasuk kegiatan seperti apel gelar
siaga bencana kemudian kita juga untuk persiapan apel, patroli-patroli
lapangan, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan di tingkat posko terpadu
yang juga kita jalankan di kantor damkar, dan menurut saya citra kantor
BPBD Kotawaringin Barat sangat baik dengan tanggapnya temen-temen
dari BPBD terkait bencana-bencana” (21 Agustus 2017)

Hanya saja informasi dan komunikasi tersebut belum memiliki wadah
khusus yang dinamakan forum, dimana forum tersebut dapat melakukan
interaksi secara regular, pertemuan-pertemuan khusus, memberikan tanggapan

dan pertanyaan atas kejadian-kejadian bencana.

f. Komponen Kinerja Organisasi
Kinerja organisasi dinilai berdasarkan implementasi perencanaan yang

diterapkan pada masyarakat sebagai kelompok sasaran aktif dalam hal
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penanggulangan bencana. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin

Barat

“Kalau saya melihatnya kinerja organisasi cukup baik, artinya setiap
pihak setiap bidang bekerja sesuai dengan tupoksinya’.(09 September
2017)
-Komponen kinerja organisasi, dinilai dari empat (4) sub komponen yaitu
1) Penguatan proses kualitas pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya peningkatan
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat
mewujudkan jati diri barkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan
mengembangkan diri secara mandiri baik di dibidang ekonomi, sosial, agama

dan budaya.

Kepala seksi Rehabilitasi menyampaikan dalam wawancaranya bahwa :

“Secara khusus harmonisasi antara kita dan masyarakat itu cukup baik,
tentang kerjasama otomatis ada ketjasama dan pelibatan masyarakat,
khususnya para relawan yang nantinya akan menjadi ujung tombak poin
informasi dan komunikasi kejadian bencana, dan BPBD sangat
memerlukan para relawan tersebut sebagai orang-orang yang akan
bergerak di lapangan yang akan memberikan informasi khusus kepada
kita (dapat menjadi pemberi informasi khusus) terutama di bidang
kebakaran lahan dan hutan ”(04 Agustus 2017)

Saat pertanyaan tentang harmonisasi antar bidang, layanan terhadap masyarakat,
komponen-komponen internal yang berpengaruh atas layanan tersebut serta
harmonisasi kerja antara BPBD Kotawaringin Barat dan masyarakat, dinyatakan

oleh Kepala Pelakasana BPBD Kotawaringin Barat bahwa :
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“Setiap bidang sudah menjalankan tupoksinya dengan baik, masing-
masing dapat berjalan sesuat fungsinya. Layanan terhadap masyarakat
sangat baik, saya biasa gerak cepat untuk menyeleszikan laporan dan
pengaduan dari masyarakat, karena kami memiliki grup WA maka
informasi yang saya terima, saya sampaikan dan bisa langsung
ditindaklanjuﬁ, ada mereka yang turun ke lapangan, mengecek dan
memberikan laporannya langsung ke saya. Penyebarluasan informasi
internal yang memberi pengaruh dalam kinerja, karena tindakan yang
salah di Lapangan akan membut nama buruk di masyarakat, selama ini
kami berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat korban bencana, bukan hanya korban yang
banyak, baik satu rumszh, dua rumah kami sebisa mungkin membantu.
Untuk harmonisasi kerja dengan masyarakat, masyarakat ada juga yang
membantu kita saat di lapangan, namun karena belum adanya kelompok
relawan tetap dan koordinator tetap relawan maka bentuk bantuan hanya
bersifat lokal di wilayah kejadian bencana” (09 September 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, bisa disimpulkan pemberdayaan aktif masyarakat
dalam penanggulangan bencana bentuknya belum baku, dan pelibatan lebih pada
kegiatan lokal saja, masyarakat lebih pada penerima manfaat dari kegiatan yang

dilaksanakan BPBD Kotawaringin Barat.

2) Penguatan tingkat kepercayaan masyarakat

Tingkat kepercayaan masyarakat mendukung nilai kinerja, karena dengan

kepercayaan dari masyarakat akan mempermudah penyebarluasan informasi dan
pengekfektifan komunikasi.
Menurut Kasubbag UKP dalam wawancara tentang komunikasi dan kerjasama

dengan masyarakat, dijelaskan bahwa

“Kita melakukan komunikasi antara masyarakat dan organisasi, setiap
kita akan melakukan penanganan bencana, kita melibatkan masyarakat
dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan
bencana di daerah kita” (15 Agustus 2017)

Tugas Akhir Program Master (TAPM)




43381.pdf

111

Namun penegasan tersebut belum menjadi bukti baku, di lapangan saat
ditanyakan kepada warga masyarakat apakah terlibat dalam penanganan bencana
di ’Wilayah sekitar kedigmannya, di Kelurahan Raja Seberang, disampaikan oleh
bapak Adi dalam wawancaranya, warga yang tinggal cukup dekat dengan area
bekas kebakaran lahan, bahwa

‘saya belum ikut mematikan api bu, tapi warga yang lain ada yang ikut,
yang punya lahan atau kebun gitu yang ikut bu, belum bu, saya bukan
relawan bu, saya belum ada bantu. saya cuma lihat saja kalau ada
kejadian (30 Agustus 2017)

Di lain hal, masyarakat belum bisa memilih dengan jelas hal-hal yang
semestinya dilaporkan pada BPBD, hal ini tentunya menunjukkan bahwa
masyarakat percaya pada lembaga ini, sehingga hampir semua hal yang dianggap
bencana atau kejadian khusus dilaporkan pada BPBD, seperti yang dijelaskan
oleh Kalak BPBD Kotawaringin Barat berikut :

“Hubungan relasi dengan masyarakat cukup baik, kemudian juga kita
punya relawan di tingkat lapangan yang mendukung penanganan,
kemudian utk mengukur tingkat kepercayaan publik, sampai pada saat ini
kita belum melakukan pengukuran yang sifatnya formal, tapi kalau
melihat apa yang kita terima laporan dari masyarakat karena luasan
cakupan kegiatan, pada akhirnya yang diluar tanggung jawab BPBD pun
terkadang orang menginformasikan ke BPBD untuk mendukung
kegiatan, jadi ada mungkin cerita-cerita yang kadang jauh dengan tugas
pokok dan fungsi seperti ada anjing masuk sumur, BPBD yang ditelpon
untuk membantu, kemudian orang tenggelam yang sebetulnya bukan
domain khusus oleh karena itu lebih kepada SAR fapi yang lebih
dominan malah dari BPBD. Ya jadi dari hal-hal seperti itu kepercayaan
masyarakat pada BPBD cukup tinggi, pohon tumbang BPBD ditelpon
walaupun ada dinas tata kota ataupun dinas pertamanan atau dinas DLH,
ya artinya bahwa BPBD masih dipercaya oleh masyarakat untuk
penanganan kebencanaan di lapangan. (09 September 2017)
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Dijelaskan oleh Kasi rehabilitasi tentang komunikasi yang belum baku dan
berstandar khsusus antara masyarakat dengan BPBD Kotawaringin Barat, serta
kerjasama yang terjadi dalam wawancaranya bahwa :

“Sementara ini belum ada komunikasi secara regular jadi komunikasi
hanya bersifat opsional, kondisional pada saat terjadi bencana. Lalu ya,
kita melakukan kerjasama namun kerjasama itu bentuknya belum baku,
jejaring komunikasi yang dibuat pun personal saja , belum ada struktur
khusus untuk jejaring komunikasi yang dilakukan artinya kita tidak
melakukan forum komunikasi antara instansi dan masyarakat. Forum
komunikasi dapat dilakukan berjenjang mulai dari tingkat
desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, yang paling
urgent atau penting adalah forum komunikasi di daerah-daerah yag
terpetakan sebagai daerah rawan bencana dan berisiko tinggi® (04
Agustus 2017)

3) Perluasan intensifikasi hubungan kerja dengan stakeholder dalam rangka
memperjuangkan isu dan peningkatan perluaﬁan gagasan

Penanggulangan bencana tidak bisa dikerjakan sendiri terutama
terkait dengan penanganan satu kabupaten, hubungan kerja dengan pihak-pihak
terkait sangat penting, terutama dalam hal penyelarasan dan harmonisasi
kegiatan jika dikaitkan dengan isu strategis untuk melindungi- masyarakat luas.
Selain itu juga penetapan status kedaruratan, perluasan penanganan rehabilitasi
dan rekonstruksi, perencanaan mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan dalam
menanggulangi bencana tidak diputuskan sendiri. Dijelaskan tentang keterkaitan
para pihak oleh Kalak BPBD bahwa

“penanganan bencana tidak bisa sendiri. karena bencana itu sesuatu yang
luas dan mencakup semua aspek, ketika terjadi kebencanaan itulah
sebabnya kita pasti membentuk tim gabungan yang akan melakukan
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penanganan di lapangan, dan sesuai dengan tupoksi masing-masing
semuanya bergerak simultan, umpamanya dari BPBD kita akan
melakukan pengecekan lapangan kemudian pada saat penanganan Kita
bersama-sama dengan instansi terkait termasuk juga dinas sosial, SAR
kemudian ketahanan pangan, dan sektor lain kesehatan semuanya
membentuk sebuah organisasi ataupun kebersamaan yang nanti untuk
melaksanakan penanganan di lapangan, koordinasi yang terbentuk itu
lewat Tim yang dibentuk dengan tupoksi masing-masing ya dan kita kalo
sudah penanganan darurat ada insiden commando yang nanti akan
memberikan perintah atau pun membagi tugas masing-masing untuk
kegiatan di lapangan. untuk proses penanggulangan pasti kita tidak
sendiri. Kita bersama dengan seluruh pihak. Termasuk koorporate,
perusahaan dan masyarakat. Pengusaha dan masyarakat. (09 September
2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapan dinyatakan bahwa BPBD Kotawaringin
Barat memiliki hubungan partnership/kerjasama dengan pihak lain dalam semua
aspek penanggulangan bencana, banyak pihak yang terkait bukan haanya lintas
instansi dalam satu pemerintahan seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas
PUPR Vdan lainnya sesuai dengan wewenang dan tupoksi instansi pemerintahan
tersebut, bahkan kerjasama dengan isntansi vertikal seperti SAR dan BMKG,
juga Instansi Militer dan Kepolisian.

Fungsi koordinasi dijalankan oleh BPBD Kotawaringin Barat sesuai
dengan fungsinya sebagai koordinator penaggulangan bencana, forum
komunikasi bencana Kabupaten Kotawaringin Barat belum dibetuk, sehingga
pertemuan periodik belum dilakukan, namun pertemuan lintas sektor dan lintas
organisasi tetap dilaksanakan secara insidentil dalam penanganan darurat

kebencanaan baik oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang
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keﬂaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan tugas
masing-masing bidang dalam menangani bencana.

Namun saat ditanyakan tentang perjanjian baku antara para pihak pemyataan
berbeda dari Kasi Rehabilitasi

“karena kita bagian dari sistem pemerintahan sementara ini tidak ada
hubungan kerja atau partnership dengan pihak lain, atau pihak dunia
usaha secara terbuka, sehingga otomatis segala sesuatunya dikembalikan
kepada pihak Setda, atau Pemerintah Daerah. Jadi sebagai bagian dari
instansi pelaksana kita hanya merencanakan dan melaksanakan program
yang sudah ditetapkan/ditentukan sebelumnya” (04 Agustus 2017)

Hal yang disampaikan tersebut menunjukkan jika tetjadi kesepakatan
ataupun kesepahaman antara para pihak dengan pihak swasta, hal tersebut
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat dan bukan oleh lembaga
BPBD Kotawaringin Barat, artinya kesepakatan tersebut dilakukan oleh instansi
yang lebih tinggi dengan wewenang yang lebih luas.

4) Penguatan keberlanjutan program dan kegiatan di Masyarakat

Program dan ‘-kegiatan yang dilakukan di masyarakz;.t terutama program
pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam merupakan program -
yang tidak bisa dilakukan secara singkat karena mitigasi non fisik berupa sosial
dan psikologi bukan mudah.

Program-program sosialisasi, penyadaran prilaku, perubahan cara
pandang, perubahan paham, harus dilakukan secara kontinyu dan tiap tahun,

untuk program tersebut BPBD Kotawaringin Barat bekerjasama dengan para
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pihak lainnya melakukan kegiatan tersebut dan pihak lain pun mengundang
"'BPBD Kotawaringin Barat menjadi Narasumber dalam acara yang mereka buat.
Dijelaskan oleh Kasi Rehabilitasi dalam wawancaranya bahwa

“ kita setiap tahun melaksanakan sosialisasi baik itu berkaitan dengan
pencegahan, Kesiapsiagaan maupun rehabilitasi dan rekonstruksi
sehingga masyarakat tau apa-apa saja yang bisa dilakukan apa-apa saja
yang patut dilakukan dan hal-hal apa saja yang bisa buat masukan ke
instansi. Program-program itu dilaksanakan secara kontinyu karena
memang Setiap tahun itu menjadi agenda dalam program dan kegiatan
yang dilaksanakn instansi atau badan” (04 Agustus 2017)

Program keberlanjutan kegiatan juga ditunjukkan dalam renstra BPBD bahwa
setiap program yang diajukan merupakan program jangka panjang, terutama
terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemulihan pasca bencana,
karena mempersiapkén masyarakat dan memulihkan masyarakat memerlukan

waktu yang tidak pendek.

Rangkuman penilaian 6 komponen yang telah dijelaskan seperti pada tabei 4.4
berdasarkan tabel tersebut ditemukan bahwa nilai rata;rata komponen penilaian
kapasitas berada di kategori 2, yang menunjukkan bahwa sudah terdapat
beberapa kebijakan namun tidak/belum dipraktekkan secara seksama atau juga
dapat dikatakan bahwa sudah banyak praktek-praktek dilakukan namun secara

kebijakan baku belum dituliskan atau belum dibuat
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Tabel 4.4 Tinjauan Penilaian Hasil Wawancara dan Telaahan Dokumen

' PENJABARAN NILAI (TEMUAN DI
KOMPONEN SUB-KOMPONEN
LAPANGAN)
! ORIENTASI Filisofi orgariisasi (visi, misi Kebijakan Cukup Lengkap dan
K ORGANISASI dan tujuan) sebagian besar disusun secara kategori 3
partisipatif di tataran organisasi
Sudah ada beberapa kebijakan namun
. . kategori 2
Isu-Isu Straiegis tidak dipraktekkan secara seksama,
Partisipasi pada proses perumusan .
kategori 2
terbatas
Nilai-nilai dan penerapannya | Sudah ada beberapa kebijakan namun .
. kategori 2
tidak dilaksanakan secara seksama,
Peran atau posisi sirategis Sudah ada beberapa kebijakan namun Katesori 2
ategori
organisasi terhadap isu-isu tidak dilaksanakan secara seksama, Bo
strategis Proses partisipasi perumusan meluas
. kategori 3
ke tataran internal organisasi
TATA Pembagian Kebijakan cukup lengkap dan
KEPENGURUS | kekuasaan/kewenangan, sebagian besar sudah dipraktekkan kategori 3
AN fungsi dan tugas pokok
Mekanisme Pengambilan sudah ada sistem yang dijalankan
Keputusan namun belum dibakukan menjadi kategori 2
kebijakan organisasi
Mekanisme transparansi dan sudah ada sistem yang dijalankan
akuntabilitas namun belum dibakukan menjadi kategori 2
kebijakan organisasi
MANAJEMEN | Manajemen Sumberdaya sudah ada sistem yang dijalankan
ORGANISASI manusia namun belum dibakukan menjadi kategori 2
kebijakan organisasi
Manajemen Informasi Sudah ada sistem yang dijalankan
namun belum dibakukan menjadi kategori 2
kebijakan organisasi
Manajemen Keuangan Kebijakan cukup lengkap dan .
kategori 3
sebagian besar sudah dipraktekkan
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Manajemen Kantor Kebijakan cukup lengkap dan .
sebagian besar sudah dipraktekican kategori 3
Mekanisme pengelolaan Sudah ada sistem yang dijalankan
dan/atau penyelesaian konflik | namun belum dibakukan menjadi kategori 2
kebijakan organisasi
MANAJEMEN Pendekatan Pengelolaan sudah ada sistem yang dijalankan
PROGRAM Program namun belum dibakukan menjadi kategori 2
kebijakan organisasi
Pelibatan Penerima Manfaat sudah ada sistem yang dijalankan
namun belum dibakukan menjadi kategori 2
kebijakan organisasi
Pengembangan Proses sudah ada sistem yang dijalankan
Pembelajaran/Ruang namun belum dibakukan menjadi kategori 2
Pembelajaran kebijakan organisasi
KEBERLANJUT | Fundraising/mobilisasi sudah ada sistem yang dijalankan
AN sumberdaya namun belum dibakukan menjadi - | kategori 2
kebijakan organisasi)
Kaderisasi dan Regenerasi sudzh ada sistem yang dijalankan
namun belum dibakukan menjadi kategori 2
kebijakan organisasi
:;T:;;spasl yada proses peramusan Kategori 2
Kepercayaan dan legitimasi Sudah ada praktek-praktek namun
public belum dibakukan menjadi kebijakan kategori 2
organisasi
KINERJA Penguatan Proses kualitas
Cukup kategori 3
ORGANISAST pemberdayaan masyarakat
Penguatan tingkat Baik kategori 4
kepercayaan masyarakat
Perluasan intensifikast
hubungan kerja dengan
stakeholder dalam rangks Baik Kategori 4
mempetjuangkan isu dan
peningkatan perluasan
gagasan
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Penguatan keberlanjutan
program dan kegiatan di Baik kategori 4
Masyarakat

Berdasarkan kriteria dalam penilaian bahwa : kategori 1 menunjukkan kapasitas yang
buruk kategori 2 menunjukkan kurang dan kategori 3 menunjukkan cukup serta kategori
4 menunjukkan baik, tabel rangkuman penilaian di atas menunjukkan bahwa sebagian
besar sub komponen kapasitas BPBD berada pada posisi Kurang, namun beberapa sub

komponen penilaian menunjukkan kondisi cukup dan baik.

Kapasitas manajemen umum BPBD KOTAWARINGIN BARAT secara
keseluruhan berada pada kategori kuwramg, yang ditinjau berdasarkan 6 komponen
penilaian yang didukung oleh sub-sub komponen, didapatkan bahwa :

a) Komponen orientasi organiasai bernilai kurang, dimana sudah ada beberapa
kebijakan, namun belum dilaksanakan secara seksama dengan perumusan yang
terbatas dan proses partisipasi internal pada level terbatas.

b) Komponen tata kepengurusan bernilai -kurang, yang dijabarkan bahwa sudah
terdapat beberapa kebijakan dan sebagian besar sudah dilaksanakan namun belum
menyeluruh, terkait dengan mekanisme kepengurusan dilihat bahwa pelaksanaan
tata kepengurusan telah dilakukan dengan baik, sayangnya kebijakan baku
organisasi belum dibuat.

¢) Komponen manajemen organisasi bernilai cukup yang dijabarkan bahwa sudah
terdapat kebijakan baku dan sebagian besar sudah dilaksanakan namun belum

menyeluruh. Pada sisi pengelolaan keuangan, terdapat nilai yang berbeda karena
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aturan baku Manajemen Keuangan sudah ada dan penerapannya sudah dijalankan
dengan baik mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung-
jawaban Keuangan Daerah dan aturan di atasnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

Komponen manajemen program bernilai kurang yang dijabarkan bahwa sudah
terdapat beberapa kebijakan dan sebagian besar sudah dilaksanakan namun belum
menyeluruh, terkait dengan mekanisme kepengurusan dilihat bahwa pelaksanaan
kerja di instansi/lembaga telah dilakukan, sayangnya kebijakan baku organisasi
seperti protap, junknis dan SOP Administrasi belum dibuat.

Komponen keberlanjutan bernilai kurang yang dijabarkan bahwa sudah terdapat
beberapa kebijakan dan sebagian sudah dilaksanakan namun belum menyeluruh,
terkait dengan dan; dalam hal kaderisasi dan regenerasi, dalam usia organisasi

yang relative muda, hal ini sangat minim dilakukan.
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Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karlahut, tidak dilaksanakan sendiri
oleh BPBD KOTAWARINGIN BARAT, namun merupakan kerja bersama
lintas instansi lintas sektor. Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Lahan
dan Hutan meliputi 3 proses menyeluruh, yaitu :

a) Pencegahan dan Kesiapsiagaan

b) Penanganan Darurat (Pemadaman Kebakaran)

¢) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan Pascabencana)

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang terkoordinir dan terpadu, hanya dilaksanakan pada saaat Penanganan
Darurat (Penanganan Kondisi Darurat) setelah adanya Surat Darurat Bencana
dan Surat Keputusan Pembentukan Satgas Kabupaten oleh Bupati Kepala
Daerah tingkat II,

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang terkoordinir dan terpadu, hanya dilaksanakan pada saaat
Penanganan Darurat (Peﬁanganan Kondisi Darurat) setelah adanya Surat Darurat
Bencana dan Surat Keputusan Pembentukan Satgas I;abupaten oleh Bupati
Kepala Daerah tingkat II. Sedangkan tugas Prabencana yaitu kegiatan
pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi dilakukan secara terpisah pada masing-
masing instansi seperti :

a) BPBD Kotawaringin Barat
b) Manggala Agni
¢) Polres Kotawaringin Barat
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Penjelasan dari Kepala Daops III Kalimantan Tengah yang bertempat di
Pangkalan Bun memperkuat hasil temuan bahwan penanggulangan parsial oleh
masing-masing instansi juga dilaksanakan, dalam wawancaranya sebagai berikut

‘sejak Tahun 2016 kita lebih konsetrasi banyak melakukan upaya-upaya
kegiatan pencegahan dalam penanggulangan bencana, saat ini kita sudah
melakukan beberapa kegiatan patroli dimana pada di bulan agustus 2017 ini
kita melakukan posko terpadu yang ada di 5 Kabupaten didesa-desanya
untuk melakukan patroli setiap harinya dimana patroli ini bukan hanya
berkeliling tapi juga mengumpulkan data-data daerah rawan kebakaran
kemudian juga mengumpulkan data-data sumber air terdekat dari daerah
rawan kebakaran tersebut kemudian melakukan anjangsana, atau penyuluhan
kemasyarakat terdekat, untuk memberikan himbauan bahwa KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN itu cukup mempunyai nilai yang tidak baik, baik itu
bagi kesehatan maupun juga secara ekonomis dan kegiatan itu sudah kita
lakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Seruyan
Sukamara dan bulan depan akan kita lakukan di Lamandau’. (04 September
2017)

Dan penjelasan dari pihak Kepolisian Resort Kotawarigin Barat oleh Bapak
Yongki dalam wawancara juga memperkuat pernyataan tersebut,

“Jauh-javh hari sebelum musim kemarau kita sudah melakukan langkah-
langkah terutama di bidang preemetif dan preventif tadi, artinya langkah-
langkah preémtif ini kita laksanakan contohnya mensosialisasikan bahaya
api dan asap atau kebakaran hutan serta dampak yang ditimbulkan
dengan adanya kebakaran hutan tersebut ya memang di satu sisi ini
masalah perut tapi dampaknya tidak hanya perut pribadi tapi sangat lnas
di dunia yang lain terutama dunia pendidikan, transportasi perekonomian
dan lain lain. Jadi program keberlanjutan kami setiap tahun seperti itu.
Kemudian juga menyadarkan masyarakat tentang bagaimana cara
membuka lahan tanpa membakar” (29 Agustus 2017)

Penjelasan dari BPBD Kotawaringin Barat sendiri yang disampaikan
oleh Kasi Pencegahan tentang hal-hal yang telah dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran lahan dan

hutan dalam wawancara sebagai berikut :
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Untuk kegiatan yg telah kita lakukan sampai sekarang, di awal tahun kita
telah melaksanakan patroli satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan
di wilayah Kotawaringin Barat berikutnya memberikan himbauan kepada
masyarakat dalam upaya pencegahan bencana KHL di wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat. Kita juga telah melaksanakan
penandatangan MOU- Nota kesepahaman antara Pemda Kotawaringin
Barat dengan pihak perusahaan atau swasta yang beroperasi di wilayah
Kab Kotawaringin Barat dalam upaya penanggulangan bencana.

Yang berikutnya kami telah melakukan sosialiasasi kepada aparat desa,
kecamatan, terkait dalam pencegahan bencana KHL di wil Kabupaten
Kotawaringin Barat tentang peraturan-peraturan terkait larangan
pembukaan lahan atau pembakaran hutan khususnya di wilayah
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikutnya
kami telah melakukan pelatihan, simulasi pemadaman Kebakaran Hutan
Lahan bersama pihak swasta dalam hal ini perusahaan dan instansi
pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya kami juga telah melakukan
pemadaman bersama masyarakat dari bulan Juni sampai dengan
sekarang. Berikutnya pemasangan spanduk, baleho, banner terkait
dengan larangan membakar lahan dan hutan di wilayah yg rawan
bencana. Kami juga telah menyebarkan pamflet, himbavan pencegahan
kebakaran hutan dan lahan serta menyebarkan informasi pencegahan
kebakaran melalui media elektronik. (02 Agustus 2017)

Dalam aturan yang berbeda di lingkungan Kementrian Lingkungan

Hidup dan Kehntanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor .P.32/MenLHK/Setjen/kum.1/3/2016
tentang Pengendalian Kebakaran Hntan dan Lahan, disampaikan bahwa

penyelenggaraan pencegahan Kebakaran hutan dan lahan, meliputi :

1. Pemberdayaan masyarakat
2. Penyadartahuan
3. Pengurangan risiko karhutla

4. Kesiapsiagaan
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5. Pelaksanaan peringatan dini, dan

6. Patroli pencegahan

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, saat kondisi Tanggap Darurat atau
penanganan darurat kebakaran lahan dan hutan, pelaksanaan kerja/kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana mengacu padzi struktur organisasi
satuan tugas dan komando yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat,
merupakan tanggung jawab bersama antar unsur yang dikomandoi oleh

Komandan Distrik Militer 1014 Pangkalan Bun, dibantu oleh :

1. BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Kepolisian Resort Kotawaringin Barat

3. Manggala Agni DAOPS III Kalimantan Tengah

4. Satpol PP dan Damkar

5. Tagana (Taruna Siaga Bencana) Kotawaringin Barat

6. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pangkalan Bun
Satuan Tugas Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan

Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 ditetapkan berdasarkan SK

Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, nomor : 050/ 55 /BPBD.IV.1/ /2017

tanggal 1 Agustus 2017, dan dibentuk dengan menggunakan SK Bupati

Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 050/ 56 /BPBD.IV.1/ /2017 tanggal 1

Agustus 2017,, dengan struktur Organisasi pada Gambar 4.2 Pada struktur

satuan tugas pos komando penanganan siaga darurat bencana kebakaran hutan

dan lahan tahun 2017 BPBD KOTAWARINGIN BARAT (BPBD Kotawaringin
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Barat) termasuk dalam semua lini dan menjalan 3 fungsi yaitu Fungsi Komando,
Fungsi Pelaksana dan Fungsi Koordinasi, karena keberadaannya sebagai Wakil
Komandan Saigas, lini patroli dan pemadaman serta bagian sekretariat dan
informasi.

Sebagai Wakil Komandan Satgas, Kepala pelaksana menjalankan fungsi
komando, sebagai petugas patroli dan pemadaman menjalankan fungsi pelaksana

dan di bagian sekretariat dan informasi menjalan fungsi koordinasi.

Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan
Lahan sebagaimana dimaksud berkedudukan di Kantor Pemerintah
Kabupaten/Kota bersangkutan, yang memiliki fungsi mengkoordinasikan
perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam
setiap usaha karhutla di wilayahnya. Dalam aturan lain yang terpisah pada
kementrian lingkungan hidup dan kehutanan Penyelenggaraan penanggulangan

Karhutla, meliputi :

1. Deteksi dini

2. Pemadaman awal

3. Koordinasi pemadaman
4. Mobilisasi pemadaman
5. Pemadaman lanjutan

6. Demobilisasi pemadaman

7. Evakuasi dan penyelamatan
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Disampaikan oleh kepala Manggala Agni DAOPS Il Kalimantan Tengah di
Pangkalan Bun dalam wawancaranya menjelaskan tentang manajemen

organisasi dan manajemen program di organisasinya bahwa :

Di Manggala Agni kita punya SOP dimana masing kegiatan Manggala
Agni memang selalu diatur dengan SOP. Tadi diawal sudah disampaikan
bahwa kegiatan pengendalian KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN di
Manggala Agni terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu Kegiatan Pencegahan,
Pemadaman, dan Penanganan setelah terjadi Kebakaran. Jadi proses-
proses masing-masing kegiatan itu sudah tertuang di SOP dan juga sudah
dilegalkan dengan adanya surat atau pedoman dari kementrian, menteri
: lingkungan hidup dan kehutanan sehingga kami di daerah operasi
i Manggala Agni di masing-masing daerah sudah tinggal menjalankan saja
: apa sih protap-protap standar-standar prosedur yang akan kita lakukan.
Misalnya pada saat pemadaman apa yang harus dilakukan pertama adalah
setelah menerima laporan atau memantau Hotspot ternyata ditemukan
Hotspot. Yang kedua yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan
check up atau pemeriksaan di lapangan atau bisa juga dilakukan ground
check dg hanya terdiri dari dua personil saja dengan menggunakan
peralatan kendaraan roda dua juga peralatan pemadaman ringan
kemudian apabila ternyata di lapangan ditemukan terjadinya kebakaran
maka tim tadi akan melakukan pemanggilan kepada tim posko untuk
dikirim tenaga bantuan serta mesin dan peralatan=peralatan pemadaman
lainnya yang lebih besar sehingga pemadaman bisa lebih optimal.
g . Termasuk sampai dengan kembalinya ke daerah operasi kita punya
[ seluruh SOP yang telah ditetapkan oleh menteri LHK sechingga di
| masing-masing daops sudah tinggal melaksanakannya saja” (21 Agustus
i 2018)

Untuk pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan kondisi
y lahan pasca kebakaran sampai saat ini belum pernah ada dilakukan oleh lembaga
atau instansi pemerintahan, karena hal tersebut berkaitan dengan status

kepemilikan lahan. Untuk lahan milik pribadi atau berstatus milik perorangan
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dan swasta-pemulihan baik itu rchabilitasi maupun rekonstruksinya
dikembalikan kepada masing-masing pihak/pemilik.

Penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan dilakukan hingga pada
tahapan penanganan akhir darurat yaitu kondisi api dinyatakan benar-benar
padam dan tidak berisiko kembali
Pada proses setelah pemadaman hingga api benar-benar dinyatakan padam,
terdapat kegiatan monitoring dan pengawasan, dalam kegiatan ini termasuk
dilaksanakan pencatatan luasan areal terbakar dan estimasi kerugian akibat

kebakaran 1ahan dan hutan.

-Dalam aturan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dalam
instruksi menteri Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang peningkatan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penyelenggaraan penanganan pasca

Karhutla, meliputi :

1. pengawasan bekas areal terbakar
2. inventarisasi luas karhutla
3. penaksiran kerugian

4, koordinasi penanganan pasca karhutla
selanjutnya dijabarkan lebih rinci bahwa kegiatan tersebut meliputi :

a. penaksiran fuas
b. analisa vegetasi bekas terbakar

c. penaksiran kerugian
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d. rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar

e. investigasi sebab-sebab kebakaran

f. melakukan penandaan dengan garis polisi dan atau garis PPNS lingkungan
hidup dan kehutanan

g. data sering terhadadp areal pasca karhutla

h. .melakukan penyidikan; dan

i. monitoring dan menindaklanjuti segata hal terkait pelaksanaan penanganan

proses penegakan hukum, bidang karhutla

Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran secara terpadu
yang dikoordinatori oleh BPBD Kotawaringin Barat, ditunjukkan dari tahun ke
tahun. Berdasarkan laporan penyelenggaraan bencana kejadian kebakaran pada
tahun 2015 - 2017, terdapat 138 kejadian dengan‘ luasan 17.835 Ha dan yang
tertangani hanya 1.761 Ha, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 56 kejadian dengan
luasan 1.094 Ha yang tertangani 839,1 Ha. Pada tahun 2017 terdapat 18 Kejadian
dengan luasan 178 Ha yang tertangani 154 Ha. Dukungan personil lintas instansi
BPBD, Dinas Satpol PP dan Damkar,TNI, Polres, Manggala Agni, BKSDA,
BMKG,TNTP, Camat dan Masyarakat secara luas mampu meningkatkan
keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di

Kabupaten Kotawaringin Barat.
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3. Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran
Lahan dan Hutan o

Kapasitas lembaga yang dijabarkan berikut merupakan penjabaran dari
komponen penilaian administrasi secara umum dan lebih bersifat pada teknis kerja
dan kegiatan khusus yang berbeda dari yang dijabarkan sebelumnya, dan secara
khusus lebih terkait pada kapasitas masing-masing bidang kerja penyelengg@

penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.

a. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pencegahan bencana seperti dimaksud pada Peraturan Pemerintah no.21 tahun
2008 merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan unfuk mengurangi atau
menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana, sedangkan kesipsiagaan
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencan
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya
guna.
Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan pencegahan meliputi :
a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atan ancaman
bencana
b. Pemantauan terhadap :
1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;

2) penggunaan teknologi tinggi
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¢. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan f)engelolaan lingkungan
hidup

d. Penguatan ketahanan sosial masyarakat

Kegiatan pencegahan menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah

dan masyarakat. Kegiatan kesiapsiagaan meliputi :

a. Penyusunan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana

b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini

¢. Penyediaan dan penyiapan barang

d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme
tanggap darurat

e. Penyiapan lokasi evakuasi

f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemuntukhairan prosedur
tanggap darurat bencana

g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan

pemulihan prasarana dan sarana

Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah,
pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga

usaha.

Penelaahan dokumen dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan baku dibuat
oleh lembaga/istansi, khususnya untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada
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fase prabencana. Telaahan dokumen ini menjadi bagian dari dukungan kapasitas
regulasi terkait dengan kapasitas inti lembaga/instansi. Temuan disajikan pada
Tabel 4.5 berikut yang menunjukkan hasil identifikasi dokumen terkait kegiatan
pencegahan dan kesiapsiagaan

Tabel 4.5 Identifikasi Dokumen Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Ada/Memiliki Tidak
No Komponen Lengka Tidak Ada Ket
p Lengkap
1 Dokumen Uraian Tugas v
2 Dokumen RPB — Rencana Penanggulangan v
Bencana
3 Dokumen Pengnrangan Risiko Bencana v
4 Dokumen rencana kontinjensi v
5 Dokumen rencana aksi kebakaran hutan dan v
lahan
6 Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan v
Hutan
7 Dokumken Kajian Risiko Bencana Kebakaran v
Lahan dan Hutan
3 Dokumen Renstra Bldang v
9 Dokumen Renja Bidang v
10 | SOP Administrasi Bidang Pencegahan dan v
Kesiapsiagaan
11 SOP Monitoring Titik Panas v
12 | SOP Sosialisasi Bahaya Kebakaran Lahan dan v
Hutan
13 | SOP Simulasi Penanganan Kebakaran Lahan v
dan Hutan
14 | SOP Apel Siaga v
15 | SOP Evaluasi Program dan Kegiatan v

Sumber : Peneliti, berdasarkan Dokumentasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terkait dengan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan dijelaskan oleh
Kasi Pencegahan bahwa :

“beberapa upaya yang telah kita lakukan khususnya BPBD Kotawaringin
Barat, dim pengendalian kebakaran hutan dan lahan (a) Yang pertama BPBD
sudah melaksanakan atau membuat himbauan isntruksi yang isinya ditujukan
kepada instansi pihak perusahaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk
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Perbandingan antar komponen menyajikan kelemahan kapasitas bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, secara orientasi organisasi, tata kepengurusan,
keberlanjutan, dan kinerja organisasi kategori kapasitas berada pada level cukup,
sedangkan pada komponen manajemen organisas-i dan manajemen organisasi
bernilai kurang. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan hanya memiliki 4
personil yaitu ! orang kepala bidang, 2 orang kepala seksi dan 1 orang
administrator, hal ini menunjukkan sangat kurangnya sumberdaya manusia di
bidang ini sehingga Beban pekerjaan pada masing-masing personil nilainya
menjadi besar, dan ini menjadikan kekurangan dalam manajemen organisasi,
dimana keterbatasan sumberdaya personil membuat bidang ini tidak dapat
bekerja secara optimal.

Keterbatasan sumberdaya ini berbuntut pada keterbatasan dalam
pengelolan program, khususnya dalam perencanaan dan monitoring evaluasi.
Berbeda halnya dengan pelaksanaan kerzja di lapangan, kedua kepala seksi di
bidang pencegahan dan kesiapsigaan adalah personil yang sangat kompeten di
lapangan, mereka cukup mampu menyelesaikan pekerjaan pekerjaan lapangan
dengan baik, seperti disampaikan oleh Kasubbag UKP bahwa :

‘ iya betul, kasi yang berduva itu memang paling bisa dan sigap di

lapangan, tapi kalau menyelesaikan beberapa administrasi jadi lebih

lama” (15 Agustus 2017)

Pencegahan berprinsip pada bagaimana mengurangi ancaman bencana
dan mengurangi kerentanan pihak yang terancam bencana dengan tujuan untuk

mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, sedangkan kesiapsiagaan
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berprinsip pada kepastian akan kecépatan dan ketepatan dalam pelaksanaan
tindakan saat terjadi bencana, dengan tujuan mempersiapkan segala sumberdaya
yang ada untuk dapat mengatasi kejadian bencana. Prinsip yang menjadi dasar
bagi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk melaksanakan kegiatan yang

sudah direncanakan.

Program dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang berada di bawah tanggung jawab

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah :

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan
3 kegiatan yaitu :
1. Pemantanan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Dua sub kegiatan yaitu :
- Sosialisasi dan Pelatihan Bersama diikuti 6 Kecamatan dan Perusahaan
- Sosialisasi dan Pelatihan Penangganan Bencana untuk Sekolah se-Kab.
Kotawaringin Barat
2. Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan
Pekarangan
3. Patroli Pencegahan dan Siap Siagaan Terhadap Banjir dan Tanah Longsor
Kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tersebut, belum mengakomodir
keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan késiapsiagaan yang
harus dilakukan dalam penanggulangan bencana kebakaran pada tahapan

tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.21 tahun 2008.

Tugas Akhir Program Master (TAPM])




43381.pdf

136

Masyarakat adalah sasaran utama dalam setiap program dan kegiatan vang
direncanakan dan dilaksanakan oleh BPBD Kotawaringin Barat, Salah satu
kegiatan pencegahan yang memerlukan dukungan semua pihak adalah sosialisasi
dan pelatihan baik yang diikuti oleh pelajar, warga masyarakat dan pihak dunia

usaha.

Berdasar pada 6 komponen penilaian Kapasitas tahapah pencegahan dan
kesiapsiagaan BPBD Kotawaringin Barat dinilai Cukup, hal tersebut ditunjukkan
pada hasil temuan lapangan, bahwa program pencegahan kebakaran lahan dan
hutan, dalam prakteknya telah dikerjakan dengan baik dilihat dari laporan
penyelenggaran kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dan tahun 2016, namun
yang menjadi kekurangan dalam fase ini adalah pada standar baku kebijakan.
Belum ditemukan dokumen rencana kontijensi, rencana aksi penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan serta belum ada prosedur baku operasional atau
standar operasional prosedur yang dibuat sebagai pedoman resmi pelaksanaan
administrasi kerja di instansi. Hal tersebut menunjukkan lemahnya manajemen

program pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

b. Penanganan Darurat

Penanganan darurat bencana atau tanggap darurat bencana seperti

dimaksud pada PP no.21 tahun 2008 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, penyelenggaraan penanganan darurat meliputi :
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Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan

sumberdaya

Penentuan status keadaan darurat bencana

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Pemenuhan kebutuhan dasar

Perlindungan terhadap kelompok rentan, dan

Pemulihan segera prasarana dan sarana vital

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan

oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Dalam aturan lain yang terpisah

pada kementrian lingkungan hidup dan kehutanan Penyelenggaraan penanggulangan

Karhutla, meliputi :

1.

2.

Deteksi dini

Pemadaman awal
Koordinasi pemadaman
Mobilisasi pemadaman
Pemadaman lanjutan
Demobilisasi pemadaman
Evakuasi dan penyelamatan

Penelaahan dokumen dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan baku

dibuat oleh lembaga/istansi, khususnya untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase

tanggap darurat.
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Temuan disajikan pada Tabel 4.6 berikut menunjukkan identifikasi dokumen terkait

kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik

Tabel 4.6 Identifikasi Dokumen Bidang Kedaruratan dan Logistik

N AdaMemil-iki Tidak
0 Komponen Lengkap L’;‘;EP Ada Ket.
1 Dokumen Uraian Tugas v
2 | Dokumen RPB — Rencafia Penanggulangan SRS
Bencana c '
3 ___| Dokumen Pengurangan Risiko Bencana | I A
4 Dokumen rencana kontinjensi v
5 Dokumen rencana aksi kebakaran hutan dan v
lahan
6 Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan v
Hutan
7 Dokumen Renstra Bldang v
8 Dokumen Renja Bidang v
9 SOP Administrasi Bidang Kedaruratan dan v
Logistik ' '
10 | SOP Pengerahan Peralatan untuk Pemadaman v
11 SOP Pelaksanaan Pemadaman v
12 | SOP Pengawasan setelah Pemadaman v
13 | SOP Koordinasi lintas sektor v
14 | SOP Penyebaran Informasi dan Laporan v
15 | SOP Evaluasi Kegiatan Pemadaman v
"' 16 (‘SOP Penyaluran Bantuan Logistik v
17 | SOP Evaluasi Program dan Kegiatan v

Sumber ; Peneliti, berdasarkan Dokumentasi Bidang Keddruratan dan Logistik
Disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa penanganan Karlahut adalah tugas bersama

dan BPBD adalah koordinatornya

“kalo penanganan kebakaran hutan dan lahan biasanya kita akan membentuk
tim gabungan atau tim penanganan terpadu yangg diSKkan oleh bupati.
Kemudian di bentuk posko, posko bersama, posko gabungan, beberapa
tempat sudah kita jadikan posko seperti di BPBD kemudian di manggala

agni, kemudian di satpol PP dan damkar.

Setiap yang bertugas yang

diSKkan untuk melakukan posko ataupun siaga akan berkumpul disana dan
menunggu ataupun melakukan patroli menyerap informasi dari masyarakat
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Grafik 4.6 merupakan penggambaran tingkat kapasitas dalam kategori kurang dan
cukup dimana dinyatakan bahwa manajemen program dan keberlanjutan menempati
posisi lebih rendah dibanding komponen penilaian lainnya, yang menunjukkan
kedua komponen tersebut bemnilai kurang sedangkan empat komponen lainnya
bernilai cukup. Perbandingén antar komponen menyajikan kelemahan kapasitas
bidang Penanganan Darurat. Kedaruratan atau tanggap darurat berdasar pada prinsip
penyelamatan dan evakuasi korban serta membatasi lokasi terdampak bencana,
dengan tujuan meminimalkan jumlah korban, kerusakan, kerugian, kehilangan dan
dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Hal ini yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan kerja kedaruratan, namun berbeda pada bencana kebakaran lahan dan
hutan prinsip penanganan darurat terletak pada meminimalisasi dampak kebakaran.
Respon Time waktu penanganan kebakaran lahan dan hutan adalah indikator
utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan, selama tahun 2015 — 2017, tim TRC
dan tindak lanjut penanganan rata-rata memiliki nilai responsif, dimana waktu
tanggap atas kejadian kebakaran sangat cepat, dari informasi yang diterima
ditindaklanjuti dalam hitungan menit dan tim reaksi cepat mampu hadir di lokasi
bencana kebakaran dalam hitungan jam. Selain itu bidang kedaruratan dan logistik,
sangat terbantu dengan kerjasama penanggulangan lintas sektor dengan adanya tim
terpadu, tim gabungan, dan posko kedaruratan gabungan serta posko-posko

bentukan di kecamatan, sehingga kerja yang memerlukan banyak personil dapat

Tugas Akhir Program Master (TAPM)




43381.pdf

141

didukung oleh instansi lain baik pemerintah lintas sekior maupun masyarakat dan

pihak swasta.

Komponen organisasi utama yang menjadi fokus dalam penanganan darurat
adalah Tata Kepexigurusan dan Manajeman Organisasi, karena kedua komponen ini
adalah komponen penilaian untuk melihat bagaimana fungsi komando dan fungsi
koordinator dari BPBD Kotawaringin Barat saat penanganan darurat dilaksanakan.
Bidang Kedaruratan dan Logistik, memiliki 2 seksi yaitu seksi kedaruratan dan seksi
logistik dengan 6 orang personil yaitu 1 kepala bidang, 2 kepala seksi, 2 staf
administrasi dan 1 staf penyimpan logistik, jika dibandingkan dengan bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan personil pada bidang ini lebih baik.

Kelemahan Bidang Kedaruratan dan Logistik terletak pada Manajemen
Program dan Keberlanjutan, Manajemen Program terkait pada perencanaan, proses
pengelolaan program, pelibatan masyarakat dan pembelajaran.

Program dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) SKPD yang berada di bawah tanggung jawab bidang kedaruratan
dan logistik adalah
Program Tanggap Darurat , dengan 3 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Keuangan dan Pembentukan TRC/SRC

2. Pengangkutan Logistik

3. Monitoring dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Bencana
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Jika berkaitan dengan penanganan darurat kebakaran lahan dan hutan, ketiga
kegiatan tersebut belum mampu mengakomodir kebutuhan peranganan darurat,
Itulah mengapa nilai komponen manajemen program kurang, selain itu dukungan
masyarakat atas penanganan darurat kebakaran lahan dan hutan masih kurang,

seperti yang disampaikan Kasi Kedaruratan, bahwa :

‘yah, masyarakat terlibat, jika lahan yang terbakar adalah lahan miliknya.
Jika yang terbakar adalah lahan milik orang lain Cuma ditonton saja” (09
Agustus 2017)

Belum adanya struktur organisasi baku relawan menjadi kendala pula dalam

peningkatan peran serta aktif perwakilan masyarakat dalam penanganan kedaruratan.

Kinerja organisasi penanganan darurat dalam hal ini pemadaman kebakaran, terlihat
dari berkurangnya luasan wilayah yang terbakar dan berkurangnya titik hostspot
yang muncul, pada tahun 2015 £ 17.835 Ha lahan terbakar dan pada tahun 2016
hanya + 1.094 Ha lahan terbakar dan pada tahun 2017 + 134 Ha lahan terbakar
dengan 18 kali kejadian kebakaran. Dengan tidak mengesampingkan cuaca yang
pada tahun 2017 lebih banyak hari hujan dibanding tahun sebelumnya. Secara
keseluruhan berdasar pada 6 komponen penilaian Kapasitas kinerja organisasi
kapasitas BPBD dalam fase Penanganan Darurat dinilai Cukup yang berarti bahwa
penanganan darurat telah dilaksanakan di lapangan dalam kerja tim, namun masih
terdapat kekurangan secara manajerial khususnya pada pengelolaan program dan

keberlanjutan kegiatan,
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¢. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

-~ Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik
atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan
sasaran -utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan
Rekonstruksi | adalah pembangunan kembali semuwa prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahar maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah
pascabencana.

Berdasarkan UU no,24 tahun 2007 dan PP no.21 Tahun 2008 Rehabilitasi

pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan
a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikanvrumah masyarakat;
d. pemﬁlihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;

i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
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pemulihan fungsi pelayanan publik.
Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi

pembangunan kembali prasarana dan sarana;

. - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik

dan tahan bencana;

partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha,
dan masyarakat;

peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bencana kebakaran laban dan hutan memiliki karakter yang berbeda dalam

proses pemulihannya, dan jenis korbannya, dimana bencana ini lebih mengarah pada

ancaman lingkungan dan dukungan kualitas hidup karena berdampak pada adanya

kabut asap sehingga pada bencana kebakaran lahan dan hutan tahapan yang

dilakukan berbeda lebih mengacu pada aturan kementrian lingkungan hidup dan

kehutanan, dimana kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca bencana meliputi :

I.

2.

pengawasan bekas areal terbakar
inventarisasi luas karhutla
penaksiran kerugian

koordinasi penanganan pasca karlahut
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Temuan disajikan pada Tabel 4.7 berikut menunjukkan identifikasi dokumen terkait

_kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tabel 4.7 Identifikasi Dokumen Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Ada/Memiliki

- Tid
Tida ak Ket
No _ Komponen Leng k Ad
‘ kap Leng a
1 Dokumen Uraian Tugas v
2 Dokumen RPB — Rencana v
Penanggulangan Bencana
3 Dokumen Pengurangan Risiko Bencana v
4 Dokumen rencana kontinjensi v
5 Dokumen rencana aksi kebakaran hutan v
dan lahan
6 Peta Rawan Bencana K ebakaran Lahan v
dan Hutan
7 SOP Pengawasan bekas areal terbakar v
8 SOP Inventarisasi luas areal terdampak v
9 SOP DALA v
10 SOP rencana rehabilitasi pasca v
kebakaran lahan dan hutan
11 SOP Evaluasi Program dan Kegiatan v

Sumber : Peneliti, berdasarkan Dokumentasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tidak banyak yang dilakukan dalam tahapan ini, sementara ini yang terlihat
dan ditemukan dokumen laporannya adalah rekap laporan yang berisi luasan
kebakaran hutan dan lahan, tempat kejadian kebakaran. Sedangkan penghitungan
dampak dan kerugian belum dilakukan dan kebutuhan pemulihan sebagai recovery
pascabencana juga belum dilakukan, terlebih lagi duduk bersama dalam penanganan
pada pasca kebakaran lahan dan hutan selama ini belum dilakukan.

Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dalam penanggulangan bencana

merupakan tugas pokok dan fugsi dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
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dua seksi yaitu seksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan 6 personil yaitu 1 kepala
bidang, 2 kepala seksi dan 3 staf yaitu 1 staf penghimpun data, 1 staf administrasi

dan pelaporan serta 1 staf pengumpul data.

Program dan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang tercatat
dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016 dan 2017 adalah :
Program Tanggap Darurat Pasca Bencana, dengan empat kegiatan :
a. Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
b. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
c¢. Pengendalian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Program dan Kegiatan pasca bencana terkait kebakaran lahan dan hutan,
hingga saat ini belum banyak dilakukan, kegiatan yang dilakukan baru sampai pada
tahap pencatatan kejadian kebakaran, luasan wilayah terbakar, akibat yang
ditimbulkan pasca kebakaran, monitoring lapangan pasca kebakar namun belum
menyentuh kondisi pemulihan pasca kebakaran.Saat hal tersebut ditanyakan pada

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, disampaikan bahwa :

“bidang rehabilitasi dan rekonstruksi belum banyak bergerak di bidang
kebakaran lahan dan hutan, personil kami lebih dikerahkan pada penanganan
darurat, Kami belum menyelenggarakan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan
ﬁemulihan lingkungan karena terbentur dengan status kepemilikan lahan. Hal-hal
yang kami lakukan lebih mendekati pada kegiatan bencana lainnya. Untuk

kebakaran lahan dan hutan, yang dilakukan hanya mencatat saja, mencatat luasan
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kebakaran, letaknya dimana, kira-kira rugi berapa, akibat kebakarannya apa. Tindak

lanjut dari kondisi itu belum dilakukan banyak hal.

Hal tersebut menegaskan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan bidang
ini belum menyentuh pada pemulihan lingkungan pasca kebakaran lzhan dan

hutan. Hal terpenting yang menjadi awal dalam program pemulihan pasca bencana

" adalah pengkajian kebutuhan pasca bencana, sebagai pedoman dasar untuk

pemulihan. Namun keterbatasan kompetensi personil untuk menyelenggarakan
kegiatan -ini menjadi hambatan besar dalam tersedia dokumen perencanaan
pemulihan pasca bencana,disampaikan oleh kepala seksi rehabilitasi dalam

wawancaranya bahwa :

“prencanaan kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi memang belum
menyentuh pada pengkajian kebutuhan pascabencana, namun pekerjaan-
pekerjaan awal untuk kajian itu sudah dilakukan, pendataan, pencatatan
kami lakukan pasca kejadian bencana, yang belum dilakukan adalah
perhitungan nilai kerugian dan dampak karena ini menyangkut
kompetensi penghitungan, menghitungnya tidak bisa sembarangan
diperlukan ahli untuk melakukannya’ (04 Agustus 2017)

Kegiatan rekonstruksi pascabencana yang pernah dilakukan oleh BPBD pada
tahun 2016 adalah pembuatan kanal untuk mendukung ketersediaan air sebagai
sumber pasokan air bagi pemadaman kebakaran lahan di Kelurahan Baru, dan selain
itu juga rekonstruksi mengatasi bencana di luar kebakaran lahan dan hutan adalah
pembuatan sumur bor, bangunan pengaman pantai, bangunan pengaman tebing

sungai, serta penimbunan jalan penghubung desa.
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Berdasar pada 6 komponen penilaian kapasitas yaitu kapasitas BPBD dalam
fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada pada level kurang, karena BPBD secara
umum belum melaksanakan Rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasca kebakaran
lahan dan hutan sehingga banyak hal yang belum dapat deskripsikan. Secara garis
besar berdasarkan dokumen laporan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran
lahan dan hutan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016, penanggulangan
kebakaran lahan dan Mhitan telah dilaksanakan dalam kegiatan penanganan
kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2016 dalam bentuk sosialisasi, pendirian
posko gabungan, patroli gabungan, pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan serta
penanganan darurat dengan mengintergrasikan seluruh stakeholder baik personil
maupun sarana prasarana melalui jalur darat dan udara. Dimana kegiatan rinci dan

permasalahannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Dalam laporan tersebut dijelaskan secara lengkap hal-ha! yang dilakukan tim satgas
penanggulangan kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2016, yang dikoordinatori oleh
BPBD Kotawaringin Barat. Dan dalam evaluasi penyelenggaraan Posko Siaga
| pengendalian kebakaran hutan dan lahan Tahun 2017, terjadi perubahan konsep dan
pola operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dari tahun-tahun sebelumnya,

dimana pembagian tugas Tim Satgas dijalankan perbagian sebagai berikut :

. Satgas Pencegahan dan Mitigasi: pengerahan seluruh kekuatan yang berada di

wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk merubah pola pikit/mindset

masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan;
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2. Satgas patroli dan operasi pemadaman : pengerahan seluruh kekuatan yang berada

di wilayah kab. Kotawaringin barat utk penanganan pemadaman kebakaran hutan

dan lahan;

3. Satgas gakkum : pengerahan kekuatan untuk melakukan penindakan terhadap

pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dan pelaksanaan kerja tim di lapangan menjadi lebih terkonsep dan lebih jelas dari

sebelumnya.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana
Dalam rancana strategis BPBD KOTAWARINGIN BARAT 2017-2022

disampaikan beberapa permasalahan yang dialami dan menjadi kendala bagi instansi

berdasarkan aspek kajian yang menjadi isu strategis instansi seperti tabel 4. 8

Tabel 4.8 Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

No |  Aspek Kajian Kondisi Saat ini Standar yang Falor yang Mempengaruhi Permasalghan yang
Digunakan Internal Eksternal Dihadapi
1 Kajian risiko Belum adanya PPNo. 21 Dibutuhkan Belum adanya Belum terlibatnya
bencana dan kesepahaman Tahun 2008 kesepakatan kesepahaman stekholder terkait dalam
mitigasi antar dengan antar stakeholder penyusunanan
bencana stakeholder Permendagri stakeholder lain untuk Dokumen Rencana
untuk No. 33 Tahun dalam melsksanakan Penanggulangan
melakukan 2006 melaksanakan upaya Bencana dan Rencana
aksi bersama langkah pengurangan Aksi
datam Perka BNPB pengurangan resiko bencana Daerah (RAD)
pengurangan No. 4 Tahun resiko bencara untuk
resiko 2008 secara efektif Pengurangan
bencana Resiko Beiticana
2 Sumber Daya Kurangnya kapasitas | UUNo. 5 Tahun | Kurang optimalnya | Penanganan bencana Aparatur BPBD belum
Manusia Aparatur dan kuantitas 2014 pelaksanaan yang sigap dan tangpap | memiliki kompetensi di
aparatur pada BPBD kegiatan sebagai memerlukan SDM yang | bidang kebencanaan
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akibat kurangnya kompeten dan dalam dalam jumiah yang
kapasitas dan jumlah yang memadai memadat
kuantitas SDM
Sarana dan Belum UUNo. 24 Kebutuhan akan Tuntutan Kurangnya sarana
prasarana tersedianya tahun 2007, sarana masyarakat akan dan prasarana
sarana dan prasarana yang penanganan untuk
pra sarana Perka BNPB No | memadaij untuk bencana yang melaksanakan
yang memadai 17 tahun 2009 pelaksanaan cepat dan tepat tugas dan fungsi
untuk tugas dan funpst secara pptimal
pelaksanaan
tugas dan
Rungsi
Sumber Belum opti UUNo. 24 Belum Penanganan Kurang
Dana malnya Tahun 2007 terlaksananya bencana yang optimalnya
anggsran Pasal 8 beberapa komprehensif pelaksanaan
untuk huruf d rencana memerlukan tugas dan fungsi
penanganan kegiatan sumber dana yang
prabencana, disebabkan memadai
tanggap kurangnya
danurat, dan anggaran
pasca bencana
Partisipasi Partisipasi UU No. 24 Belum terjalinnya | Adanya peraturan Belum optimalnya
masyarakat dalam masyarakat tahun 2007, koordinasi yang perundangan yang Sosialisasi, Pembinaan,
penanggulangan dalam PP No. 21 optimal antara meminta untuk Pembentukan Desa/
bencana pencegahan tahun 2008, BPBD dengan melembagakan Kclurahan
dan Perka BNPB Usur masyarakat partisipasi Siaga Bencana
penanganan No. | tahun dalam penanganan | masyarakat dalam
bencana 2012, Perka bencana penanganan
belum BNPB No. bencana
terlembaga 11 tahun
dengan 2014
optimal
Unsur Pengarah Perlunya arahandan | UUNo. 24 Diperlukan arehan | Dinamisnya kondisi Belum terbentuknya
panduan dalam Tahun 2007, dari pihak yang lapangan dan unsur pengarah
pengelolzan bencana kompeten untuk kompleknya penanggulangan
dari unsur-unsur PP No. 21 pengelolaan permasalahan bencana sesuai
yang kompeten. Tahun 2008 beneana. penanggulangan peraturan perundang-
bencana memerlukan undangan
sumbangan pemikiran
dan kajian dazi pihak
yang kompeten.
Penanganantangap | Penanganan UUno. 24 Personil BPBD Dibutuhkan Belum optimalnya
darumat tanggap tahun 2007 yang ada tidak penanganan Kapasitas dan Peran
bencana darurat belum & PPNo. 21 mencukupi tanggap darurat Personii BPBD
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optimal tahun 2008 untuk secara secara cepat dan
cepat menangani akurat
tanggap darurat
bencana
Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan UU no. 24 Anggaran dan Meningkatnya Belum optimalnya
Rekonstruksi pasca Rekonstruksi tabum 2007 personil serta tuntutan akan Koordinasi antar
bencana Pasca bencana & PP No. 21 kerjasama dengan ganti kerugian dari Stakeholder dalam
belum optimal tahun 2008 stakeholder lain masyarakat akibat penanganan rehabilitasi
belum memadai kejadian alam dan rekonstruksi pasca
bencana

Sumber : Renstra BPBD Kotawaringin Barat 2017-2022

Jika dicermati tabel 4.9 dapat diidentifikasi permsalahan yang dialami BPBD terkait

pada belum adanya anggota kerja unsur pengarah, belum adanya dokumen baku kajian

risiko bencana, kurangnya sumberdaya baik itu sumberdaya keuangan, sumberdaya

personil hingga sarana dan prasarana. Sedangkan dalam wawancaranya Kalak BPBD

Kotawaringin Barat menyampaikan bahwa :

“Yang pertama adalah dukungan anggaran karena untuk penanganan bencana itu
kita membutuhkan dana yang cukup besar, baik itu dukungan peralatan juga
dukungan dalam mengatasi kebencanaan di tingkat lapangan atau ditingkat
masyarakat, kemudian yang kedua adalah kekurangan personil, sampai pada saat
ini dukungan personil kita terbatas jadi ketika terjadi kebencanaan mau tidak
mau kita selalu menggerakan seluruh sistem yang ada, karena kemampuan
penanganan internal kita itu terbatas, jadi penghambat atau kendala kita itu yang
pertama anggaran kemudian yang kedua jumlah personil yang terbatas.

Kalan untuk pelaksanaan di dalam internal, secara manajemen dukungan
kemampuan masing-masing institusi ulangi masing-masing staf ataupun pejabat
kita yang ada itu sudah sangat baik” (09 September 2017)

Dari hasil wawancara itu dapat diambil ringkasan bahwa yang menjadi
penghambat dalam peningkatan kemampuan organisasi adalah keterbatasan

anggaran/pendanaan, kekurangan personil sedangkan yang menjadi daya dukung

Tugas Akhir Program Master (TAPM)




| 43381.pdf

153

adalah kemampuan personil pada masing-masing bidang serta loyalitas personil

tersebut pada tugas dan pekerjaannya.

a. Faktor Pendukung

1 Berdasarkan .telaahan dokumen Renstra BPBD Kotawaringin Barat

dinyatakan bahwa yang menjadi kekuatan dan peluang pada BPBD
Kotawaringin Barat adalah:

1. Adanya komitmen dari pemerintah melalui pendanaan dan sarana
prasarana yang semakin meningkat, hal tersebut memang ditemukan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari tahun 2014 hingga 2017
terjadi peningkatan jumlah anggaran yang disediakan untuk instansi yaitu
Pada tahun 2014 Belanja Langsung (merupakan belanja program dan

kegiatan dilluar gaji pegawai) sebesar Rp.1.995.847.100,-

;
! : Pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.724.539.000 dimana terdapat nilai
il l besaran Dana hibah bagi pembangunan fisik pasca bencana sebesar Rp.
9.080.597.000,- sehingga nilai APBD sebesar Rp 6.643.942.000,-

Dimana nilai vang besaran hibah ini diluncurkan pada tahun anggaran

2016 dan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Pada tahun 20016 sebesar Rp. 12.769.640.050 dimana terdapat nilai
| besaran Dana hibah bagi pembangunan fisik pasca bencana sebesar Rp.
9.522.597.000,- sehingga nilai APBD sebesar Rp. 3.247.043.050,-

Dan Pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.034.234.000,-
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2. Tingginya tingkat kepedulian para pihak akan bencana melalui dukungan
sumberdaya; hal ini disampaikan pula oleh Kalak BPBD bahwa :

“penanganan bencana tidak bisa sendiri. Karena bencana itu sesuatu
yang luas dan mencakup semua aspek, ketika terjadi kebencanaan
itulah sebabnya kita pasti membentuk tim gabungan yang akan
melakukan penanganan dilapangan, dan sesuai dengan tupoksi
masing-masing semuanya bergerak simultan, umpamanya dari
BPBD kita akan melakukan pengecekan lapangan kemudian pada
saat penanganan kita bersama-sama dengan instansi terkait termasuk
juga dinas sosial, SAR kemudian ketahanan pangan, dan sektor lain
kesehatan semuanya membentuk sebuah organisasi ataupun
kebersamaan yang nanti untuk melaksanakan penanganan di
lapangan, koordinasi yang terbentuk itu lewat Tim yang dibentuk
dengan tupoksi masing-masing ya dan kita kalo sudah penanganan
darurat ada insiden commando yang nanti akan memberikan
perintah atau pun membagi tugas masing-masing untuk kegiatatan
di lapangan. Untuk proses penanggulangan pasti kita tidak sendiri.
Kita bersama dengan seluruh pihak. Termasuk koorporate,
perusahaan dan masyarakat, pengusaha dan masyarakat® (09
September 2017) :
3. Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana;

4. Masih tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan
bencana.

5. Tingginya kepercayaan masyarakat pada instansi, poin 3, 4 dan 5 adalah
poin dukungan masyarakat yang sangat penting dalam pelaksanaan kerja

personil BPBD di lapangan, kalimat yang disampaikan oleh Adi, warga
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masyarakat yang berdomisili di kelurahan raja seberang da]am-
wawancaranya

“Ya biasanya kalau mercka anu tu bu apa matikan api tu ya
masyarakat tu ikut juga gitu sama-sama matikan api gitu bu” (30
Agustus 2017)

dan, warga lainnya yaitu Kalpin dari kelurahan Mendawai Seberang -
yang diwawancarai, saat ditanyakan tentang hal-hal apasaja yang pernah
dikerjakan bersama BPBD, menyatakan bahwa
“Kegiatannya berupa memadamkan api jika terjadi kebakaran hutan
dan lahan dan kemudian jika terjadi banjir dilakukan
penanggulangan jika juga terjadi peristiwa orang tenggelam saya
juga ikut membantu dalam pencarian dengan turun langsung ke

lapangan membantu dalam menangani bencana yang terjadi” (05
September 2017)

Sedangkan warga lainnya M. Tasli yang diwawancarai sebagai berikut;

“saya terlibat melaksanakan BPBD waktu ada kebakaran bencana
di daerah sini kemaren pernah jadi saya ikut terlibat ikut memadam
juga disitu sama yang masyarakat sini lah sama-sama memadamkan
api gitu aja bu.. kadang kalau ada api saya informasikan saya
hubung-hubungi mereka yang punya nomer hp disaya lah bahwa
disitu ada tempat ini titik api saya memberikan informasi yang lain
lah..” (30 Agustus 2017)

Dukungan rhasyarakat dan komponen lainnya sudah pula dijabarkan pada
hasil penilaian kapasitas sebelumnya, yang menunjukkan dukungan masyarakat,

peran aktif dan keterlibatan, tingkat kepercayaan hingga program keberlanjutan.

Namun berbeda dengan‘ pendukung kerja BPBD secara eksternal,

pendukung Kapasitas BPBD secara internal BPBD terkait dengan bagaimana
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BPBD dapat mencapai Visi dan Misi, dan mampu mencapai tujuan yang
diinginkan, ini bisa dikatakan sebagai modal dasar dalam pengelolaan
sumberdaya, telah ditelaah berdasarkan penjelasan dan wawancara narasumber

penelitian dikategorikan dalam empat hal berikut :

1. Kesamaan Nilai dan Budaya

Sistem kekeluargaan dan nilai relawan, menjadi dasar para personil
BPBD menjalankan tugas dan fungsinya, kesepahaman ini menjadi pengikat
erat, dan modal dasar utama dalam bekerja demi pencapaian tujuan.
Ditegaskan dalam wawancara Kalak BPBD seperti berikut :

‘kalo SOP itu kita sudah punya tinggal bagaimana penerapannya, hanya
yang menjadi kendala adalah disiplin personil, itu yang terkadang
menjadi kendala dalam penanganan ketika untuk jaga di posko yang
seharusnya mempunyai tugas jaga di posko ia tidak dilakukan, tapi kalau
terjadi kebencanaan kita memiliki komitmen yang sama bahwa
kebencanaan harus segera diatasi, demikian.” (09 September 2017)

2. Komitmen bersama yang tinggi akan pelaksanaan kerja,

Kinerja bidang-bidang teknis dalam BPBD dikatakan cukup baik, dimana
masing-masing bidang menjalankan tugas pokok dan fungsi beserta uraian
tugasnya seoptimal mungkin, pelaksanaan kerja dilapangan, kemauan untuk
terus belajar, kebersamaan dalam penanggulangan bencana menjadi hal yang
paling utama dalam bekerja, disampaikan oleh Kepala pelaksana BPBD bahwa

«....kemudian kinerja bidang-bidang terkait sampai saat ini sangat bagus
waalaupun terbatas seperti yg disampaikan di awal kapasitas kita untuk
pelatihan kompetensi juga terbatas namun semangat dan kemampuan
untuk belajar, peningkatan kemampuan itu dilakukan oleh masing-
masing bidang dan masing-masing personil” (09 September 2017)
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Selain itu disampaikan pula oleh Kasi Pencegahan bahwa pencegahan dan
kesiapsiagaan para personil dalam menangani bencana saat darurat sangat baik.

“kita memiliki tim TRC yang akan turun pertama kali saat kejadian
bencana, dan tim inilah yang pertama-tama akan hadir di tempat bencana,
baru kemudian tim ini Japor ke posko jaga dan atau ke kantor, buat kasih’
tau baagaimana dan seperti apa kondisi lapangan, setelah itu barulah kita
bersama-sama turun menangani bencana. Kalo bencananya besar maka
hampir semua personil kita kerahkan kesana, bahkan kita juga minta
bantu dari pihak-pihak lainnya. (02 Agustus 2017)

3. Kepemimpinan yang kondusif

Disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bahwa
pemimpin yang ada sekarang (Kepala Pelaksana BPBD) mampu mengayomi dan
berperan sangat aktif dalam membina para staf di instansi

“yang menjadi kekuatan dari BPBD kemampuan pemimpin inilah yang
diharapkan bisa menempatkan personil sesuai kemampuan dan tahun
pertahun sudah bisa kita rasakan bahwa proses ini cukup mampu oleh
pimpinan ini kepala pelaksana menempatkan personel-personel yang
memang sudah ditempatkan melalui pembimbingan pembinaan baik itu
untuk level estelon 3 estelon 4 dan staff itu sudah bisa dipegang
pimpinan sehingga mereka akhirnya mampu untuk mencapai dari pada
kinerja nya ini bisa tercapai memang ada beberapa hal yang tidak
tercapai tapi scbagian besar sudah mampu kita ditanggulangi sendiri oleh
organisasi kemudian berkaitan dengan manajemen organisasi berkaitan
dengan sdm kemudian berkopetensi tetap organisasi eselon di BPBD
selama ini sudah melaksanakan itu” (04 Agustus 2017)

4, Koordinasi yang efektif
Koordinasi yang efektif ditunjukkan dari lancarnya arus komunikasi,
dikarenakan media informasi yang cukup membantu dalam mengkomunikasin

kejadian bencana, bahkan informasi dan laporan dari para pihak terkait.
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Secara internal, koordinasi yang epektif ditunjukkan dengan adanya pertemuan,
brefing, meeting dan rapat-rapat internal untuk memutuskan sesuatu atan pun
menyelesaikan masalah.

[ Hal ini terlihat sangat efektif, jika dihubungkan dengan tingkat konflik, dilihat
! , bahwa konflik internal BPBD sangat minim atau sangat jarang ditemukan..

! Penerapan koordinasi contohnya dilakukan pada saat penilaian maupun

penetapan keputusan atau masalah terkait dengan rencana da nisi strategis seperti

yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bahwa

N “Dalam melaksanakan penataan SDM di dalam maupun fungsi dari
personilnya berkaitan implimentasi strategis tentunya kita sudah
mempunyai pembinaan dan koordinasi melalui rapat-rapat terbatas baik
bidang maupun keseluruhan kita rapatkan personil dari BPBD. Jadi
dalam hal mengimplementasikan isu strategis itu sudah kita kordinasikan

| ! secara bersama kepala pelaksana kepala bidang maupun staf itu kita

| pertemukan dalam rapat bersama. Sejak berjalannya BPBD pada 2014 itu
|y kita masing bidang dan kepala pelaksana melakukan mengevaluasi

L seluruh personil kita layaknya dimana, kita evaluasi kemampuan dia,

' ~ sampai dimana intelektual dalam hal kebencanaan dan hasil dari
penilaian tersebut kita koordinasikan bersama kembali baik di masing-
masing bidang maupun di level kepala pelaksana’ (04 Agustus 2017)

b. Faktor Penghambat
: Berdasarkan telaahan dokumen Renstra BPBD Kotawaringin Barat
dinyatakan bahwa yang teridentifikasi sebagai kelemahan dan ancaman BPBD
Kotawaringin Barat adalah :
1. Tingginya tingkat ancaman risiko bencana Kabupaten Kotawaringin Barat
Skor Indeks Kerawanan Bencana menurut data BNPB tahun 2014 sebesar

144 = Tinggi
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Hal ini dinyatakan dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2014 yang

diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam

dokumen Rencana Strategis BNPB.

. Penanggulangan bencana belum terkoordinir secara terpadu dan terencana;

Yika dikatakan belum terkoordinir, hasil temuan di lapangan menunjukkan
bahwa penanggulangan bencana sudah memiliki koordinasi yang cuku‘p' di |
sebagian lini, hanya saja perencanaan yang sinergis antar lembaga/insta;x:si
baik swasta maupun pemerintahan dan masyarakat masih dilakukan parsial,
program dan kerja di lakukan masing-masing lembaga sesuai perencanaan
kerja masing-masing, dinyatakan pada hasil wawancara bersama Kepolisian
Resort Kotawaringin Barat

“Peranan instansi Polres Kotawaringin Barat dalam Penanggulangan
Bencana beperan sebagai preventive represive dan penegakan hukum,
kemudian untuk keterkaitan instansi kami dalam hal ini sebagai
penanggulangan bencana baik secara langsung ataupun tidak langsung,
yang langsung ini ketika ada melaksanakan penanganan titik api, tidak
langsung ini seperti contohnya baik itu upaya preventif maupun premetif,
namun tetap kita laksanakan langsung dari kepolisian sendiri mungkin
ada juga yang berkerja sama dengan instansi terkait apabila mungkin ada
undangan maupun bersama-sama dengan instansi terkait BPBD Kodim
maupun MA yang selama ini sudah dilakukan” (29 Agustus 2017)

Dan Kepala Manggala Agni DAOPS III Kalimantan Tengah menyampaikan

bahwa

“Manggala Agni pada dasarnya berada di bawah kementrian KLH dalam
hal ini UPTnya adalah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan
Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kalimantan dimana manggala
agni salah satu tupoksinya adalah penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan, dan di manggala agni itu ada beberapa kegiatan utama :
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(a)Yang pertama adalah kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
itu sendiri (b) Yang kedua melakukan pemadaman bencana kebakaran itu
sendiri (c) Yang ketiga adlh penanganan setelah tetjadinya kebakaran
hutan dan lahan. Keterlibatan dalam penanggulangan bencana yang
pertama kita juga terlibat dalam kegiatan pencegahan baik itu sosialisasi
di masyarakat, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada desa-desa
ataupun juga desa-desa binaan dari MA berupa MPA maupun desa dari
BPBD, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan pada pelaku-pelaku
usaha seperti juga perusahaan-perusahaan yang memiliki wilayah konsesi
Baik itu perusahaan perkebunan kelapa sawit perusahaan HTI, atau
TUPHH yang ada di Kab. Kotawaringin Barat itu semua adalah kegiatan-
kegiatan yang kita lakukan” (21 Agustus 2017)

. Kapasitas aparatur penanggulangan bencana masih belum memadat;

Kapasitas yang belum memadai, dimaksudkan sebagai latar
belakang keahlian dan kompetensi apparatur yang msih belum sesuai,
menurut Kalak BPBD dalam wawancaranya disampaikan bahwa :

“saat ini kita kekurangan tenaga-tenaga ahli yang ada di bidang
seperti Manajemen peralatan dan logistik kita hanya belajar bagimana
menajemen itu” (09 September 2017)

Selain itu dapat dilihat selain jumlah personil yang kurang, latar belakang
pendidikan aparatur masih sangat terbatas, terlebih lagi jika dikaitkan

pada professionalitas yang berbasis kebencanaan.

. Belum tersedianya kajian-kajian untuk pengurangan risiko bencana

. Belum tersedianya analisis risiko bencana hingga peta risiko bencana,

poin 4 dan 5 adalah satuan kebijakan yang menjadi dasar dalam
penanggulangan bencana, jika dokumen perencanaan termasuk kajian

detil kebencanaan Kabupaten Kotawaringin Barat, saat ini belum dibuat.
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BPBD Kotawaringin Barat memiliki dokumen Rencana Penanggulangan
Bencana yang berakhir masa berlakunya pada tahun ini, sehingga perlu
ditetaah ulang/diriview dan direncanakan kembali.
Berdasarkan ceklis dokumen memang belum ditemukan Rencana
Pengurangan Risiko Bencana, Rencana Kontijensi dan Rencana Aksi
yang menjadi pedoman umum pelaksanaan penanggulanéah bencana di
Kabupaten Kotawaringin Barat.
Hampir mirip dengan kelemahan dan ancaman pada BPBD Kotawaringin
Barat berdasarkan Renstra, penghambat Kapasitas BPBD secara internal BPBD
terkait dengan bagaimana BPBD dapat mencapai Visi dan Misi, dan mampu
mencapai tujuan yang diinginkan, ini bisa dikatakan sebagai modal dasar dalam
pengelolaan sumberdaya, dilihat oleh penulis seperti :
1. Keterbatasan sumberdaya
Keterbatasan sumberdaya meliputi sumberdaya keuangan, personil, sarana
dan prasarana.
Seperti disampaikan Kepala Pelaksana BPBD bahwa :

“saat ini kita kekurangan tenaga-tenaga ahli yang ada di bidang
seperti Manajemen peralatan dan logistik kita hanya belajar
bagimana manajemen itu” (09 September 2017)

Bahkan hal tersebut ditegaskan pula oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruski bahwa kemampuan individu yang sesuai dengan tugas dan

fungsinya diperlukan dalam penanganan kebencanaan.
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“Kemampuan individu ini yang harus pertu di pertimbangkan dalam
hal penanganan di BPBD jadi dalam kewenangan itu yang perlu
prakteknya pun tentunya selama ini yaitu terkendala kemampuan
individu aturan sudah dibuat tupoksi sudah dibuat uraian tugas sudah
dibuat tapi kemampuan individu karena dia basicnya bukan ahli
dalam hal kebencanaan maupun tidak memiliki jiwa relawan ini
yang perlu prioritas di penanggulangan bencana jiwa relawan itu
kuncinya nah itu yang menjadi bagaimana organisasi itu berjalan
baik jadi bagaimana individunya kemampuan individu yang menjadi
dasar pendukung daripada tugas masing-masing “ (04 Agustus 2017)

2. Regulasi yang belum menyeluruh, regulasi yang belum lengkap dapat dilihat
dari tabel ceklis poin dokumen aturan yang dimiliki bidang berdasarkan pada
tingkat kebutuhan aturan pelaksanaan di lapangan, terlihat bahwa BPBD
hanya masih mengacu pada aturan pusat yaitu kementrian dalam negeri dan
BNPB, sedangkan BPBD sendiri belum memiliki aturan sendiri yang di
desain dan dibuat berdasarkan kebutuhan dan lokalitas.

Selain itu hal ini dijelaskan pula dalam wawancara bersama Sekretaris BPBD
saat ditanyakan tentang aturan baku, ataupun aturan main organisasi,
disampaikan bahwa :

“Yang pertama perlu kita ketahui, operasional BPBD Kotawaringin
Barat itu mulai 1 januari 2014, nah dari segi perencanaan memang
disana sini kita masih mencari bentuk daripada rencana jangka
panjang... secara manajemen perencanaan, kita sudah menyusun
tapi itu kita sudah masuk tahun ketiga ini, untuk renstra kita
memang banyak kekurangannya (08 Agustus 2017)

Aturan baku yang belum menyeluruh juga disampaikan oleh penyataan
Kepala Seksi Rehabilitasi pada saat ditanyakan tentang aturan baku
pengelolaan infomasi dalam instansi, dinyatakan bahwa :

“Secara baku, standar operasional prosedur pengelolaan informasi
memang belum dibuat oleh BPBD” (04 Agustus 2017)
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Selaian itu saat ini aturan baku yang dibuat pemerintah daerah tentang
kebencanaan pun hanya dua, sehingga aturan-aturan yag digunakan oleh
BPBD Kotawaringin Barat lebih banyak aturan Perka BNPB, Peraturan
Pemerintah dan Undang-Undang yang pada kenyataannya adalah aturan-
aturan umum yang menyeluruh, sehngga seharusnya BPBD atau minimal
Pemerintah Daerah duduk bersama untuk merumu-skan regulasi kebencaan

sehingga dapat diterapkan dengan optimal.

C. Pembahasan

1. Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat
dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
Milen (2006) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individn,

organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara
efektif efisien dan terus menerus sedangkan Morgan merumuskan pengertian
kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai,
hubungan, prilaku, motivasi, sumberdaya dan kondisi-kondisi yang
memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector dan sistem yang
lebih Iuas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mercka dan mencapai tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu (Milen, 2006).

Kapasitas pada level lembaga/organisasi/instansi menunjukkan kebijakan
internal, sistem dan strategi, prosedur dan kerangka kerja yang membuat
organisasi mampu menjalankan perannya dengan baik, bekerja sistematis, efektif

dan efisien dalam secara bersama dalam selurth komnponen dalam rangka
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pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi termasuk di dalamnya kepemimpinan,
kemampuan bekerjasama/partnership, kemampuan mengelola konflik dan
perubahan, bahkan mampu beradaptasi dengan pe;kembangan dan memperbaiki
diri. Kapasitas BPBD Kotawaringin Barat dalam penanggulangan kebakaran lahan
dan hutan lebih ditekankan pada kapasitas inti internal organisasi dan kapasitas
fungsional terkait dengan pelaksanaan fungsi EPBD sebagai koordinator,
komando dan pelaksana, dan hal tersebut dihubungkan dengan tiga fase/tahapan
dalam penanggulangan bencana yaitu tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, tahap
penanganan darurat (pemadaman api) dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi

(pemulihan pasca kebakaran)

A. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pencegahan adalah fase penanggulangan bencana pada tahapan
prabencana, dimana kondisi normal tidak _texjadi bencana, sedangkan
kesiapsiagaan adalah fase penanggulangan bencana dimana terdapat potensi
bencana yang siap menjadi bencana kapan saja. Menurut UU No. 24 tahun 2007
dan dijabarkan dalam PP no. 21 tahun 2008 serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui

- pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam
bencana, sedangkan kesipasiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencan melalui pengorganisasian serta melalui langkah

yang tepat guna dan berdaya guna.
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Kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan meliputi pemetaan
risiko, identifikasi daerah rawan kebakaran dan menuangkannya dalam peta
rawan bencana, penyusunan rencana strategis penanggniangan bencana termasuk
di dalamnya rencana kontigensi dan rencana aksi penanggulangan kebakaran
lahan dan hutan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat termasuk
peningkatan kapasitasnya. Sedangkan kegiata;n kesiapsiagaan secara umum lebih
pada bagaimana menguatkan masyarakat untuk siap dan mampu menyelamatkan
dirinya untuk terhindar dari bahaya bencana, dan kegiatan yang dilaksanakan
dalam fase ini adalah penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana evakuasi,
penyusunan SOP tanggap darurat, pemasangan dan penguijian sistem peringatan
dini, ujicoba model dan sistem penanggulangan kedaruratan termasuk simulasi
penanggulangan bencana. Namun berbeda dengan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, karena tipikal bencana yang khusus,
dengan tidak adanya kegiatan evakuasi korban bencana maka kesiapsiagaan
lebih pada penyiapan sarana prasarana penanganan darurat termasuk peralatan
pemadaman dan inventarisir kemampuan dari semua lini, pengaktifan patroli,
pengaktifan satgas, pembentukan tim reaksi cepat/satuan reaksi cepat,
penyusunan struktur organisasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.

Istilah yang berbeda tentang kebakaran lahan dan hutan berdasarkan
aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.
p.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan

_ lahan, Kebakaran hutan dan laban atau karhutla adalah suatu peristiwa
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terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun perbuatan manusia,
sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian
ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik, dalam aturan yang sama disebutkan
pula bahwa pencegahan karhutla adalah semua usaha tindakan atau kegiatan
yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya

kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pada BPBD Kotawaringin Barat, fase pencegahan dan kesiapsiagaan
menjadi  kewenangan dan tanggungjawab Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan bidang mencakup

sosialisasi dan penyuluhan kebakaran lahan dan hutan, iklan masyarakat tentang

- bahaya kebakaran lzhan dan hutan pada Media TV LSokal, pemasangan

spanduk, pengaktifan patroli siaga, hingga simulasi pemadaman api. Jika ditinjau
berdasarkan implementasi enam komponen penilaian kapasitas yaitu orientasi
organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program,
keberlanjutan, dan kinerja organisasi, kapasitas ﬁmgsional dalam fase/tahapan
dinilai Cukup. Nilai cukup untuk kapasitas penyelenggaraan bencana dalam fase
ini menggambarkan bahwa penyelenggaran penanggulangan sudah pada taraf
koordinasi yang terstruktur, namun belum dalam kerangka kebijakan yang
menyeluruh, Jika digambarkan dalam sebuah bagan tentang kapasitas
pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan

seperti pada gambar 4.8.
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dipimpin, sehingga terjadi ketimpangan pelaksanazan kerja dan kesulitan dalam

menjalankan bidang secara sehat.

Namun komponen keberlanjutan dan kinerja bemilai cukup, bal ini
dittmukan bahwa bidang ini memiliki cukup banyak kemja yang
berkesinambungan dan meilbatkan banyak stakeholder, dimana peran koordinasi
juga dipegang oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.  Hal tersebut
ditunjukkan pada hasil penelitian, bahwa program pencegahan kebakaran lahan
dan hutan, dalam prakteknya telah dikerjakan dengan baik terdapat struktur
pengendalian, koordinasi yang baik lintas sektor namun yang menjadi
kekurangan dalam fase ini adalah pada standar baku kebijakan dimana belum
ditemukan rencana kontijensi, rencana aksi, prosedur baku operasional atau

standar operasional prosedur masih belum ditetapkan.

B. Penanganan Darurat

Berdasarican PP no 21 tahun 2008 secara umum peranganan darurat atau
lebih dikenal dengan istilah tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera sarana dan prasarana. Menurut
PermenLHK no. p.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pemadaman Kkarhutla
adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk

‘menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan danfatau lahan.
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Evakuasi pada penanganan darurat kebakaran lahan dan hutan lebih pada

penyelamatan tumbuhan dan satwa serta aset publik.

Pada BPBD Kotawaringin Barat, penanganan darurat atau tanggap
darurat menjadi kewenangan dan tanggungjawab Bidang Kedaruratan dan
Logistik. Pada bencana kebakaran lahan dan hutan, penanganan darurat adalah
tahapan yang menjadi titik berat penanggulangan bencana, karena disinilah
diperlukan kerjasama, koordinasi, keahlian, sarana prasarana lengkap hingga

pendanaan yang cukup.

Kapasitas lembaga/instgnsi/organisasi menjadi poin penting dalam
penyelenggaraan pada fase ini. Dalam penanganan darurat komponen kapasitas
terpenting adalah Tata Kepengurusan dan Manajemen Organisasi yang
menyangkut pembagian kekuasaan/wewenang, fungsi dan tugas pokok,
mekanisme pengambilan keputusan hingga mekanisme transparansi dan
akuntaibilitaé manajemen sumberdaya manusia, manajemen informasi,
manajemen keuangan, manajemen peralatan dan logistik, hingga mekanisme
pengelolaan dan penyelesaian konflik. Dalam tataran fungsi koordinasi
penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin
Barat tidak dilakukan sendiri oleh BPBD namun dilaksanakan secara tim lintas
sektoral seperti pada struktur satgas struktur satuan tugas pos komando
penanganan siaga darurat bcnéana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten
kotawaringin barat tahun 2017 schingga kapasitas lembaga sebagai koordinator

tentunya merupakan modal yang sangat penting.
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namun telah diteapkan dengan baik, seperti mobilisasi peralatan dan logistik di

lapangan, yang sayangnya belum memiliki SOP yang lengkap.

Nilai komponen tata kepengurusan pun berada pada level cukup, hal ini
dikarenakan bidang kedaruratan dan logistik memiliki tugas pokok fungsi dan
tujuan yang sangat jelas, yang sayangnya dalam pelaksanannya masih belum
dijalankan dengan lengkap dan menyeluruh. Nilai komponen manajemen
program dan keberlanjutan berada pada level kurang, hal ini dikarenakan temuan
di lapangan menunjukan bahwa beberapa fungsi kerja manajemen dikerjakan
oleh bidang lain, dan tidak ditangani langsung oleh bidang kedaruratan dan
logistik. Dalam hal manajemen sumberdaya manusia, Bidang kedaruratan dan
logistik sebagai penanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat/penanganan
darurat memiliki personil yang lebih lengkap di bandingkan bidang pencegahan
dan kesiapsiagaan yaitu 1 kepala bidang 2 kepala seksi dan 3 staff tapi
kompetensi keahlian para personil di bidang ini dapat dikatakan tidak sesuai.
Dan terkait pula dengan keberlanjutan, khususnya kaderisasi dan regenerasi bisa

dikatakan sangat kurang.

C. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Menurut PermenLHK no.p.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Penanganan
pasca karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi
inventarisasi, monitoring, dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau
lahan setelah terbakar. Pada BPBD Kotawaringin Barat, penanganan pasca bencana

menjadi kewenangan dan tanggungjawab Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
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lahan dan hutan yang dilaksanakan oleh BPBD Kotawaringin Barat secara nyata,
- memang telah ada sistem nilai yang dianut, visi misi dan tujuan yang dibuat,
kewenangan, tugas pokok dan fungsi, sayangnya terkait dengan bencana
kebakaran lahan dan hutan, semua itu belum dilaksanakan. Poin paling penting

dalam'penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah mengembalikan

kondisi areal terdampak bencana kembali seperti sedia kala atau bahkan lebih

baik, dan hal tersebut dapat dikerjakan jika perencanaan untuk melakukan
: rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dibuat. BPBD Kotawaringin Barat belum
i : memiliki rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi khusus bencana kebakaran
! lahan dan hutan, dan belum pernah mengkaji kebutuhan pemulihan paséa
kebakaran. Yang selama ini dilakukan hanyalah pengukuran luasan areal

terbakar.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah tahapan yang menyeluruh
| dari ketiga fase tersebut dan merupakan siklus jangka panjang dalam manajemen
pengelolaan kebencanaan, hal tersebut menjelaskan bahwa fungsi masing-masing
bidang dan fungsi penyelenggaraan bencana tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
Keseluruhan fungsi tersebut berada dalam satu kesatuan walaupun penilaian
. dilakukan per tahapan penyelenggaraan. Secara keseluiruhan kapasitas BPBD dalam
menyelenggarakan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan dapat

dikatan cukup, yang artinya Penyelenggaraan penanggulangan sampai pada taraf

koordinasi yang.terstruktur, pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat,
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rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam kerangka kebijakan yang belum

menyeluruh.

Seperti telah dijabarkan dalam pembahasan bahwa kekurangan-kekurangan
yang terjadi lebih disebabkan karena usia instansi ini yang belum cukup matang,
dengan pengalaman masing-masing individu dalam penanganan bencana bisa
dikatakan masih sangat minim. Sehingga selanjutnya perbaikan-perbaikan,

peningkatan dan pengembangan kapasitas sangat diperlukan.

. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas Badan Penanggulangan

Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
Faktor-faktor yang berpengaruh pada kapasitas lembaga menurut Supardal

dan Santoso (2004) adalah 1) tujuan atau nilai yang beda 2) adanya aturan main 3)
komitmen moral dan etos 4) kepemimpinan 5) organisasi sebagai wadah operasional
6) sarana dan prasarana.

Dalam penelitian ini ditemukan faktor pendukung dan penghambat kapasitas instansi

BPBD yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Faktor pendukung
Berdasarkan pada hasil temuan di lapangan, dapat dibandingkan dua
telaahan tentang faktor pendukung kapasitas penanggulangan bencana di BPBD
yang membandingkan antara dokumen renstra dan hasil wawancara, yang secara
terpisah menjadi faktor pendukung eksternal dan faktor pendukung internal
organisasi.

Faktor pendukung eksternal organisasi adalah :
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1. Adanya Komitmen pemerintah dalam pendanaan dan sarpras,

Sarana dan Prasarana merupakan komponen penting dalam organisasi,
sesuai fungsinya sarana dan prasarana adalah feols untuk mempermudah
pelaksanaan pekerjaan, mempercepat pelaksanaan pekerjaan, dan
meningkatkan produktifitas. Dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mengatasi kondisi
darurat bencana. -

BPBD Kotawaringin Barat menerima peralatan pendukung pelaksanaan
kerja, baik dari pemerintah provinsi maﬁpun pemerintah pusat, dan juga
pengadaan barang menggunakan dana pemerintah daerah kabupaten.
Adanya komitmen pemerintah baik kementrian lembaga, dan provinsi
dalam mendanai pengadaan sarpras menjadi dukungan penting. Namun
dalam pelaksanaannya komitmen ini memerlukan proses yang panjang,
sehingga terlihat menjadi dukungan semu dalam pelaksanaan kerja

dilapangan.

. Tingginya tingkat kepedulian para pihak akan bencana melalui dukungan

sumberdaya, sumber daya utama yang tersedia dari pihak lain adalah -

sumber daya personil.

. Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana
. Tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan bencana

. Tingginya kepercayaan masyarakat pada instansi
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Poin 2, 3, 4 dan 5 menunjukkan kepercayaan dan kepedulian dari
masyarakat, baik kalangan masyarakat umum, dunia usaha, lembaga
pemerintahan lainnya diluar BPBD. Tingkat kepedulian menunjukan
simpati dan empati atas para korban bencana. Masyarakat bukan hanya
é | relawan namun juga secara umum, sangat mudah memberikan bantuan dan

‘ . pertolongan bagi korban, baik diminta mupun secara sukarela.

Berdasarkan penelaahan dapat dirangkum hal-hal yang menjadi faktor
penghambat eksternal adalah :
| 1. Adanya komitmen pemerintah dalam pendanaan dan peningkatan sarana
prasarana penanggulangan bencana
2. Tingginya tingkat kepedulian para pihak dalam penanggulangan bencana

3. Tingginya kepercayaan masyarakat pada instansi

Hal positif internal yang mendukung kapasitas lembaga dijabarkan dalam uraian
berikut :
' 1. Kesamaan Nilai dan Budaya

Kesamaan nilai dan budaya akan membentuk persepsi dan pemahaman
yang hampir mirip, persepsi yang sama akan menjadi modal bagi organisasi
yang bergerak secara sinergis dan harmonis, pergerakan inilah yang akan
membuat pelaksanaan kerja, pencapaian tujuan manajemen organisasi, tata

kepengurusan, keberlanjutan dapat berjalan dengan baik. Supardal dan Santoso

(2004) berpendapat bahwa jika jajaran aparat pemerintah daerah yang jumlahnya

begitu banyak memiliki persepsi sendiri tentang apa yang mereka lihat dan salah
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memahami apa yang mereka lihat, maka apapun yang dilakukan -dapat
menimbulkan kesalahan langkah yang ditempuh bahkan menghambat
pencapaian visi dan misi.

Budaya Organisasi menurut Robbins (2001) dan Luthans (1998) dalam
Asri L. Riani (2011) berfungsi sebagai identitas tiap organisasi (sence of
identity), merajut sebuah komitmen untuk mencapai tujuan bersama, pemersatu
antara anggota organisasi, dan sebagai arah kendali untuk membentuk prilaku
anggota organisasi. Di BPBD Kotawaringin Barat, budaya kerja bersemangat
relawan, membentuk sikap siap turun tangan dan bekerja keras dalam menangani
darurat bencana seperti yang telah dipaparkan pada hasil penelitian.

Menurut Indrawijaya (1989) budaya kerja yang efektif akan membuat
hubungan kerja yang baik, komunikasi yang lebih terbuka, rasa kebersamaan dan
rasa turut memiliki serta tanggung jawab sehingga koordinasi pelaksanaan tugas
dan fungsi akan mudah dijalankan. Dukungan kesamaan nilai dan budaya kerja
terlihat pada BPBD Kotawaringin Barat, yang telah dijabarkan sebelumnya pada
hasil penelitian, temuan di lapangan semangat relawan menjadi bagian kerja
dalam penanggulangan bencana, nilai ini membuat kerja para bersonil menjadi

lebih lancar, yang terlihat datam kesigapan menanggapi informasi bencana.

. Komitmen bersama yang tinggi akan pelaksanaan kerja

Komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus dipegang teguh

oleh seluruh komponen yang terlibat dalam organisasi, komitmen menjadi dasar
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dari keseluruhan rancangan kegiatan yang akan dikerjakan organisasi, komitmen
bersama yang tinggi memperlancar kerja organisasi.

Kapasitas yang kuat ditandai dengan komitmen jangka panjang dari
semua pihak yang terlibat, terutama internal instansi. Komitmen bersama adalah
modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara
dengan baik, komitmen ini meliputi seluruh komponen yang ada dalam
organisasi, tanpa adanya komitmen baik dari level pimpinan hingga para

pegawai sangatlah mustahil tujuan, misi dan visi organisasi dapat dicapai.

Komitmen bersama para personil BPBD terlihat saat BPBD memiliki
tugas atau kerja, yang berhubungan dengan pihak luar. Pada saat pekerjaan
dilaksanakan seluruh personil meleburkan dirinya menjadi satu nama BPBD
Kotawaringin Barat tanpa Jagi memiliki egosentris kebidangan. Antar bidang
saling membantu, hal ini dilaksanakan bukan hanya pada saat menangani kondisi

darurat namun hampir di semua kegiatan.

. Kepemimpinan yang kondusif

Menurut Warsito dan Yuwono (2003) dalam konteks lingkungan
organisasi publik, kepemimpinan yang dinamis diperlukan untuk mengatasi
tantangan ke depan yang semakin kompleks dan realitas Kketerbatasan
sumberdaya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan yang kondusif
membuka Kkesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk

menyelenggarakan pengembangan kapasitas.

Tugas Akhir Program Master (TAPM)




43381.pdf

179

Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap
penyelenggaraan  pengembangan  kapasitas  individu/personal = dalam
lembaga/instansi karena pemimpin adalah orang yang memiliki andil besar
dalam usaha membawa pegawainya kearah kemajuan.

Selain itu dukungan aktif dan keterlibatan pimpinan dalam proses
manajerial operasional merupakan syarat penting dalam keharmonisan dan
kesinergisan pelaksanaan program dan kegiatan instansi, pimpinan yang efektif
mampu menjadi teladan dan menularkan kebiasaan kebiasaan positif kepada
pegawai, mampu memberdayakan staf serta mendorong tﬁmbuhnya daya kreasi
dan inovasi.

Pemimpin yang efektif juga mampu mendorong pegawai untuk
memberikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian visi, misi dan tujuan instansi.
Hasil penelitian pada BPBD Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa secara
berjenjang, praktek kepemimpinan efektif telah dijalankan dengan baik, adanya
komitmen keseluruhan dalam menjalan tugas dan fungsinya sesuai dengan
kewenangan, kewajiban dan hak. Hampir semua informan utaman (internal
BPBD) menyampaikan bahwa pimpinan mampu menggerakan personil dengan
baik, mampu melakukan control dan pengawasan, namun jawaban para informan
tidak menunjukkan secara spesifik upaya-upaya khusus dan sistematis yang
dilakukan oleh pimpinan untuk memotivasi dan memberdayakan pegawai dalam

meningkatkan kapasitasnya.

4. Koordinasi yang efektif
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Koordinasi dapat diartikan sebagai proses mempersatukan sumbangan-
sumbangan dari banyak pihak, dan sumber-sumber lainnya demi mencapai
maksud-maksud yang telah ditetapkan. Koordinasi dilaksanakan demi
mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan untuk
mencapai sebuah tujuan.

Koordinasi yang efektif membantu manajer untuk menintegrasikan
bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kekuatan untuk mencapai tujuan
bersama dengan keterbatasan sumberdaya. Koordinasi merupakan salah satu
fungsi pokok manajeman dan selalu diperlukan dalam sebuah organisasi, terlebih
lagi organisasi yang besar dan kompleks seperti kelembagaan pemerintah
daerah. Tujuan diadakannya koodinasi adalah untuk penyatupaduan gerak dari
seluruh potensi unit-unit organisasi yang berbeda fungsi agar benar-benar
mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian tujuan
organisasi dengan efisien (Nugraha, 2004). Koordinasi yang efektif telah tercipta
di BPBD Kotawaringin Barat dan hal ini mendukung kapasitas lembaga.
Teknologi dan informasi memudahkan koordinasi, penggunaan telepon seluler
sehingga tanpa duduk bersama dalam ruangan rapat khusus banyak hal bisa
disambungkan dengan saling memberi informasi. Adanya grup whatsaapp dalam
link internal instansi dan link ekternal sangat memudahkan.

Koordinasi yang efektif ini yang memudahkan BPBD untuk bergerak
menangani bencana khususnya dalam fase penanganan darurat. Koordinasi “yang

efektif dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan ditunjukan
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pada saat penanganan darurat, dimana kinerja penanganan darurat bencana baik
di lapangan, koordinasi yang efektif juga ditunjukan saat penyebaran informasi
yang sangat singkat lintas instansi sechingga waktu tanggap atas kejadian

kebakaran lahan dan hutan menjadi lebih singkat.

. Faktor penghambat
Berdasarkan pada hasil temuan di lapangan, dapat dibandingkan dua telaahan
tentang faktor penghambat kapasitas penanggulangan bencana di BPBD
Kotawaringin Barat berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi dari
dokumen rencana strategis BPBD Kotawaringin Barat dapat dibandingkan
secara terpisah antara faktor penghambat eksternal dan faktor penghambat
internal organisasi. |
Menurut dokumen rencana strategis BPBD Kotawaringin Barat yang
menjadi faktor penghambat adalah :
1. Tingginya tingkat ancaman risiko bencana Kabupaten Kotawaringin
Barat
Kabupaten kotawaringin barat berdasarkan indeks Risiko bencana tahun
2013 menempati posisi 161 dari 329 Kabupaten/Kota dengan nilai 144
yang berada dalam kategori tinggi. Kategori tinggi ini menunjukkan
bahwa ancaman bencana bernilai tinggi, nilai kerentanan tinggi dan
kapasitas yang kurang, sesuai dengan prinsip penghitungan risiko bahwa
risiko bencana adalah ancaman bencana dikalikan kerentanan dan dibagi

dengan kapasitas,
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Tingkat ancaman yang tinggi tentunya berpengaruh pada jumlah
pekegaan yang diharus dilakukan, namun menurut penulis tingkat
ancaman ini bukanlah hambatan bagi pekerjaan yang harus dilaksanakan
BPBD tapi merupakan tantangan kerja yang harus ditakfukan.

Faktor ini dapat diminimalisisr dengan melakukan proyek pengurangan
risiko bencana dengan menurunkan tingkat ancaman, atau menambah
tingkat kapasitas, baik kapasitas masyarakat maupun kapasitas lembaga
yang bergerak dalam penanggulangan bencana.

. Penanégulangan bencana belum terkoordinir secara terpadu dan
terencana. |

Di lapangan, seperti yang dijabarkan pada hasil, koordinasi dan
keterpaduan penanggulangan bencana sudah dilakukan, dengan adanya
posko bersama dan tim satgas gabungan mulai tahun 2015 sampai tahun
ini, yang lebih tepat dalam hambatan untuk koordinasi lintas sektor
adalah tingkat efektivitasnya.

. Kapasitas aparatur penanggulangan bencana ;rlasih belum memadai,

Hal ini, menjadi hambatan inti. Kapasitas aparatur terutama kompetensi
dan keahlian, adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan
penanggulangan bencana, sehingga faktor penghambat ini lebih tepat
dikategorikan dalam hambatan internal.

. Belum tersedianya kajian-kajian untuk pengurangan risiko bencana

. Belum tersedianya analisis risiko bencana hingga peta risiko bencana
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Poin keempat dan kelima mengacu pada hal yang sama yaitu Regulasi,
Regulasi Kebencanaan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat secara khusus
belum dibentuk, sehingga hal ini membatasi gerak kerja BPBD Kotawaringin Barat
karena belum dilakukan kajian-kajian kebencanaan secara menyeluruh, dan belum
lengkapnya peta-peta kebencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana.

Satu hal yang menjadi hambatan yang juga berpengaruh secara eksternal
pada proses penanggulangan bencana yaitu belum adanya Forum Komunikasi
Kebencanaan, Forum yang berjenjang ini berdasarkan fungsinya mampu
meningkatkan kapasitas. Dalllam forum inilah komunikasi intensif antar sektor dapat
dilakukan, sharing informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berbagi
solusi untuk mengatasi bencana dapat dilakukan. Maka secara ekternal, dapat
dirangkum hal-hal yang menjadi faktor penghambat adalah :

1. Belum tersedianya kajian-kajian untuk pengurangan risiko bencana

2. Belum tersedianya analisis risiko bencana hingga peta risiko bencana,

3. Belum dibentuknya forum komunikasi kebencanaan lintas sektor di Kabupaten
Kotawaringin Barat

Sedangkan paparan hasil-hasil wawancara dan observasi di lapangan yang
menjadi penghambat internal kapasitas lembaga adalah :

1. Keterbatasan sumberdaya, dalam hal ini Keterbatasan personil/pegawai beserta

kompetensi keahllian yang diperfukan dan keterbatasan anggaran dan pendanaan
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serta keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan dan
hutan.

Dijelaskan bahwa dengan cakupan areal kerja yang luas dan personil

yang hanya berjumlah 31 orang, dan tidak semua berkeahlian khusus
penanganan kebencanaan maka tingkat kemampuan sumberdaya personil, amat
terbatas.
Sumberdaya manusia dalam sebuah organisasi merupakan modal dasar penting
untuk mewujudkan tujuan organisasi, sehingga jumlah personil organisasi yang
optimal, kompetensi yang sesuai, pengetahuan yang luas sangat berpengaruh
pada kinerja organisasi untuk mencapai tujuannya. Selain itu juga diperlukan
perilaku dan etika kerja yang baik. SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika
dalam bekerja akan mampu menjadi pribadi teladan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan
penanggulangan bencana merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan
penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi dapat beﬁalan secara efekif dan efisien, kelengkapan sarana
prasarana berbanding lurus dengan kapasitas organisasi. Kapasitas yang baik
didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, sarana dan prasarana minimal
akan menhasilkan kerja yang minimal pula, membutuhkan waktu lebih lama

untuk menangani bencana.

. Regulasi yang belum menyeluruh, belum adanya aturan baku standar operasional

administrasi di lapangan menjadi peghambat dalam pergerakan penanganan
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bencana, sehingga di lapangan kadang terdapat konflik penanggungjawab
administrasi pelaporan, dapat dikatakan sebagai ketidakjelasan reguiasi. -
Kejelasan regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan
organisasi dalam pencapaian visi dan misinya, ketersediaan dokumen
operasional menjadi pedoman bagi pegawai dalam menjalankan pekerjaan
sehari-hari, sekaligus memberikan jaminan pelaksanaan kerja yang berkualitas.
Belum adanya aturan baku dan standar operasional menyebabkan pekerjaan

tidak dijalankan secara optimal, walaupun secara keseluruhan pekerjaan dapat

diselesaikan namun, pekerjaan tersebut tidak mencapai kualitas terbaik.

Terlihat pada BPBD Kotawaringin Barat bahwa regulasi hampir sebagian

besar belum dibuat, salah satu contohnya tidak adanya SOP pengelolaan
informasi menyebabkan bias penanganan di Lapangan, bukan hanya itu saja
l bahkan SOP administrasi diluar SOP teknis belum dibuat, jika SOP administrasi

masih dimungkinkan untuk merujuk pada SOP instansi yang lebih tinggi,

berbeda dengan SOP teknis yang memerlukan adaptasi berdasarkan lokalitas.

Proyeksi kedepan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat adalah pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD yang optimal.
Penanganan kebencanaan bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk
tanggap darurat bencana saja, penanggulangan bencana merupakan suatu sikius kegiatan

baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat serta saat pasca bencana

‘ (kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana,

rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan dan melibatkan berbagai sektor
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serta komponen masy;m'akat pada berbagai tingkat. Oleh karena itu kedepan diperlukan
adanya kajian yang komperhensif dalam perencanaan penanggulangan bencana di
Kabupaten Kotawaringin Barat serta menanamkan kesadaran kepada masyarakat dan
seluruh komponen aparutur penanggulangan terhadap pentingnya upaya pengurangan

resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawacara dan pembahasan yang dilakukan peneliti maka

penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan kapasitas BPBD berada pada
kategori cukup yang ditunjukkan dengan keberhasilan kerja bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menjalankan fungsi organisasinya
sehingga mampu menekan jumlah kebakaran namun masih dengan kekurangan
di banyak hal. Pada tahap penanganan darurat berada pada kategori cukup
yang dijabarkan dalam hasil penelitian bahwa keberhasilan kepengurusan dan
manajemen organisasi tim terpadu mampu mengurangi luas kebakaran setiap
tahunnya. Hal yang berbeda terjadi pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,
kapasitas pada tahap ini berada pada kategori kurang, karena pengerjaan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipersepsikan dalam lembaga BPBD masih
terbatas pada pemulihan fisik dan sosial ekonomi belum tersentuh pada
pemulihan lintas sektor dan lingkungan sehingga program pemulihan pasca
bencana kebakaran lahan dan hutan belum menjadi target dan sasaran kegiatan
pada bidang yang membawahi tugas ini.

2. Secara keseluruhan Kapasitas BPBD Kotawaringin Barat dalam
penyelenggaraan kebakaran lahan dan hutan, berada pada kategori cukup yang

diartikan bahwa penyelenggaraan manajerial sebagian telah dilaksanan secara
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sistematis, dan penyelenggaraan penanggulangan sampai pada taraf koordinasi
yang terstruktur, dalam kerangka kebijakan yang belum menyeluruh. Hal
tersebut telah disampaikan dalam hasil dan pembahasan bahwa secara praktek
di lapangan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan sudah dilaksanakan
secara maksimal dalam ukuran kemampuan penyelenggaraan penanggulangan
bencana oleh BPBD Kotawaringin Barat, namun kebijakan baku keseluruhan
dan nota kesepahaman antar pihak belum terharmonisasi dengan baik,
sehingga perlu dilaksanakan peningkatan koordinasi sampai pada taraf efektif.
Secara terpadu penyelenggaraan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat
dapat dikatakan cukup berhasil dengan adanya dukungan lintas sektor yaitu,
BPBD, Dinas Satpol PP dan Damkar,TNI, Polres, Manggala Agni, BKSDA,
BMKG,TNTP, pihak Kecamatan, Desa dan Masyarakat yang menjadi bagian
dalam tim gabungan pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten
Kotawaringin Barat
. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kapasitas BPBD
KOTAWARINGIN BARAT dalam penyelenggaraan penanggulangan
kebakaran lahan dan hutan adalah :
a. Faktor pendukung
1) Kesamaan nilei dan budaya menjadi faktor pendukung yang sagat
berarti, sikap relawan dan patriotisme yang dimili personil membuat
kapasitas perorangan dalam BPBD KOTAWARINGIN BARAT

cukup dapat diandalkan,
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Komitmen bersama yang tinggi, dimana semué pihak merasa bagian

dari tim untuk menangani bencana selain juga merasa bahwa tugas dan
tanggung jawab adalah beban yang harus dilaksanakan,
Kepemimpinan yang kondusif, BPBD KOTAWARINGIN BARAT
memiliki kepala pelaksana yang menjadi teladan yang baik dan
barisan level kedua manajerial juga cukup mampu membina bawahan
dan staf.

Koordinast yang efektif, baik secara internal maupun eksternal
koordinasi penanggulangan bencana cukup bagus. Terbentuknya
koordinasi yang optimal dengan stakeholder tim kerja yang sangat
baik dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran
lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi fakor
utama pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Dukungan eksternal instansi dengan adanya komitmen pemerintah
dalam pendanaan dan peningkatan sarana prasarana penanggulangan
bencana, tingginya tingkat kepedulian para pihak dalam
penanggulangan bencana dan tingginya kepercayaan masyarakat pada
instansi, menjadikan keberlanjutan program dan kegiatan
penanggulangan bencana oleh BPBD Kotawaringin Barat dapat

berlangsung baik.
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b. Faktor penghambat

1y

2)

3)

Keterbatasan sumberdaya, khususnya keterbatasan sumberdaya
personil, baik dalam jumlah maupun kompetensi, selanjutnya
keterbatasan  peralatan serta anggaranr dan  pendanaan
penyelenggaraan bencana terkait dengan hal itu juga Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Dana Siap
Pakai penyelenggaraan bencana, dan

Regulasi yang belum menyeluruh, dalam skala Kabupaten belum ada
regulasi khusus peraturan penanggulangan kebencanaan, sehingga
regulasi turunan dibawahnya belum juga dibuat. Selain itu belum ada
aturan baku setingkat teknis dan SOP administrasi yang dibuat oleh
BPBD KOTAWARINGIN BARAT menjadi hambatan dalam
penyelenggaran penanggulangan bencana.

Hambatan eksternal adalah belum tersedianya kajian-kajian untuk
pengurangan risiko bencana, belum tersedianya analisis risiko
bencana hingga peta risiko bencana Belum dibentuknya forum
komunikasi kebencanaan lintas sektor di Kabupaten Kotawaringn
Barat menjadi faktor pembatas gerak BPBD Kotawaringin Barat
dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan

penanggulangan bencana secara terpadu.
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B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan hingga kesimpulan, terkait dengan kapasitas

BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1.

b)

d)

2.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kdtawaringin Barat, dalam

mengatasi faktor penghambat agar dapat melakukan :

Pembenahan sistem manajemen sumberdaya sehingga dapat mengoptimalkan
sumberdaya yang ada, melakukan penyebaran pengetahuan sehingga
regenerasi dan kaderisasi dapat berlangsung optimal. Selain itu dapat pula
diusulkan penambahan personil dengan kompetensi dan keahlian yang sesuai
dengan kebutuhan Instansi.

Membuat kebijakan dan aturan strategis teknis berupa Standar Operasional
Prosedur administrasi semua bentuk penyelenggaraan manajemen di dalam
instansi, sehingga memudahkan pelaksanaan kerja dalam instansi

Terkait dengan sumberdaya peralatan BPBD KOTAWARINGIN BARAT
dapat melakukan terobosan — terobosan dengan pembuatan Nota Kesepahaman
tertulis dengan pihak swasta atau dunia usaha untuk dapat meminjamkan atau
menjadi bagian dari pengerahan sumberdaya peralatan dalam penanggulangan
bencana.

Optimalisasi program dan kegiatan dengan melakukan kerjasama dengan
sektor lain untuk meningkatkan keberhasilan penanganan kebakar:;m lahan dan
hutan

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
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a) Membuat kebijakan dan aturan strategis berupa peraturan daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat yaitu Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana
Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat

b) Menyediakan anggaran yang memandai untuk pengembangan sistem
penyelenggaran penanggulangan bencana khususnya kebakaran lahan dan
hutan lebih lanjut sehingga sistim tersebut me;ldakup semua wilayah di
Kabupaten KotaWa;ingin Barat dan mencakup segala pihak terkait.

¢) Membentuk forum komunikasi bencana tingkat kabupaten dengan
mengikutsertakan semua pihak, sebagai bagian dari langkah awal
peningkatan koordinasi sampai pada taraf efektif.

3. Untuk Stakeholders Kabupaten Kotawaringin Barat
1. Meningkatkan koordinasi antar pihak, ikut serta dan terlibat aktif
dalam forum kominukasi kebencanaan bentukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Menjalin kemitraan antar pihak, membangun koordinasi dengan
menjalankan sistem informasi pengurangan risiko bencana terpadu

satu link.
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Lampiran 1. PEDOMAN WAWANCARA
PEDOMAN WAWANCARA
A. Macam Wawancara
Menurut Moleong (2004 : 186) wawacara adalah percakapan yang dilakukan dengan
maksud tertentu oleh pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
wawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara garis
besar, Esterberg dalam Sugiyono (2008:319) mengemukakan beberapa macam wawacara,

sebagai berikut :

1. Wawancara terstruktur
‘Wawancara terstruktur digunakan sebagai tekmk pengumpulan data, bila peneliti telah
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yangé,r akan diperoleh. Dalam hal ini,
peneliti telah menyiap instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang
alternatif jawabanya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara terstruktur,
pengumpulan data dapat dilakukan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan
data, yang mana Guba dan Lincoln dalam Moleong (2004:188) menyebutkan dengan
istilah wawancara tim atau panel.Selain mempersiapkan instrumen sebagai pedoman
wawancara, peneliti dalam wawancara terstruktur mempersiapkan dan menggunakan
alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lainya yang dapat
membaﬁtu pelaksanaan wawancara berjalan lancar.

2. Wawancara semistruktur lebih bebas jika dibandingkan Wawancara terstrutur. Tujuan
dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,
dimana pihak terwancara diminta pendapat, dan ide-idenya

3. Wawancara tak berstruktur

Wawancara ini adalah wawancara bersifat bebas di mana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan Jengkap untuk
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pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis
besar permasalahanya yang akan ditanyakan. Wawancara tak berstruktur yang disebut
jugﬁ wawancara terbuka, digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk
penelitian - yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada peneliti
pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau
permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menemukan secara pasti
permasalahan apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tak berstruktur, peneliti
belum mengetahui se;cara pasti data.apa yang akan diperoleh, schingga peneliti lebih
banyak mendegark-an apa yang diceritakan oleh narasumber, maka peneliti dapat

mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada svatu tujuan.
B. Langkah-langkah dalam wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dalam peneliti kualitatif memiliki beberapa
langkah-langkah, seperti yang ditemukan oleh lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2008:

219) yaitu :

1. Menetapkan kepada siapa wawancara akan menjadi bahan pembicaraan

2. Menyiaﬁkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
3. Mengawali atau membuka alur wawancara

4. Melangsungkan alur wawancara

5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya

6. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan Japangan.

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh
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C. Jenis Pertanyaan dalam Wawancara

Salah satu hal yang pokok dalam mempersiapkan suatu wawancara adalah berkenan
dengan pertanyaan apa yang perlu ditanyakan kepada nara sumber. Patton dalam

Moleong (2004 :192) mengemukakan enam jenis pertanyaan sebagai berikut :
1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku

Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dibuat dan telah diperbuat seseorang.
Pertanyaan demikian diajukan bertujuan untuk mendeskripsikan pengelaman,
perilaku, tindakan, dan kegiatan yang dapat diamati pada waktu kehadiran

pewawarncara.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai

Pertanyaan jenis ini ditujukan untuk memahami proses kognitif dan interpretatif dari
subjek. Jawaban terhadap pertanyaan ini memberikan gambaran kepada peneliti
mengenai apa yang dipikirakan tentang dunia atau tentang svatu program khusus.

Pertanyaan itu menceritakan tujuan, keinginan, harapan, dan nilai.

3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan
Pertanyaan demikian ditujukan untuk dapat memahami respons emosional seseorang
berhubungan dengan pengelaman dan pemikirannya.

4. Pertanyaan tentang pengetahuan diajukan untuk memperoleh pengetahuan faktual
yang dimiliki responden dengan asumsi bahwa snatu hal dipandang dapat diketahui.

5. Pertanyaan yang berkaitan dengan indra
Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasakan, dan
dicium, Maksud pertanyaan ini adalah memberikan kesempatan kepada pewawancara

untuk memasuki perangkat indara nara sumber.
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6. Pertanyaan yang barkaitan dengan latar belakang atau demografi
Pertanyaan ini berusaha menemukan ciri-ciri pribadi orang yang diwawancarai.
Jawaban terbadap pertanyaan —pertanyaan itu membantu pewawancara menemukan

hubungan narasumber dengan orang lain.

Pertanyaan-pertanyaan baku berkaitan dengan usia, pendidikan, pekerjaan, tempat

tinggal atau mobilitas.
D. Mencatat hasil Observasi dan Wawancara

Peneliti Kualitatif mengadalkan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data
dilapangan. Pada waktu di lapangan peneliti membuat catan yang segera setelah itu akan
disusun n-lenjadi sebuah catatan lapangan. Catatan yang dibuat di lapangan sangat beda
dengan catatan lapangan. Catatan yang dibuat peneliti di lapangan dapat berupa coretan
seperlunya yang sangat dipersingkat, yang berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi
pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, diagram, dan lain-lain. Catantan itu
berguna hanya sebagai alat perantara yaitn antara apa yang dilihat, didengar,
dirasakan dicium, dan diraba dengan catatan sebenarmnya dalam bentuk catatan Japangan.
“sederhana dilapangan diubah kedalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan
lapangan. Bogdan dan Biklen datam Moleong (2004 : 209) mengemukakan bahwa catatan
lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, di;l.ihat, dialami, dan dipikirkan
dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam peneliti kualitatif. Pada

dasarnya catatan lapangan berisi dua bagian yaitu :

1. Bagian deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan,

dan pembicaraan.

4|Pedoman Wawancara




43381.pdf

2. Bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, gagasan, dan
kepeduliannya. Proses pencatan lapangan dilakukan setiap kali peneliti selesai

mengadakan observasi atan wawancara.

ﬁas’ﬂ peneliti dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila
didukung oleh dokumen-dokumen yang kredibel yang dapat berupa dokumen resmi
berupa dokumen internal seperti memo, pengumuman, istruksi, aturan suatu lembaga
masyarakat tertentu, laporan rapat, surat keputusan dan dokumen eksternal yang berisi
bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga Sosial, misalnya majalah,

buletin, dan berita media massa.

Dalam melakukan penelitian yang mengambil judul ‘Kapasitas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah kabupaten Kotawaringi Barat dalam penanggulangan bencana kebakaran
hutan dan lahan “ penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview).
Pedoman wawancara ini sebagai upaya untuk menggali segala aspek informasi terhadap
pihak-pihak yahg berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan berkembang
sesuai dengan poin-poin telah disusun berdasarkan pada penilaian kapasitas menggunakan

metode OCPAT berdasarkan pada enam komponen penilaian seperti pada tabel berikut :

Neo Kom-p Onen | Sub Komponen Pertanyaan Informan
Penilaian
’ Filisofi Organisast | Bagaimana Rumusan Visi, Misi Tujuan Kalak BPBD
Organisasi? Sekretaris
Kabid RR
Isu Strategis Apa saja isu-isu strategis yang terkait Kalak BPBD
dengan organisasi? Sekretaris
. . Bagaimana isu-isu strategis tersebut terkait | Kabid RR
Opentast dengan visi, misi dan tujuan?
& Sistem Nilai dan Apa saja nilai dan sistem nilai yang dianut Kalak BPBD
Penerapannya organisasi? Sekretaris
Kabid RR
Peran Organisasi Apakah struktur organisasi sudah sesuai Kalak BPBD
dengan orientasi organisasi? Sekretaris
Kabid RR
Taa Pembagian Hat-hal apa yang mendasari pembagian Kalak BPBD
Kekuasaan dan wewenang? Sekretaris
Kepengurusan Wewenang Siapa saja yang terlibat dalam penentuan Kabid RR
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kewenangan tsb?

Bagaimana proses penempatan personil pada
bagian-bagian organisasi?

Adakah konflik kepentingan dalam
pemilihan tsb?

Adakah pertukaran/Pergantian personil
secara regular?

Mekanisme Bagaimana mekanisme pengambilan Kalak BPBD
Pengambilan keputusan dalam organisasi? Kasi RR
Keputusan Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan | Kabid RR
keputusan?
Adakah dominasi pengambilan keputusan?
Mengapa hal tersebut terjadi?
Apakah mekanisme pengambilan keputusan
dijalankan sesuai sesuai dengan
kekuasaan/kewenangan atau fungsiftugas
pokok masing-masing bagian?
Mekanisme Bagaimana sistem pelaporan pada BPBD Kasi
Transparansi dan Pengukuran kinéria Perencanaan
Akuntabilitas Publikasi kepada masyarakat umum Sekretaris
Kasi UKP
Kasi
Rehabilitasi
Manajemen Seperti apa komposisi staf saat ini Kalak BPBD
Surnberdaya Adakah sistem dan prosedur manajemen Kasi UKP
Manusia SDM lembaga yang baku dan Kasi
terimplementasi? Rehabilitasi
Apakah ada skema pengembangan SDM?
Apakah dijalankan secara konsisten?
Manajemen Adakah aturan baku terkait manajemen Kalak BPBD
Informasi informasi? Sekretaris
Bagaimana proses pengumpulan dan Kasi
pengolahan informasi dilakukan? Pencegahan
Siapa yang melakukan? Kasi
Rehabilitasi
Manajemen Adakah aturan baku menyangkut manajemen | Kasi Keuangan
Keuangan keuangan? Kasi
Bagaimana mekanisme kontrol kenangan? Perencanaan
Siapa saja yang memiliki akses terhadap
Manajemen infonpasi keuangax_l? ]
Organisasi Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban
kenangan dilakukan?
Bagaimana laporan kevangan disusun
Siapa saja yang terlibat dalam
penyusunannya?
Manajemen Adakah sistem baku pengelolaan logistik Kabid
Peralaian dan dan peralatan ? Kedaruratan dan
Logistik Apakah diaplikasikan secara konsisten? Logistik
Adakah bagian khusus yang melakukan Kasi Logistik
pengelolaan? Bagian apa?
Bagaimana mekanisme kontrol penggunaan | Manggala Agni
peralatan? Polres
Adakah sistem mobilisasi peralatan, logistic? | TNI
Bagaimana pendistribusian dalam
Penanggulangan Bencana?
Manajemen Kantor | Adakah sistem baku pengelolaan kantor? Kalak BPBD
Apakah dilaksanakan secara konsisten? Kasi UKP
Adakah bagian khusus yang melakukan Kabid RR
pengelolaan? Bagian apa? Kasi
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Apakah sumberdaya-sumberdaya organisasi | Rehabilitasi
dimanfaat secara adil dan oleh seluruh staff?
Mekanisme Bagaimana Organisasi menyelesaikan Kalak BPBD
Pengelolaan konflik? Kasi UKP
Konflik Apakah penyelesaiannya dilaksanakan Kasi
secara adil? Adakah mekanisme baku Rehabilitasi
penyelesaian konflik untuk mengatasi
persoalan persoalan internal? Adakah
potensi konflik pemilihan strategi organisasi
yang fergabung dalam jaringan kerja
tersebut?
Pendekatan Apa pendekatan yang digunakan dalam Kabid RR
Pengelolaan pengelolaan program? Kasi
Program Apakah pendekatan $sb digunakan dalam Rehabilitasi
setiap tahapan/proses pengelolaan program | Kabid
Dalam perencanaan, implementasi dan Pencegahan dan
monitoring? Kesiapsiagaa
Apakah dilaksanakan pengembangan
monitoring sesuai pendekatan yang
digunakan?
Apakah dilakukan monitoring secara
regular?
Apa yang dilakukan terhadap hasil
monitoring 1sb?
Apakah dilakukan evaluasi program?
Sejauh mana hasil evaluasi dimanfaatkan
‘ untuk perbaikan strategi program?
Manajemen Pelibatan Penerima | Adakah masyarakat terlibat dalam Sekretaris
Program Manfaat penyustunan program kunci/program inti Kasi
organisasi? Perencanaan/Pe
Bagaimana prosesnya? Apakah masyarakat | nyusunan
memiliki peran aktif dalam Program
progranvkegiatan organisasi?
Apakah ada keterlibatan pihak ketiga Kasi
(instansi swasta — pihak dunia usaha) dalam | Pencegahan dan
program/kegiatan organisasi? Kesiapsiagaan
Bagaimana model keterlibatannya? Instansi Luar
BPBD
Proses Apakah ada mekanisme pernbelajaran dalam | Kalak BPBD
pembelajaran organisasi? Kabid RR.
Apakah pembelajaran dilakukan secara
konsisten? Apakah organisasi terus
’ bertumbuh memperbaiki diri? Bagaimana
organisasi memanfaatkan hasil pembelajaran
tersebut?
Mobilisasi Apa strategi yang dilakukan organisasi Kabid
Sumberdaya dalam menggalang/memobilisasi Kedaruratan dan
sumberdaya Logistik
Sumberdaya apa saja yang dimobilisasi?
Instansi luar
BPBD
. Kaderisasi/Regener | Adakah upaya-upaya melaksanakan Kalak
I&;?-Ianj utan asi regenerasi personil? Sekretaris
aga Apa strategi yang dijalankan?
Adakah upaya organisasi untuk memastikan
bahwa keahlian individu bisa
didistribusikan?
Adakah penyebarluasan pengetaluan
sehingga tidak terjadi keahlian terpusat?
Kepercayaan dan Apakah lembaga mengembangkan Masyarakat
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Legitimasi Publik

mekanisme khusus untuk berinteraksi dan
berkomunikasi dengan publik termasuk
komunikasi tentang perkembangan
pencapaian visi dan misi organisasi dan
pemanfaatan sumber daya organisasi?
Seperti apa mekanisme yang telah
dijalankan?

Apakah dilaksanakan regular?
Sejauhmana tingkat keberhasilannya selama
ini?

Bagaimanakah persepsi publik terhadap
organisasi selama ini?

Apakah terjadi perubahan persepsi publik
setelah terjadi interaksi dan komunikasi?

Instansi Luar
BPBD

Kinerja
QOrganisasi

Penguatan proses
kualitas
pemberdayaan
masyarakat

Bagaimana kinerja organisasi dalam setiap
sub komponen organisasi?

Apa dampaknya bagi layanan terhadap
masyarakat?

Apakah ada harmonisasai kerja antara
organisasi dan masyarakat?

Apakah terdapat pelibatan masyarakat pada
program dan kegiatan yang dilaksanakan
organisasi?

Kecamatan
Masyarakat
Instansi Luar
BPBD

Penguatan tingkat
kepercayaan
masyarakat

Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap organisasi?

Apakah terdapat kerjasama antara organisasi
dan masyarakat?

Adakah jejaring komunikasi antara
masyarakat dan organisasi?

Apakah komunikasi dilzksanakan secara
regular?

Seberapa penting masukan dari masyarakat
diambil/dijadikan patokan dalam
perencanaan program dan kegiatan
organisasi?

Kecamatan
Masyarakat
Instansi Luar
BPBD

Perluasan
intensifikasi
hubungan kegja

Apakah organisasi memiliki hubungan
kerja/partnership dengan pihak lain?
Pihak manasaja yang terkait?
Bagaimanakah hubungan kerja itu dibentuk?
Sejauh mana hubungan kerja antara
organisasi dengan stakeholder dalam
program dan kegiatan yang dilaksanakan?
Apakah terdapat fungsi koordinasi?
Adakah struktur pembagian tugas dalam
hubungan kerja dengan pihak lain?
Adaksah pertemuan pericdic yang
dilaksanakan dalam jeiaring kerjasama?

Kecamatan
Masyarakat
Instansi Luar
BPBD
Kalak BPBD

Penguatan
keberlanjutan
program dan
kegiatan di
masyarakat

Bagaimanakah penerapan program dan
kegiatan di masyarakat?

Apakah program-program dilaksanakan
kontinyu?

Kasi
Perencanaan
Penyusunan
Program
Masyarakat
Instansi Luar
BPBD
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Informan
No Kom.po.nen Sub Komponen Item Pertanyaan
Penilaian Informan 1 ~ Informan 2 Informan 3
Filisofi Organisasi Keberadaan visi 1. Bagaimana Rumusan Visi, | Visi dan Misi Ya, ada visi dan Visi dan misi bisa
dan misi organisasi |  Misi dan Tujuan ditetapkan sesuai denga | misi BPBD dilihat di peraturan
Organisasi? aturan pembentukan pembentukan
BPBD BPBD
Isu Strategis Isu strategis 2. Apa saja isu-isu strategis Isu-isu strategis
organisasi yang terkait dengan bisa dilihat pada
organisasi? renstra BPBD
3. Bagaimana isu-isu strategis Kobar, bisa
tersebut terkait dengan visi, diminta ke bagian
misi dan tujuan? perencanaan dan
pelaporan
Sistem Nilai dan Sistem nilai yang | 4, Apa saja nilai dan sistem Nilai-nilai yang dianut | Berdasarkan Ada, mengikuti
Penerapannya dianut nilai yang dianut BPBD Kobar mengacu | segitiga biru dalam | BNPB saja, ada
organisasi? pada amanat UUno.24 | logo BPBD, maka | falsafeh, ada asas-
tahun 2007 penanggulangan asas, ada tujuan
. : bencana merupakan | penyelenggaraan
1 Onent'as ' tugas dari %
Organisasi pemerintah, dunia
usaha dan
masyarakat
Peran QOrganisasi Tugas pokok dan | 5. Apakah struktur organisasi | Struktur berdasarkan Struktur mengikuti | Secara umum
fungsi termasuk sudah sesuai dengan SK Pembentukan dan SK pembentukan struktur organisasi
struktur organisasi orientasi organisasi? Mengacu pada aturan BPBD secara adalah dasar kita
Menteri tentang regulasi dan mengacu dari
Pembentukan BPBD kelembagaan masih | BNPB yang ada
diperdebatkan dipusat tapi tidak
sampai di tingkat menutup
pusat, jadi apakah kemungkinan juga
dia ini masuk daerah juga bisa
dibawah kementrian | menyesuaikan
dalam negeri, dengan kebutuhan
apakah dia masuk daerah (kabid RR)
dibawzh BNPB
2 Tata Pembagian Model pembagian | 6. Hal-hal apa yang penempatan pembagian | Kekuasaan pembagian
Kepengurusan | Kekuasaan dan Kekuasaan dan mendasari pembagian wewenang diatur wewenang dibagi wewenang ini kita
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Wewenang Wewenang wewenang? sebagaimana habis sesuai dengan | sudah mengacu
' 7. Siapa saja yang terlibat berdasarkan surat tugas pokok dan dari ketentuan
dalam penentuan Keputusan Bupati dari | fungsi masing- bagaimana BNPB
kewenangan tsb? Kepala Pelaksana masing bidang, tidak ada konflik,
8. Bagaimana proses Badan Penanggulangan | dimana terdapat sudah ditentukan
penempatan personi! pada | Bencana Daerah sampai | kepala pelaksana, (Kabid RR)
~ bagian-bagian organisasi? | dengan setingkat kepala bidang, Penempatan
9. Adakah konflik kasi,pejabat paling kepala seksi, hingga | personil
kepentingan dalam tinggi wewenang dibagi | pelaksana berdasarkan SK
pemilihan tsh? habis sesuai dengan Personil Bupati
10, Adakah tupoksi sesuai aturan ditempatkan
pertukaran/Pergantian Peraturan Bupati berdasarkan SK
personil secara regular? Kotawaringin Barat No. | Bupati untuk
3 Tahun 2012 jabatan-jabatan
struktural, dan
penempatan dari
BKD untuk personil
dan staf
Pergantian personil
terjadi insidentil,
belum ada
; pergantian regular,
pergantian terjadi
jika ada yang
pension atau
meninggal saja
{Sekretaris)
Mekanisme Sistem 11.Bagaimana mekanisme Keputusannya Dalam susunan Pengambilan
Pengambilan pengambilan pengambilan keputusan musyawarah mufakat birokrasi otomatis keputusan di
Keputusan keputusan dan dalam organisasi? Pengambilan keputusan | pengambilan bidang dilakukan
Dominasi 12. Siapa saja yang terlibat dilakukan berjenjang keputusan oleh Kabid,
dalam pengambilan Dominasi tidak ada, dilaksanakan oleh melalui arahan
keputusan? tapi pengambilan kapala dinas, di Kalak, yang
13, Adakah dominasi keputusan secara utuh | bagian semuanya
pengambilan keputusan? ada di tangan kepala peleksanaBPBD dikembalikan ke
14.Mengapa hal tersebut pelaksana sebagai dilaksanakan oleh tangan Kalak
terjadi? pemegang komando kepala saya tidak melihat
15, Apakah mekanisme namun berbeda pada pelaksana,. kewena | adanya dominasi
pengambilan keputusan saat tanggap darurat ngan untuk karena seringkali
dijalankan sesuai sesuai bencana sesuai dengan | pelaksanaan tugas kita melakukan
dengan arghan Bupati maka dan kegiatan harian | rapat-rapat atau
kekuasaan/kewenangan terdapat Insiden tentunya kepala meeting untuk
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atau fungsi/tugas pokok
masing-masing bagian?

komando, komandan
lapangan inilah yang
akan menentukan
putusan-putusan di
lapangan

(Kalak BPBD)

pelaksanalah
menjadi
kewenangan untuk
keputusan intemal
dan fungsi kordinasi
(Kabid Rehabilitasi
dan Rekontruksi)

mengambil
keputusan dalam
melaksanakan
sesuatu,
pengambilan
keputusan final
diserahkan pada
masing-masing
bidang setelah
mendengar dan
menerima
masukan dari
bidang lain

secara garis
komando memang
ada para pihak
yang ditugaskan
sebagai pengambil
keputusandilapang
an tapi untuk
kebijakan tetap
dikembalikan
kepada kepala
dinas, kepada
kepala pelaksana

Mekanisme
Transparansi dan
Akuntabilitas

Pengelolaan
Laporan dan
Publikasi

16.Bagaimana sistem
pelaporan pada BPBD

17.Pengukuran kinerja dan
Publikasi kepada
masyarakat umwm

setiap bulan
dilaksanakan
monitoring dan evaluasi
dengan pelaporan fisik
dan keuangan
Biasanya laporan RFK
dilaporkan kepda
bappeda melalui online
baik itu kegiatan yg
didanai APBD
maupunbantuan dari
Pusat

Kita ada membuat
SKP untuk masing-
masing individu-
setiap tahun
dilaporkan

Tugas pokok
perencanaan yaitu
meliputi beberapa
hal yang mendasar
yaitu dalam kurun
waktu 5 tahun
tentunya ada
Renstra dibuat
sebagai penjabaran
RPIMD
Kabupaten itu
untuk perencanaan
lima tahun
kemudian dalam
satu tahun yang
biasa dikenal
dengan Renja
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yaitu rencana kerja
biasanya renja
disusun pada akhir
tahun yaitu sekitar
bulan September
tahun ini dan itu
direncanakan
untuk tahun
berikutnya,

Pada akhirtahun
menjadi rencana
kerja anggaran
setelah anggaran
disetujui, dan akan
disetujui oleh
DPRD, danjuga
oleh BPKAD
dulunya DPKD,
maka disusunlah
DPA, setelah RKA
disetujui,

DPA disahkan
oleh DPRD setelah
kita menerima
DPA baru kita
melaksanakan
kegiatan2 tahunan
dan membuat
rencana kegiatan
fisik yang
memerlukan
pelelangan dengan
menggunakan
sistem informasi
pengadaan barang
umum,

Kemudian dalam
pelaksanaan DPA
pada tahun
tersebut, setiap
bulan dilaksanakan
monitoring dan
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evaluasi dengan
pelaporan fisik dan
keuangan
Biasanya laporan

dilaporkankepada
Bappeda melalui
online baik itu
kegiatan yang di
danai APBD
maupun bantuan
dari Pusat
Setelah kegiatan
berakhir maka
tugas dari Subbag
Perencenaan yaitu
penyiapan bahan
dalam penyusunan
laporan kinerja
(LAKIP) yang
dibuat pada akhir
tahun anggaran
(Kasubbag
Perencanaan)
Manajemen Sistem dan 18. Seperti apa komposisi staf | Kalau kita menyimak | Belum ada sistem Staf di bidang-
Sumberdaya Prosedur saat ini manajemen dan prosedur bidang
Manusia manajemen SDM 19. Adakah sistern dan sumberdaya manusia manajemen SDM ditempatkan
prosedur manajemen SDM | langkah awal adalah lembaga yang baku | dalam komposisi,
lembaga yang baku dan rekrutmen, rekrutmen | dan kepala bidang,
terimplementasi? adalah penerimaan, ya | terimplementasi, kepala seksi dan
20. Apakah ada skema kalo kita yang 14 untuk saat ini staff 1 staf, namun ada
) pengembangan SDM? orang kemaren di 2014 | belum sesuai kepala seksi ada
Manajemen 21, Apakah dijalankan secara | itu langsung ditunjuk. | dengan yg tidak memiliki
Organisasi konsisten? selanjutnya kompetensinya, staf,
penambahan personil | den belum sesuai Tidak ada sistem
staf mungkin pada kebutuhan di tiap baku yang
pengisian lowongan- bagian. diimplementasika
lowongan seperti itu. Untuk mekanisme n
Pada 2015 sudah pengembangan Skema
lengkap secara SDM yang baku pengembangan
struktural dan nntuk belum dimiliki. SDM belum




43381.pdf

2016 memang kita ada | Untuk evaluasi dibentuk, hanya
pengurangan, ada yang | kinerja staff mengandalkan
pensiun, dan ada yang | dilakukan pada undangan
meninggal dunia, setiap akhir tahun pelatihan
daripada pengurangan | dan prosesnya

SDM. dilakukan.

Untuk sistem Kepala bidang

kepegawaian memang | untuk mengevaluasi

kita masih kekurangan | semua staff. yang

dari pada SDM secara | melakukan adalah

teknis untuk pimpinan kita disini
melaksanakan sebagai kepala

manajemen pelaksana

kepegawaian kita tapi | Evaluasi kinerja

untuk internal ke dilakukan pada

dalam kita masih akhir tahun,

dibantu oleh personil berdasarkan SKP

teknis di bidang secara | perorangan yang

bersama-sama untuk target kinerja dibuat
melaksanakan pada tahun

manajemetl sebelumnya

kepegawaian kita. {Kasubbag UKP)

Memang disana-sini

ada satu pola kegiatan

yang masih belum bisa

diterapkan kemaren

kita untuk meminta

supaya sebagai

evzluasi kinerja kita

semua staf itu kita

membuka untuk

membuat buku catatan

kerja, membuat buku

catatankerja ini yang

sampai hari ini belum
bisa diterapkan. Tapi
secara \mum
Alhamduliliah
melaksanakan tupoksi
kita selaku pelaksana
daripada BPBD sudah
terlaksana dengan
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baik.
Manajemen Pengumpulan, 22. Adakah aturan baku terkait | Manajemen informasi memasuki tahun 1.Belum ada
Informasi Pengelolaan dan manajemen informasi? ini adalah sebuah 2015 BPBD sturan baku
Pendistribusian 23.Bagaimana proscs bagian yg sgt penting termasuk salah satu yang digunakan
Informasi pengumpulan dan karena BPBD tidak kelembagaan yang | 2.Informasi
pengolahan informasi mungkin memantau diberi apresiasi, didapatkan dari
dilakukan? keseluruhan kondsi diberikan laporan, dari
24. Siapa yang melakukan? yang ada di lapangan peghargaan oleh komunikasi

dengan luasan Kepala Daerah Grup WA
Kabupaten yang cukup | dimana pola sistem | 3.Internal BPBD
luas, ada beberapa informasi, ada grup WA,
Kecamatan,6 kebencanaan ity dan pimpinan
Kecamatan 93 desa,jadi | sudah kita bangun juga ikut dalam
mau tidak mau kita sedini mungkin, Grup WA lain
mengandalkan kami memang sudah
bagaimana proses komitmen kemaren | Informasi diterima
informasi yang apabila terjadi dari mana saja
disampaikan dari bencana dimanapun | ada kasi
tingkat lapangan, dan akan terjadi bencana | pencegahan yang
ketika informasi itu KDH Bupati. Itu siap
sampai, kita sesegranya | sebelum beliau ada juga para staf
mengecek informasi itu | menerima informasi | yang mendapatkan

melalui tim TRC atau

mengecek itu melalui masyarakat, kita teman-temannya,
relawan ataupun tim sudah informasi kejadian
tingkat Kecamatan atau | menyampaikan itu | bencana
pun Desa, ketika Kita ke beliau. Jadi itu
memastikan bahwa sudah kita bangun,
kondisinya betul-betul | dan dulu kita itu,
kita harus melakukan bahasanya itu
tindakan segera kita “termasuk SKPD
akan melakukan yang aneh jadi
tindakan koordinasi di maksud yang anech
tingkat Kabupaten itu kecepatan
untuk menentukan informasi kita
langkah2 dalam rangka | kepada Kepala
penanganan, jd Daerah itu sangat
informasi ini adh bagian | baik, jadi tahun
yang sangat vital dalam | 2015 itu kita sudah
mempersiapkan proses | diapresiasi oleh
nanganan Bupati bahwa

dari media atau dari

informasi dari
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di Lapangan dan juga BPBD itu salah satu
termasuk upaya kita lembaga yang
untuk melakukan memang cukup
tindakan penanganan cepat memberikan

informasi, Untuk
informasi ekternal

kita sudah kita
laksanakan sejak
tahun 2015 kita
sudah cukup baik
tapi memang perlu
ditingkatkan, Dan
itu dilegalisasi
dengan MOU atau
dengan kesepakatan
bersama semua
komponen yang ada
di masyarakat,
Manajemen Sistem dan 25, Adakah aturan baku Ya, ada
Keuangan Prosedur menyangkut manajemen Aturan baku
Pengelolaan Dana keuangan? menyangkut
dan Anggaran 26, Bagaimana mekanisme manajemen
kontrol kenangan? kauangan yaitu
27.Siapa saja yang memiliki peraturan bupati
akses terhadap informasi kotawaringin Barat
keuangan? no.33 tahun 2013
28.Baggimana mekanisme tentang mekanisme
pertanggungjawaban pembayaran atas
keuangan dilakukan? beban anggaran

29, Bagaimana laporan
keuangan disusun

30. Siapa saja yang terlibat
dalam penyusunannya?

pendapatan dan
belanja dacrah
Kabupaten
Kotawaringin Barat
Peraturan ersebut
kami aplikasikan
secara konsisten
Informasi keuangan
dapat diakses oleh
pihak-pihak yang
memiliki wewenang
yaitu pihak badan
pengelola keuangan
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dan aset daerah
serta bagian
keuangan SKPD
yang bersangkutan
Kepala SKPD
selaku pengguna
anggaran
menyelaraskan
akuntansi dan
transaksi keuangan,
aset, utang, dan
pembiayaan yang
berada dalam
tanggungjawab
Laporan
disampaikan ke
Bupati lewat
DPKAD
Laporan-lacran
isinya
pertanggungjawaba
n ada laporan
realisasi anggaran,
neraca laporan arus
kas, dan CALK
pakai standar
akuntansi
pemerintah,
Penyusunan
Laporan kevangan
tidak dikerjakan
sendiri tapi sama-
sama dengan bagian
umum, pegurus
barang, kuasa
pengguna anggaran
dan PPTKnya
diperiksa dan
ditandatangani oleh
Kalak sebelum
disampaikan
(Kasubbag




43381.pdf

Keuangan)
Manajemen Sistem pengelolaan | 31. Adakah sistemn baku Salah satu bidang di perzlatan logistik Kalau manajemen
Peralatan dan Peralatan dan pengelolaan logistik dan BPBD yaitu bidang ini dominan sarana | logistik kita
Logistik Logistik peralatan ? peralatan dan logistik logistik yang Jjalankan sesuai
32. Apakah diaplikasikan pelaksanan tugas diterima dari - dengan bencana,
secara konsisten? sebagaimana tugas BNPB, tentunya bencana apa yang
33. Adakah bagian khusus pokok dan fimgsi kita memiliki acuan | kita lihat
yang melakukan dilaksanakan oleh seksi | baik itu acuan dilapangan apakah
pengelolaan? tersebut melalui perka [tu bencana
34.Bagian apa? Untuk manajemen BNPB, peraturan kebakaran atau
35.Bagaimana mekanisme perlatan dan logistik BPBD dan aturan bencana banjir nah
kontrol penggunaan kita didukung,ketika di | dart pada deputi jtu nanti kita
peralatan? dalam institusi peralatan logistik tetapkan kita buat
36. Adakah sistem mobilisasi | mengalami keterbatasan | BNPB laporannya baru
peralatan, logistik? kita di dukung sarana Bagian khususnya | nanti kita jalankan
37.Bagaimana pendistribusian | dan prasarana ataupun | ada di bidang apa yang perlu
dalam Penanggulangan logistik baik itu di kedaruratan dan dilapangan
Bencana? tingkat masyakat di Logistik pada Kasi | contohnya apakah
tingkat korporate, Logistik yang itu berupa
maupun di tingkat mencakup juga makanan atau
instansi vertical dan peralatan pakaian ity yang
daerah, ketika kita Ada mekanisme bisa kita lihat dulu
masih mengalami kontrol dan terus kita petakan
keterbatasan dan pelsporannya, ada dulu diperlukan
disupport, kita juga pengurus barang apa di tempat
disupport pihak dan peralatan kejadian itu (kabid
provinsi, oleh Gubernur Kedaruratan dan
dan juga oleh BPBD (Kabid Rehabilitasi | Logistik)
tingkat propinsi dan dan Rekontruksi Kami melakukan
juga SKPD terterkait pengelolaan
tingkat Provinsi, dan Belum ada atyran logistik mengacu
juga Dinas mobilisasi baku dan | pada PP no. 21
Sosial,kemudian di sistem yang dan 22 tahun 2008
tingkat Pusat kita dogunakan, hanya tentang
didukung sepenuhnya dilaksanakan sesuai | penyelenggaraan
oleh BNPB baik itu dengan keperluan bencana dan
dukungan peralatan dan kondisi bencana | tentang pendanaan
maupun logistik,yang di | yang ada danharus | dan pengelolaan
dukung secara langsung | ditangani bantuan bencana
melalui bidang dengan :
kedaruratan dan juga melaksanakan
logistik penyusunan
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(Kalak BPBD) perencanaan,
pendistribusian
pemantauan
evaluasi dan
laporan (Kasi
Logistik)

Manajemen Kantor | Sistern pengelolaan | 38. Adakah sistem baku Iya, kita memiliki
kantor yang baku pengelolaan kantor? mangjemen kantor
39. Apakah dilaksanakan yang konsisten
secara konsisten? dijalankan sesuai
40. Adakah bagian khusus tugas pokok dan
vang melakukan fungsi, untuk
pengelolaan? bagian
41.Bagian apa? penanggulangan
42. Apakah sumberdaya- bencana ini ada
sumberdaya organisasi yang mengelola
dimanfaat secara adil dan untuk keuangan ada
oleh seluruh staff? bidang keuangan,
Penanggulangan
Bencana untuk
kedaruratan ada di
bidang dua, bidang
dua itu ada
kedaruratan dan
logistik, adapun
untuk kesiapsiagaan
ada di bidang 1 dan
untuk menilai
tingkat kerusakan,
ada di bidang 3
(Bidang
Rehabilitasi dan
rekontruksi
(Kasubbag UKP)
Mekanisme Tingkat konflik di | 43, Bagaimana Organisasi penanganan konflik Utk penyelesaian
Pengelolaan kantor menyelesaikan konflik? internal BPBD ini harus | konflik secara
Konflik 44. Apakah penyelesaiannya dimulai dengan kepala | internal kami
dilaksanakan secara adil? kantornya dalam hal ini | menyelesaikan
45, Adakah mekanisme baku kepala pelaksana nah secara
penyelesaian konflik untuk | kepala pelaksana inilah | kekeluargaan, kita

mengatasi persoalan

menjadi sebagai

panggil staf yang
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persoalan internal? mediator maupun bermasalah dan kita
46, Adakah potensi konflik sebagal inisiator dalam | lakukan

pemilihan strategi bagaimana konflik penyelesaian secara
organisasi yang tergabung | internal bisa diatasi, kekeluargaan
dalam jaringan kerja kepala pelaksana bisa (Kasubbag UKP)
tersebut? menjadi penengah,

penyelesaian konflik

dilakukan berjenjang

bila konfliknya

setingkat staf berarti

penengah setingkat

kasi, jika konflik terjadi
di tingkat kasi ya
mencoba kepala bidang

kuncinya jadi jika
kepala bidang bisa
meredam konflik tidak
perlu sampai ke kepala
pelaksana, dan
seterusnya (kabid RR)
Pendekatan Model pendekatan | 47. Apa pendekatan yang Pengelolaan
Pengelolaan pengelolaan digunakan dalam program dan
Program program pengelolaan program? kegiatan di BPBD
48, Apakah pendekatan tsb Kobar mengacu
digunakan dalam setiap pada Rencana
tahapan/proses pengelalaan Strategis yang
program Dalam telah dibuat
perencanaan, implementasi Ya, Pendekatan
dan monitoring? dilakukan
49. Apakah dilaksanakan kontinyu dan
Manajemen pengembangan monitoring berjenjang baik
Program sesuai pendekatan yang dalam
digunakan? perencanaan,
50, Apakah dilakukan implementasi dan
monitoring secara regular? monitoring,
51.Apa yang dilakukan Belum ada
terhadap hasil monitoring pengembangan
tsb? pengawasan dan
52. Apakah dilakukan evaluasi evaluasi, semua
program? hanya mengacu
53.Sejauh mana hasil evaluasi pada prosedur,
dimanfaatkan untuk sesuai tata urutan
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perbaikan strategi
program?

pelaporan
Evaluasi program
dijalankan jika
terdapat kendala
saja

Tentunya dipakai
untuk
memperbaiki dan
menjadi

tindaklanjut dalam
merubah strategi
Pelibatan Penerima | Keterlibatan 54. Adakah masyarakat terlibat | dalam penyusnan 1. Ya terlibat tapi
Manfaat Masyarakat dalam dalam penyusunan program | program masyarakat terbatas
perencanaan kunci/program inti terlibat, dalam hal ini 2. Ada proposal
program dan organisasi? keterlibatan masyarakat diajukan, lalu
kegiatan 55.Bagaimana prosesnya? adalah dalam menyusun kami usulkan
56. Apakah masyarakat proposal atau usulan dalam RKA untuk
memiliki peran aktif dalam | kegiatan yang kegiatan tertentu
program/kegiatan disampaikan dalam 3. Swasta hanya ada
organisasi? forum musrenbang bantuan-bantuan
57.Apakah ada keterlibatan Desa musrenbang sgja,
pihak ketiga (instansi Kecamatan dan merencanakan
swasta — pihak dunia berlanjut sampai ke kegiatan tidak
useha) dalam musrenbang Kabupaten
program/kegiatan Menyangkut peran aktif
organisasi? masyarakat yaitu untuk
58.Bagaimana model kegiatan fisik atau
keterlibatannya? infrastruktur masyarakat
tdak terlibat secara
aktif, keterlibatan
masyarakat secara aktif
terjadi pada kegiatan
non fisik yaitu berupa
peningkatan kapasitas
yaitu berupa pelatihan,
sosiaisasi serta
penangan kejadian atau
aksi penanggulangan
kejadian bencana
masyarakat ikut terlibat

secara aktif. Sedangkan
keterlibatan instansi
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swasta atau dunia usaha
dalam program kegiatan
organisasi adalah
Dalam peningkatan
kapasitas kerjasama
dilakukan ketika ada
kegiatan pelatihan yang
dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan
atau dunia usaha
biasanya mereka
meminta kepada APBD
untuk mngirimkan salah
satu aparaturnya untuk
menjadi narasumber,
sedangkan untuk
kejadian apabila terjadi
sesuatu di lapangan
pihak swasta juga
terlibat aktif contohnya
dalam penanggulangan
kebakaran, kerjasama
tersebut biasanya di
dahului dengan suatu
kerjasama operasional
yg terjadi yang
dilakukan cleh
perusahaan tersebut
dengan BPBD

Proses
pembelajaran

59. Apakah ada mekanisme
pembelajaran dalam
organisasi?

60. Apakah pembelajaran
dilakukan secara
konsisten?

61. Apakah organisasi terus
bertumbuh memperbaiki
diri?

62. Bagaimana organisasi
memanfaatkan hasil
pembelajaran tersebut?

Prases pembelajaran
untuk para aparatur
BPBD dilakukan secara
konsisten yaitu ada
beberapa aparatur kita
yang dikirim keluar
drerah untuk mengikuti
bintek, baik itu bintek
implementasi
perundang-undangan
ataupun pelatihan

penanggulangan
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bencana atau Bintek di
bidang kebencanaan,
dengan adanya bintek-
bintek tersebut maka
secara otomatis
organisasi terus tumbuh

memperbaiki dir, naa ,..

pemanfaatan
pembelajaran tersebut
diimplementasikan
sesuai dengan tupoksi
masing-masing di
bidang atau kasi-kasi
seperti contoh untuk
bintek penyusunan
program itu biasanya
diimplementasikan
dalam teknik atau cara-
cara penyusunan
program, penyusunan
laporan kinerja, dan
penyusunan laporan
kejadian bencana dan
lain-lainnya

Mobilisasi 63. Apa strategi yang Belum ada Sementara yang
Sumberdaya dilakukan organisasi dalam strateginya bisa dimobilisasi
" menggalang/memobilisasi Hanya adalah peralatan
sumberdaya menyesuaikan dan logistik yang
64, Sumberdaya apa saja yang keadaan saja dimiliki BPBD,
dimobilisasi? Peralatan dan terkait dengan
logistisk pengerahan
. Beberapa didukung | logistik dan
Keberlanjutan dari pihak lain peralatan dari luar
Lembaga (Kasi Logistik) masih dikoordinasi
oleh Kalak BPBD,
karena bukan
bagian dan
wewenang dari
kita agak sulit
melakukan

mobilisasi logistik
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dari pihak lain.
Namun secara
internal
mekanismenya
sudah dijelaskan
tadi- jika terjadi
kondisi kebakaran
atau kondisi
kebencanaan
secara khusus
maka kita akan
langsung
menurunkan
peralatan dan
logistik. Lalu
belum ada
mekanisme khusus
untuk
memobilisasinya
terutama jika
peralatan dan
persenilnya terkait
dengan instansi

fain yang ada
hanya posko
terpadu dengan
para staf yang
melaksanakan
penjagaan secara
bergantian (kasi
Rehab)
Kaderisasi/Regener 65. Adakah upaya-upaya Belum ada secara
asi melaksanakan regenerasi khusus, tidak ada
personil? strategi yang
66. Apa strategi yang dilakukan
dijalankan? Keahlian individu
67. Adakah upaya organisasi yang didapat dari
untuk memastikan bahwa pelatihan, kursus
keahlian individu bisa maupun
didistribusikan? pendidikan saat ini
68. Adakah penyebarluasan hanya dimiliki

pengetahuan sehingga tidak

oleh personil-
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terjadi keahlian terpusat?

personil tertentu
saja, belum ada
penyebarluasan
pengetahuan
secara khusus

Kepercayaan dan
Legitimasi Publik

Mekanisme
interaksi dan
komunikasi dengan
magyarakat lintas
sektor dan swasta

69. Apakah lembaga
mengembangkan
mekanisme khusus untuk
berinteraksi dan
berkomunikasi dengan
publik termasuk
komunikasi tentang
perkembangan pencapaian
visi dan misi organisasi dan
pemanfaatan sumber daya
organisasi?

70, Seperti apa mekanisme
yang telah dijalankan?

71, Apakah dilaksanakan
regular?

72.Sejashmana tingkat
keberhasilannya selama
ini?

73.Bagaimanakah persepsi
publik terhadap organisasi
selama ini?

74. Apakah terjadi perubshan
persepsi publik setefah
terjadi interaksi dan
komunikasi?

Persepsi publik
untuk BPBD Kobar
baik.

Belum ada
mekanisme khusus
untuk interaksi ini

Kinerja
Organisasi

Penguatan proses
kualitas
pemberdayaan
masyarakat

Kerjasama antar
para pihak

75.Bagaimana kinerja
organisasi dalam setiap sub
komponen organigasi?

76. Apa dampaknya bagi
layanan terhadap
masyarakat?

77.Apakah ada harmonisasai
kerja antara organisasi dan
masyarakat?

78. Apakah terdapat pelibatan

Sesuai tupoksi
semuanya berjalan
dengan maksimal,
karena ini kantor baru
terus kita diberi ruang
untuk melakukan
berbagai hal,
mempelajari hal-hal
baru, jadi memberikan
semangat juga bagi para
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masyarakat pada program
dan kegiatan yang
dilaksanakan organisasi?

pejabat yang ada, baik
di tingkat atas,
menengah maupun di
tingkat bawah untuk
berkreasi, membangun
tupoksi yang ada,
membangun hubungan
kerja baik di skala
internal maupun dengan
pihak luar termasuk
dengan masyarakat,
kemudian kinerja
bidang-bidang terkait
sampai saat ini sangat

bagus walaupun
terbatas
Hubungan relasi dengan
masyarakat cukup baik,
kemudian juga kita
punya relawan di
tingkat lapangan yang
mendukung
penanganan.
Penguatan tingkat Komunikasi aktif | 79.Bagaimana tingkat sampai pada saat ini Alhamdulillah
kepercayaan masyarakat dengan kepercayaan masyarakat kita belum melakukan kepercayaan
masyarakat lembaga terhadap organisasi? pengukuran yang masyarakat pada
80. Apakah terdapat kerjasama | sifatnya formal BPBD sangat tinggi
antara organisasi dan melihat apa yang kita dengan adanya
masyarakat? terima laporan dari setiap ada masalah,
81. Adakah jejaring masyarakat karena ada kejadian orang
komunikasi antara Iuasan cakupan hilang ataupun
masyarakat dan organisasi? | kegiatan, pada akhirnya | orang tenggelam
82, Apakah komunikasi yg diluar TJ BPBD pun | masyarakat
dilaksanakan secara terkadang orang langsung menelpon
regular? menginformasikan ke BPBD utk meminta
83.Scberapa penting masukan | BPBD untk mendukung | pertolongan, dan
dari masyarakat kegiatan jadi ada pohon tumbang,
diambil/dijadikan patokan | mungkin cerita-cerita masyarakat juga
dalam perencanaan yang kadang jauh meminta Kita untuk
program dan kegiatan dengan tugas pokok dan | memotong pohon
organisasi? fungsi seperti ada yang tumbang di
anjing masuk sumur jalan,
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BPBD yang ditelp Itulah tingkat
untuk membantu, kepercayaan
kemudian orang masyarakat dan
tenggelam yang masyarakat mau
sebetulnya bukan BPBD bisa
domain khusus oleh membantu dalam
karena itu lebih kepada | penanggulangan
SAR tapi yang lebih bencana
dominan malah dari Iya, ada kerjasama
BPBD, ya jadi dari hal- | Kita melakukan
hal seperti itu komunikasi antara
kepercayaan masyarakat dan
masyarakat pada BPBD | organisasi, setiap
cukup tinggi. kita akan melakukan
Jejaring komunikasi pengnganan
yang baku belum ada, bencana, kita
namun kami selalu melibatkan
menjadi yang pertama | masyarakat dalam
dihubungi jika terdapa | melakukan
kejadian bencana. pencegahan,
Komunikasi regular, kesiapsiagaan dan
tidak juga, tapi tegur penanggulangan
sapa dalam grup WA bencana di daerah
antar personil aparatur | kita
yang lebih sering Kita melakukan
Masukan dari komunikasi
masyarakat menjadi tergantung keadaan
bahan pertimbangan ibu, kato keadaan
untuk melaksanakan kita mendesak untuk
beberapa kegiatan, dilakukan
namun seringkali komunikasi dengan
terbentur dengan masyarakat kita
pelapon dana anggaran | akan undang mereka
untuk direalisasikan untuk mengadakan
pertemuan untuk
membahas apa
rencana kita untuk
menghadapi
bencana yang ada di
daerah kita
Masukan dari

masyarakat sangat
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kita perlukan,
karena apa,
utkbencana kita
tdak mungkin
utkmemantau
keadaan di desa
ataupun di pelososk
daerah kita
Dengan adanya
masukan dari
masyarakat,
informasi dari
masyarakat maka
kita akan
mengetahui
kejadian-kejadian
bencana, misalnya
banjir atau
kebakaran hutan
melalui informasi
masyarakat,

yang disampaikan
kepada Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kobar akan kita
tindak lanjuti
sesegera mungkin

Perluasan
intensifikasi
hubungan kerja

Hubungan
kerjasama dengan
masyarakat

84, Apakah organisasi

memiliki hubungan
" kerja/partnership dengan
pihak lain?

85, Pihak manasaja yang
terkait?

86, Bagaimanakah hubungan
kerja itu dibentuk?

87. Sejauh mana hubungan
kerja antara organisasi
dengan stakeholder dalam
program dan kegiatan yang
dilaksanakan?

' 88. Apakah terdapat fungsi

Ya, penanganan
bencana tidak bisa
sendiri. Karena
bencana itu sesuatu
yang [uas dan
mencakup semua
aspek, ketika terjadi
kebencanaan itulah
sebabnya kita pasti
membentuk tim
gabungan yang akan
melakukan
penanganan di
lapangan, dan sesuai
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koordinasi?

89. Adakah strukiur pembagian
tugas dalam hubungan
kerja dengan pihak lain?

90. Adaksh pertemuan
periodik yang dilaksanakan
dalam jejaring kerjasama?

dengan tupoksi
masing-masing
semuanya bergerak
simultan, umpamanya
dari BPBD kita akan
melakukan pengecekan
lapangan kemudian
pada saat penanganan
kita bersama-sama
dengan instansi terkait
termasuk juga dinas
sosial, SAR kemudian
ketahanan pangan, dan
sektor lain kesehatan
semuanya membentuk
sebuah organisasi
ataupun kebersamaan
yang nanti untuk
melaksanakan
penanganan di
lapangan, koordinasi
yang terbentuk itu
lewat Tim yang
dibentuk dengan

- tupoksi masing-masing

ya dan kita kalo sudah
penanganan darurat
ada insiden komando
yang nanti akan
memberikan perintah
atau pun membagi
tugas masing-masing
utk kegiatatan di
lapangan, Untuk
proses penanggulangan
pasti kita tidak sendiri.
Kita bersama dengan
seluruh pihak,
Termasuk koorporate,
perusghaan dan
masyarakat, pengusaha
dan masyarkat.
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Penguatan
keberlanjutan
program dan
kegiatan di
masyarakat

Keberlanjutan
program

91.Bagaimanakah penerapan
program dan kegiatan di
masyarakat?

92. Apakah program-program
dilaksanakan kontinyu?

Program dan kegiatan
dilaksanakan sesuai
dengan rencana
strategis yang telah
dibuat, setiap tahun
dilaksanakan
berdasarkan sasaran
strategis yang telah
disusun

Programnya secara
kontinyu dilakukan
berdasarkan rencana
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Lampiran 4. Simpulan Hasil Wawancara

Komponen

dalam pengambilan

No Penilaian Sub Komponen Item Pertanyaan Kesimpuian
Filisofi Organisasi | Keberadaan visi 1. Bagaimana Rumusan Visi, Visi dan Misi, Ada dan
dan misi organisasi Misi dan Tujuan Organisasi? | ditetapkan sesuai denga aturan pembentukan BPBD
Isu Strategis Isu strategis 2. Apa saja isu-isu strategis Isu-isu strategis mengacu pada Renstra BPBD Kobar tahun
organisasi yang terkait dengan 2012 dan 2017
organisasi? Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana
3. Bagaimana isu-isu strategis | mewujudkan tujuan untuk mencapai misi BPBD Kobar
tersebut terkait dengan visi,
Orientasi misi dan tujuan?
1 O?ear:n?:;si Sistem Nilai dan Sistem nilai yang 4. Ape saja nilai dan sistem Nilai-nilai yang dianut BPBD Kobar mengacu pada amanat
& Penerapannya dianut nilai yang dianut organisasi? | UU no.24 tahun 2007
Berdasarkan segitiga biru dalam logo BPBD, maka
penanggulangan bencana merupakan tugas dari pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat dan berpedoman pada apa-apa
yang digunakan BNPB
Peran Organisasi Tugas pokok dan 5. Apakah struktur organisasi Struktur berdasarkan SK Pembentukan dan Mengacu pada
fungsi termasuk sudah sesuai dengan aturan Menteri tentang Pembentukan BPBD
struktur organisasi orientasi organisasi?
Pembagian Model pembagian | 6. Hal-hal apa yang mendasari | Kekuasaan wewenang dibagi habis, penempatan pembagian
Kekuasaan dan Kekuasazan dan pembagian wewenang? wewenang diatur sebagaimana berdasatkan surat Keputusan
Wewenang Wewenang 7. Siapa saja yang terlibat Bupati dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
dalam penentuan Bencana Daerah sampai dengan setingkat kasi,pejabat paling
kewenangan tsb? tinggi wewenang dibagi habis sesuai dengan tupoksi sesuai
8. Bagaimana proses aturan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No, 3 Tahun
penempatan personil pada 2012
bagian-bagian organisasi?
9. Adakah konflik kepentingan | Penentuan kewenangan berdasarkan Tim Ortal Pemeritah
dalam pemilihan tsb? Daerah )
2 Eata 10. Adakah Personil ditempatkan secara struktural oleh tim Baperjakat
epengurusan pertukaran/Pergantian Pemda Kobar
personil secara regular?
Selama dalam 4 tahun belum ada pergantian personil
struktural, yang terjadi adalah pengurangan personil, karena
terjadinya pemisahan kewenangan
Mekanisme Sistem 11.Bagaimana mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan berjenjang, walaupun,
Pengambilan pengambilan pengambilan keputusan Kepala Pelaksana memiliki kewenangan penuh untuk
Keputusan keputusan dan dalam organisasi? memutuskan sesuatu. :
Dominasi 12.Siapa saja yang terlibat

Secara struktural keputusan kantor dipegang oleh pucuk
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keputusan?

13. Adakah dominasi
pengambilan keputusan?

14, Mengapa hal tersebut
terjadi?

15. Apakah mekanisme
pengambilan keputusan
dijalankan sesuai sesuai
dengan
kekuasaan/kewenangan atau
fungsi/tugas pokok masing-
masing bagian?

pimpinan

Mekanisme pengambilan keputusan dijalankan sesuai
kekuasaan dan wewenng, dalam pengambilan keputusan di
bidang-bidang dilaksanakan oleh kepala bidang, namun
dengan arahan dari kepala pefaksana

Mekanisme Pengelolaan 16.Bagaimana sistem pelaporan | Setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan
Transparansi dan Laporan dan pada BPBD pelaporan fisik dan kenangan
Akuntabilitas Publikasi 17. Pengukuran kinerja dan Biasanya laporan RFK dilaporkan kepda bappeda melalui
Publikasi kepada masyarakat | online baik itu kegiatan yg didanai APBD maupun bantuan
umuim dari Pusat
Penilaizn kinerja individu dilakukan oleh atasan langsung,
sedangkan kinerja lembaga dibuat dalam bentuk LAKIP dan
dilaporkan kepada Bappeda
Belum ada publikasi resmi kepada khalayak atas kinerja
BPBD Kobar
sistem perencanaan program dan kerja BPBD mengacu pada
aturan baku sistem pemerintahan dimana pengelolaan
kepengurusan instansi harus transparan dan terukur,
Progran dan kegietan yang dilaksanakan BPBD setiap
tahunnya disosialisasikan pada masyarakat, dalam kegiatan
sosialisasi penanggulangan bencana, dengan mengehadirkan
para stakeholder, baik itu masyarakat dalam perwakilan
relawannya, pelajar, LSM dan pihak swasta,
Manajemen Sistem dan 18.Seperti apa komposisi staf Staf di bidang-bidang ditempatkan dalam komposisi, kepala
Sumberdaya Prosedur saat ini bidang, kepala seksi dan 1 staf, namun ada kepala seksi ada
Manusia manajemen SDM 19. Adakah sistem dan prosedur | yg tidak memiliki staf,
manajemen SDM lembaga Tidak ada sistem baku yang diimplementasikan
Manajemen yang baku dan ) Skema pengembangan SDM belum dibentuk, hanya
Organisasi terimplementasi? mengandalkan undangan pelatihan
rganisasi 20. Apakah ada skema
pengembangan SDM?
21. Apakah dijalankan secara
konsisten?
Manaiemen Pengumpulan, 22.Adakah aturan baku terkait | Belum aturan baku yang digunakan
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Informasi Pengelolaan dan manajemen informasi? Informasi didapatkan dari laporan, dari komunikasi Grup
Pendistribusian 23. Bagaimana proses WA
Informasi pengumpulan dan Internal BPBD ada grup WA, dan pimpinan juga ikut dalam
pengolahan informasi Grup WA lain
dilakukan? Informasi diterima dari mana saja, kasi pencegahan yang
24.Siapa yang melakukan? memiiki jejaring informasi yang luas
ada juga para staf yang mendapatkan informasi dari teman-
temannya, informasi kejadian bencana dari berita
belum ada pengelolaan informasi terstruktur
Manajemen Sistem dan 25. Adakah aturan baku Sudah Ada aturan baku menyangkut manajemen kauangan
Keuangan Prosedur menyangkut manajemen yaitu peraturan bupati kotawaringin Barat no.33 tahun 2013
Pengelolaan Dana keuangan? tentang mekanisme pembayaran atas beban anggaran
dan Anggaran 26.Bagaimana mekanisme pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin
kontrol keuangan? Barat
27.Siapa saja yang memiliki Peraturan ersebut kami aplikasikan secara konsisten
akses terhadap informasi Informasi keuangan dapat diakses oleh pihak-pihak yang
keuangan? memiliki wewenang yaitu pihak badan pengelola kevangan
28.Bagaimana mekanisme dan aset daerah serta bagian keuangan SKPD yang
pertanggungjawaban bersangkutan
keuangan dilakukan? Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelaraskan
29.Bagaimana laporan akuntansi dan transaksi keuangan, aset, utang, dan
keuangan disusun pembiayaan yang berada dalam tanggungjawab
30.Siapa saja yang terlibat Laporan disampaikan ke Bupati lewat DPKAD
dalam penyusunannya? Laporan-laoran isinya pertanggungjawaban ada laporan
realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, dan CALK pakai
standar akuntansi pemerintah.
Penyusunan Laporan keuangan tidak dikerjakan sendiri tapi
sama-sama dengan bagian umum, pegurus barang, kuasa
pengguna anggaran dan PPTKnya diperiksa dan
ditandatangani oleh Kalak sebelum disampaikan
Manajemen Sistem pengelolaan | 31. Adakah sistem baku Aturan baku mengacu pada Perka BNPB, dan Pengelolaan
Peralatan dan Peralatan dan pengelolaan logistik dan Asct Daerah
Logistik Logistik peralatan ? Diaplikasikan dalam pengelolaannya, namun belum

32, Apakah diaplikasikan secara

konsisten?

33, Adakah bagian khusus yang

melakukan pengelolaan?
34.Bagian apa?
35,.Bagaimana mekanisme
kontrol penggunaan
peralatan?
36, Adakah sistem mobilisasi

maksimal secara konsisten

Bidang kusus pengelola peralatan selain bidang umum
sebagai pemegang barang daerah, juga terdapat Bidang
Kedaruratan dan Logistik yang membawahi peralata dan
logistik yang khusus untuk menanggulangi bencana

Sudah ada mekanisme control penggunaan, karena sudah ada
bidang khusus yang menangani. pengelolaan logistik
mengacu pada PP no. 21 dan 22 tahun 2008 tentang
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peralatan, logistik?
37.Bagaimana pendistribusian

penyelenggaraan bencana dan tentang pendanaan dan
pengelolaan bantuan bencana dengan melaksanakan

dalam Penanggulangan penyusunan perencanaan, pendistribusian pemantauan
Bencana? evaluasi dan laporan
Belum ada aturan mobilisasi baku dan sistem yang
dogunakan, hanya dilaksanakan sesuai dengan keperluan dan
kondisi bencana yang ada dan harus ditangani
Manajemen Kantor | Sistem pengelolaan | 38. Adakah sistem baku kita memiliki manajemen kantor yang konsisten dijalankan
kantor yang baku pengelolaan kantor? sesual tugas pokok dan fungsi, untuk bagian penanggulangan
39. Apakah dilaksanakan secara | bencana ini ada yang mengelola untuk keuangan ada bidang
konsisten? keuangan, Penanggulangan Bencana untuk kedaruratan ada
40, Adakah bagian khusus yang | di bidang dua, bidang dua itu ada kedaruratan dan logistik,
melakukan pengelolaan? adapun untuk kesiapsiagaan ada di bidang 1 dan untuk
41.Bagian apa? menilai tingkat kerusakan, ada di bidang 3
42. Apakah sumberdaya-
sumberdaya organisasi
dimanfaat secara adil dan
oleh seluruh staff? :
Mekanisme Tingkat konflik di | 43.Bagaimana Organisasi Utk penyelesaian konflik secara internal kami menyelesaikan
Pengelolaan kantor menyelesaikan konflik? secara kekeluargaan, kita panggil staf yang bermasalah dan
Konflik 44. Apakah penyelesaiannya kita lakukan penyelesaian secara kekeluargaan
dilaksanakan secara adil?
43, Adakah mekanisme baku
penyelesaian konflik untuk
mengatasi persoalan
persoalan internal?
46, Adakah potensi konflik
pemtilihan strategi organisasi
yang tergabung dalam
jaringan kerja tersebut? :
Pendekatan Model pendekatan | 47. Apa pendekatan yang Pengelolaan program dan kegiatan di BPBD Kobar mengacu
Pengelolaan pengelolaan digunakan dalam pada Rencana Strategis yang telah dibuat
Program program pengelolaan program? Ya, Pendekatan dilakukan kontinyu dan berjenjang baik
48. Apakah pendekatan tsb dalam perencanaan, implementasi dan monitoring.
Mansi digunakan dalam setiap Belum ada pengembangan pengawasan dan evaluasi, semua
P najemen tahapan/proses pengelolaan | hanya mengacu pada prosedur, sesuvai tata urutan pelaporan
rogram program Dalam Evaluvasi program dijalankan jika terdapat kendala saja

perencanaan, implementasi
dan monitoring?

49 Apakah dilaksapakan
pengembangan monitoring

Tentunya dipakai untuk memperbaiki dan menjadi
tindaklanjut dalam merubah strategi
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sesuai pendekatan yang
digunakan?

50. Apakah dilakukan
monitoring secara regular?

51. Apa yang dilakukan
terhadap hasil monitoring
tsb?

52. Apakah dilakukan evaluasi
program?

53, Sejauh mana hasil evaluasi
dimanfaatkan untuk

__perbaikan strategi program?

Pelibatan Penerima | Keterlibatan 54, Adakah masyarakat terlibat | dalam penyusnan program masyarakat terlibat, dalam hal ini
Manfaat Masyarakat dalam dalam penyusunan program | keterlibatan masyarakat adalah dalam menyusun proposal
perencanaan lunci/program inti atau usulan kegiatan yang disampaikan dalam forum
program dan organisasi? musrenbang Desa musrenbang Kecamatan dan berlanjut
kegiatan §5,Bagaimana prosesnya? sampai ke musrenbang Kabupaten
56. Apakah masyarakat Menyangkut peran aktif masyarakat yaitu untuk kegiatan
memiliki peran aktif dalam | fisik atau infrastruktur masyarakat tdak terlibat secara aktif,
program/kegiatan keterlibatan masyarakat secara aktif tefjadi pada kegiatan non
organisasi? fisik yaitu berupa peningkatan kapasitas yaitu berupa
57.Apakah ada keterlibatan pelatihan, sosiaisasi serta penangan kejadian atau aksi
pihak ketiga (instansi swasta | penanggulangan kejadian bencana masyarakat ikut terlibat
— pihak dunia usaha) dalam | secara aktif. Sedangkan keterlibatan instansi swasta atau
program/kegiatan dunia usaha dalam program kegiatan organisasi adalah
organisasi? Dalam peningkatan kapasitas kerjasama dilakukan ketika ada
58.Bagaimana model kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan-
keterlibatannya? perusahaan atau dunia usaha biasanya mereka meminta
kepada APBD untuk mngirimkan salah satu aparaturnya
untuk menjadi narasumber, sedangkan untuk kejadian apabila
terjadi sesuatu di lapangan pihak swasta juga terlibat aktif
contohnya dalam penanggulangan kebakaran, kerjasama
tersebut biasanya di dahului dengan suatu kerjasama
operasional yg terjadi yang dilakukan oleh perusahaan
tersebut dengan BPBD
Proses 59. Apakah ada mekanisme Proses pembelajaran untuk para aparatur BPBD dilakukan
pembelajaran pembelajaran dalam secara konsisten yaitu ada beberapa aparatur kita yang

organisasi?
60. Apakah pembelajaran
dilakukan secara konsisten?
61. Apakah organisasi terus
bertumbuh memperbaiki

dikirim keluar daerah untuk mengikuti bintek, baik itu bintek
implementasi perundang-undangan ataupun pelatihan
penanggulangan bencana atau Bintek di bidang kebencanaan,
dengan adanya bintek-bintek tersebut maka secara otomatis

organisasi terus tumbuh memperbaiki diri, naa ,..
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diri?
62.Bagaimana organisasi
memanfaatkan hasil

pemanfaatan pembelajaran tersebut diimplementasikan
sesuai dengan tupoksi masing-masing di bidang atau kasi-
kasi

pembelajaran tersebut? seperti contoh untuk bintek penyusunan program itu
biasanya diimplementasikan dalam teknik atau cara-cara
penyusunan program, penyusunan laporan kinerja, dan
penyusunan laporan kejadian bencana dan lain-lainnya
Mobilisasi 63. Apa strategi yang dilakukan | Organisasi hanya mengumpulkan stakeholder terkait
Sumberdaya organisasi dalam melakukan pembicaraan dan menunggu bantuan dari para
menggalang/memobilisasi pihak, selain itu pula melaksanakan inventarisir personil,
sumberdaya peralatan, dan logistik
64.Sumberdaya apa saja yang
dimobilisasi? Sementara yang bisa dimobilisasi adalah peralatan dan
logistik yang dimiliki BPBD,. terkait dengan pengerahan
logistik dan peralatan dari luar masih dikoordinasi oleh
Kalak BPBD, karena bukan bagian dan wewenang dari kita
agak sulit melakukan mobilisasi logistik dari pihak lain.
Namun secara internal mekanismenya sudah dijelaskan tadi-
jika terjadi kondisi kebakaran atau kondisi kebencanaan
secara khusus maka kita akan langsung menurunkan
peralatan dan logistik. Lalu belum ada mekanisme khusus
untuk memobilisasinya terutama jika peralatan dan
personilnya terkait dengan instansi lain yang ada hanya
Komponen posko terpadu dengen para staf yang melaksanakan
Betkelanjutan penjagaan secara bergantian
Kaderisasi/Regener 65. Adakah upaya-upaya Belum ada upaya regenerasi personil
asj melaksanakan regenerasi Belum ada penyebarluasan keahlian
personil?
66. Apa strategi yang
dijalankan?
67. Adakah upaya organisasi
untuk memastikan bahwa
keahlian individu bisa
didistribusikan?
68. Adakah penyebarluasan
pengetahuan sehingea tidak
terjadi keahlian terpusat?
Kepercayaan dan Mekanisme 69. Apakah lembaga Belum ada interaksi khusus
Legitimasi Publik interaksi dan mengembangkan mekanisme
komunikasi dengan khusus untuk berinteraksi Selama ini komunikasi hanya dilakukan parsial, dalam
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masyarakat lintas dan berkomunikasi dengan sosialisasi massal

sektor dan swasta publik termasuk komunikasi
tentang perkembangan Sosialisasi dilaksanakan setiap tahun, namun jika regular
pencapaian visi dan misi secara intensif dalam periode khusus belum ada interaksi dan
organisasi dan pemanfaatan | komunikasi

sumber daya organisasi?
70.Seperti apa mekanisme yang
telah dijalankan?

71. Apakah dilaksanakan
regular?

72.Sejauhmana tingkat
keberhasilannya selama ini?

73.Bagaimanakah persepsi
publik terhadap organisasi
selama ini?

74. Apaksh terjadi perubahan
persepsi publik sctelah
terjadi interaksi dan
komunikasi?

Tingka keberhasilan kecil, artinya masyarakat hanya
sebagian kecil saja yang benar-benar paham BPED

Persepsi publik baik, namun untuk ini masih perlu kajian
memdalam.

Fungsi BPBD terutama di Kabupaten Kobar berjalan dengan
sangat baik, sebagai fungsi koordinator berjalan dengan baik,
dimana kami tim teknis di lapangan tim pemadam lapangan
benar-benar merasa terorganisir dengan segala sesuatu yang
sudah disusun dan direncanakan teman-teman BPBD,
termasuk kegiatan seperti apel gelar siaga bencana kemudian
kita juga untuk persiapan apel, patroli-patroli lapangan,
rapat-rapat koordinasi, sampai dengan di tingkat posko
terpadu yang juge kita jalankan di kantor damkar, dan
menurut saya citra kantor BPBD Kobar sangat baik dengan
tanggapnya temen-temen dari BPBD terkait bencana-bencana

Kinerja
Organisasi

Penguatan proses Kerjasama antar 75.Bagaimana kinegja kinerja organisasi cukup baik, artinya setiap pihak setiap
kualitas para pihak organisasi dalam setiap sub | bidang bekerja sesuai dengan tupoksinya
pemberdayaan komponen organisasi?
masyarakat 76. Apa dampaknya bagi layanan masyarakat cepat, karena urgensi dari pelaksanaan
layanan terhadap tugas-tugas penanggulangan bencana
masyarakat?
77.Apakah ada harmonisasai belum terlihat bentuk harmonisasinya
kerja antara organisasi dan namun, masyarakat seringkali turut ambil bagian dalam
masyarakat? penanganan darurat
78. Apakah terdapat pelibatan
masyarakat pada program keterlibatan dalam kegiatan ada, karena masyarakat
dan kegiatan yang merupakan sasaran pelaksanaan kegiatan instansi
dilaksanakan organisasi?
Penguatan tingkat Komunikasi aktif | 79.Bagaimana tingkat Sangat baik
kepercayaan masyarakat dengan kepercayaan masyarakat
masyarakat lembaga terhadap organisasi?

80. Apakah terdapat kerjasama
antara organisasi dan
masyarakat?

§1. Adakah jejaring komunikasi

Belum ada, kesepakatan khusus, yg ada hanyalah kerjasama
kerjasama farsial
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antara masyarakat dan
organisasi?

82. Apakah komunikasi
dilaksanakan secara regular?

83.Seberapa penting masukan
dari masyarakat
diambil/dijadikan patokan
dalam perencanaan program
dan kegiatan organisasi?

Masukan masyarakat merupakan usulan yg ditampung dan
dilanjutkan sebagai bagian dari menjalankan program dan

kegiatan BPBD Kobar, selama ini belom menjadi patokan

karena keterbatasan pendanaan

Perluasan Hubungan 84, Apakah organisasi memiliki | Ada hubungan kerja dengan pihak lain, yang termuat dalam
intensifikasi kerjasama dengan hubungan kerja/partnership | bentuk surat keputusan dan surat keputusan bersama untuk
hubungan kerja masyarakat dengan pihak lain? bekerja menanggulangi bencana, khususnya pada kondisi
85.Pihak manasaja yang terkait? | tanggapdarurat
86.Bagaimanakah hubungan
kerja itu dibentuk? Pihak penegak hukum, instansi vertical, sesame SOPD di
87.Sejauh mana hubungan kerja | pemerintah, pihak swasta
antara organisasi dengan
stakeholder dalam program | Terbentuk kondisional
dan kegiatan yang
dilaksanakan? Terdapat fungsi koordinasi dalam keseluruhan kegiatan yg
88. Apakah terdapat fungsi dilaksanakan BPBD Kobar, karena penyelenggaraan
koordinasi? penanggulangan bencana sifatnya lintas sektor
89. Adakah struktur pembagian
tugas dalam hubungan ketja | Ada, dalam surat keputusan
dengan pihak lain? Namun dalam cakupan yang lebih luas belum ada
90. Adakah pertemuan periodik
yang dilaksanakan dalam Pertemuan dalam jejaring kerjasama, berbentuk rapat
jejaring kerjasama? koordinasi
Penguatan Keberlanjutan 91.Bagaimanakah penerapan Program dan kegiatan secara utuh dilaksanakan setiap tahun,
keberlanjutan program program dan kegiatan di dikerjakan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran
program dan masyarakat? yg memuat program dan kegiatan BPBD Kobar
kegiatan di 92. Apakah program-program
masyarakat dilaksanakan kontinyu? Program tersebut direncakan secara kontinyu, dan

dilaksanakan secara kontinyu pula

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata beberapa
kegiatan tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan personil
dan dana
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Lampiran 5. Kegiatan penanganan kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2016

Laporan Kegiatan Penanganan Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Tahun 2016

A. Bentuk Penanganan
b. Sosialisasi
c. Mendirikan Posko gabungan
d. Patroli Gabungém
e. Pemadaman sejak dlm Kebakaran Lahan dan Hutan yang menyebabkan Bencana Kabut Asap
dengan mengmtegmsikan seluruh Stake Holder (Personil beserta sarana prasarana) melalui Jalur
Darat maupun Udara.
B. Jumlah Personil Terlibat
a. BPBDI_Damkar 56 Personil
b. Kodim 1014 100 Pei‘sonil
. Manggala Agm DAOPS 11 Kahmantan Tengah 60 Persoml
Polres Kobar 100 Personil
Kegamatan 36 Personil

oo

Tagana 12 Personil
Satpol PP 10 Personil
Lanud Iskandar 20 Personil

oo

C. Jumlah Hotspot dan Luasan Terbakar
Terdapat 52 Hotspot terpantau dalam periode 1 Juli — 30 September 2016 Berdasarkan luasan
terbakar 1.094,1 ha dan yang mampu ditangani seluas 839,1 Ha

D. Tindakan Penanggulangan
Kegiatan Pen‘cégahan :

L. Membuat himbauan serta Instruksi yang ditujukan kepada Instansi, Pihak Perusahaan serta
seluruh lapnsan masyarakat untuk bersama-sama menmgkaﬂ(an kewaspadaan dan antisifasi
terhadap kebakaran hutan, lahan dan pekarangan serta fasilitas fublik yang berpotensx
bencana kabut asap.

2. Membuat himbavan yang ditwjukan kepada Pihak Perusahaan serta seluruh. lapisan:
‘masyarakat yang memiliki lahan dan pexkebunan agar menghmdan kegiatan yanig berpotensi
memmbulkan kebakaran. _

3. ,Menyebarluaskan informasi Bencana Kebakaran Hutan, Lahzm ~dan Pekarangan yang
Betpotensl Bencana Kabut Asap melglul media elektronic setem_pat;
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4. Membentuk Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang di komando
‘langsung oleh Bupatl Kotawarmgm Barat;

5. Mengaktifkan POSKO dan menyiapkan sumber daya yang ada untuk pemantauan dan
pengendalian operasi pemadaman yakni :

Posko BPBD

Posko BKSDA

Posko Dinas Kehutanan

Posko Udara di Base Ops Lanud Iskandar Pangkalan Bun

Kegiatan Kesiapsiagaan

Kegiatan tersebut berupa :

L.

Pemahtauan cuaca dan kon'disi udara serta tingkat keléﬁlbaban tanah dan vepetasi yang
memungkmkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta arah angin yang mengonirol
penyebaran polusi asap.(BMKG Kabupatcn Kotawanngm Barat);

20 Pcmantauan 11t1k panas (tmk api) dllakukan dengan cara memahtau _]umlah titik panas
yang muncul[ terlihat dari data satelit (BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);

3. Pemantauan titik api dilapangan oleh TIM Patroli;

4. Pemantauan jarak pandang (Visibility) sebagai indikator atau parameter bencana dilakukan
oleh BMKG;Mengintensifkan pelaksanakan penyuluhan pertanian dan perkebunan untuk
tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk persiapan pertanamannya oleh Dinas
terkait; .

5. Memberikan tmdakan yang tepat bagi para pelaku pembakaran untuk membenkan efek
jera bagl para pelaku oleh pihak berwenang.

6. Dalam rangka antisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyiapkan rumah singgah, pembagian masker
dukungan pengobatan terhadap pasnen ISPA yang terdampak kabut asap

Kegiatan Penanggulangan

1. Pemadaman Darat

~ Operasi pemadaman Darat dt]akukan secara simuitan dengan meng1ntegms1kan tindakan
pemadaman sedini sungkin yaitu Pengerahan seluruh Instansi baik dari TNIIPOLRI, Badan
Penanggulang_aq Bencana Daerah, Damkar, BKSDA, Dinas Kehutanan, , Tagana, Badan
' Usaha/ Perusahaan serta Elemen Masyarakat. o ' -

. Adapun dukungan peralatan adalah sebagat berikut

Mobil Peméddam Kebakaran : 5 Umt (BPBD) o
Mobil Tangkll Supply : 10 Unit (BPBD, BKSDA, Disliut)
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Mesin Portable Besar : 8 Unit (BPBD, BKSDA, Dishut)
Mesin Portable Kecil : 25 Unit (BPBD, BKSDA, Dishut)
Mesin Portable Apung : 5 Unit (BPBD, BKSDA,Dishut)
Unit Pemadam Swakarsa : § Unit
2. Pemadaman Udara
Operasi Pemadaman Udara dilakukan dengan mengunakan Sarana BNPB dengan melibatkan
"2 Unit Helly Bell 21 4B N-234PH dan N49732 adapun komando berpusat di Lapangan Udara
Lanud Iskandar Pangkalan Bun. Sedangkan target operasi yaltu pemadaman dititik Hotspot
yang tidak terjangkau oleh Operasi pemadaman Darat. -
E. Permasalahan ' '
1. Belum intensifnya Posko Penjagaan di Areal Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan akibat
kumngnya anggaran operas:onal
2. Keterbatasan sarana prasarana serta minimnya _]nmlah persoml guna pencegahan dan
- kesiapsiagaan serta pemantavan langsung kewilayah rawan kebakaran hutan, lahan dan
pekarangan.- - e
3-.A ‘Pnlaku oknum masyarakat maupun perusahaan mas:h destmkttf yang mengaklbatkan
masih adanya pengo]ahan maupun pembukaan lahan perkebunan dan pertanian dengan
cara membakar;
4. Luasnya aréal yang terbakar ditambah jangkauan sarana pemadanmn yang tidak mampu
mencapai lokasi kebakaran.
5. Keterbatasan Anggaran Operasional;
6. Belum terealisasinya solusi Olah Lahan Tanpa Bakar

Pangkalan Bun, 12 Desember 2016
Kepaia Pelaksana
' Badan 'Pehanggixléngah Bencana Daerah’
Kabupaten Kotawaringin Barat |

Drs. Hermon, M. Si
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